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ABSTRAK

Bawazier, Dio Alif. 2023. Regulasi Tentang Perceraian Perspektit Fikih Siyasah
Yasuf Al-Qaradawi (Perbandingan Antara Regulasi Indonesia dan Arab
Saudi). Tesis, Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I)
Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA. (II) Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI.

Kata Kunci : Regulasi, Perceraian, Fikih Siyasah Yisuf Al-Qaradawi

Tesis ini membandingkan dua regulasi perceraian yang ada di Indonesia
dan Arab Saudi serta menganalisisnya dengan Fikih Siyasah Yisuf Al-Qaradawi.
Perbandingan tersebut dilakukan dalam rangka menemukan hal-hal yang sama
dan berbeda sehingga hasilnya dapat digunakan menjadi refleksi dalam
melengkapi kekurangan atau memberikan inspirasi dalam menentukan regulasi di
masing-masing negara dan mengurai problematika dualisme aturan perceraian
antara fikih dan regulasi negara melalui analisis fikih siyasah Yiasut Al-Qaradawi.
Hasilnya adalah penilaian terhadap peraturan tersebut sehingga dapat disifati
sebagai syar’i atau sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan
perbandingan dan konseptual. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah
data sekunder yang dikoleksi dengan teknik dokumentasi. Dokumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam dan Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Ragm : Mim/73 al-Tarikh :
6/8/1443 H. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik editing,
classifying, verifying, analyzing dan concluding.

Dari penelitian ini diperoleh kesamaan hasil bahwa perceraian di Indonesia
dan Arab Saudi dapat dilakukan melalui talak, li’an, khulu’ dan fasakh. Namun
dalam rinciannya terdapat beberapa perbedaan. Selain itu, juga diperoleh hasil
mengenai ketentuan perceraian yang dinilai problematik seperti talak di depan
pengadilan dan talak sekaligus yang dinilai bertentangan dengan ketentuan fikih.
Namun setelah dianalisis dengan Fikih Siyasah Yiasuf Al-Qaradawi, aturan talak
yang dianggap problematik tersebut baik yang ada di Indonesia maupun di Arab
Saudi telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar’iyah sehingga berimplikasi
mengikat secara undang-undang dan syariat.
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ABSTRACT

Bawazier, Dio Alif. 2023. Regulations Concerning Divorce From the Perspective
of Figh Siyasa Yusuf al Qaradawi (Comparison Between Indonesian and
Saudi Arabian Regulations). Thesis, Al Ahwal Al Syakhshiyyah Masters
Program, Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana
Malik Ibrahim Malang, Advisors: (I) Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA. (I) Dr.
H. Khoirul Anam, Lc, M.HIL

Kata Kunci : Regulation, Divorce, Fiqih Siyasa Yisuf Al-Qaradawi

This thesis compares the two existing divorce regulations in Indonesia and
Saudi Arabia and analyzes them with Figh Siyasa Yusuf al-Qaradawi. The
comparison was made in order to find things that are the same and different so
that the results can be used as a reflection in completing deficiencies or providing
inspiration in determining regulation in each country and unraveling the problem
of dualism of divorce rules between figh and state regulations through the analysis
of figh siyasa Yusuf al-Qaradawi. The result is an assessment of the regulatio so
that it can be characterized as syar’i or vice versa.

This study uses a normative method with a comparative and conceptual
approach. The data used in this research is secondary data collected by
documentation techniques. The documents used in this study are Law No. 1 of
1974 concerning Marriage, Presidential Instruction No. 1 of 1991 Concerning
Compilation of Islamic Law and Nizam al-Ahwal al-Syakhshiyyah al-Ragm
Mim/73 al Tarikh 6/8/1443 H. Data analysis techniques in this study are editing,
classifying, verifying, analyzing and concluding techniques.

From this study, it was found that the results of divorce in Indonesia and
Saudi Arabia were similar to those of talaq, li’an, khulu and fasakh with several
different details. In addition, results were also obtained regarding divorce
provisions which were considered to be contrary to figh provisions. However,
after being analyzed with Figh Siyasa Yusuf al Qaradawi, the divorce rules which
are considered problematic both in Indonesia and in Saudi Arabia are in
accordance with the principles of siyasa syar’iyah so that they have binding
implications legally and shari’a.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama
Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543.b/U/1987,

tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

| = tidak Ua = d
dilambangkan
« |= b L |=t
S| = ot L |=z
&l S ¢ = ‘(koma menghadap ke
atas)
|- ] t - 8
c |- h | = f
- 5=
2 |=d S =k
J|= z Jd =1
= a |=m
5=z O |=n

xii



o = S 9 = W
Uk | = sy > |= h
| T S s |7y

Hamzah (&) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma
di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "¢" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

w:n “, n
1

ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a misalnya Ja menjadi qala

Vokal (i) panjang = Tmisalnya Jé menjadi qila
Vokal (u) panjang = ( misalnya (92 menjadi dina

auzn

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,
Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = S misalnya J8 menjadi gawlun

Diftong (ay) (6 misalnya > menjadi khayrun

D. Ta’marbdthah (3)

xiii



Ta’ marbGthah (¢) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah

kalimat. Tetapi apabila ta’ marbGthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya A paall Al ) menjadi

al-risalat li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan mud/aff dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnyaies ) A

menjadi f7 rahmatilléh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (d\) dalam lafadh jalalah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan

contoh-contoh berikut :

1. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

2. Masyd’Allah kdnd wa mdlam yasyé lam yakun

3. Billdh ‘azza wa jalla
F. Nama dan Kata Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan

ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

Xiv



menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor
pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari
Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan,
untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan

tidak ditulis “salat”.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Islam yang disyariatkan oleh Allah sesungguhnya adalah agama yang
tidak meninggalkan berbagai sisi dalam bidang kehidupan melainkan telah
dijamin syariat dan diberikan pengarahan. Pada tabiatnya, ia mencakup seluruh

segi dalam kehidupan, baik secara materil dan spiritual dan secara pribadi maupun

sosial. Oleh karena itu, tidak salah apabila dikatakan sl & e S aay il

sLaJl (syariat itu mengatur seluruh perbuatan hamba).!

Barangsiapa yang memperhatikan beberapa kitab fikih dalam Islam,
apapun mazhabnya, akan menemukan keutuhan syariat Islam yang mencakup
berbagai macam urusan hidup dari fikih bersuci, fikih keluarga, sosial, sampai
persoalan negara.’

Salah satu pembahasan dalam fikih tersebut sebagaimana penuturan
sebelumnya membahas tentang persoalan keluarga atau yang pada masa sekarang
dikenal dengan istilah ahwal syakhsiyah. Istilah tersebut pada mulanya merupakan
istilah yang asing dan tidak dikenal oleh fukaha klasik. Meskipun asing dan tidak

dikenal, namun secara general mereka mengenalnya melalui obyek yang

' Yusuf al- Qaradawi, al-Din Wa al-Siyasah Ta’s1l wa Radd al-Syubuhat (Dublin:al-Majlis al-
Urubi li al-Ifta’ wa al-Buhis, 2007), 53-54.
2 al- Qaradawi, al-Din, 55.



dibahasnya yang biasanya mereka sebut sebagai kitab al-nikah, kitab al-talak dan
kitab al-nafakat.’

Dari pemaparan sebelumnya dapat dipahami bahwa ahwal syakhsiyah
erat kaitannya dengan pengaturan tentang keluarga seperti perkawinan, talak dan
nafkah. Di Indonesia, regulasi yang mengatur perkawinan selain fikih, juga
terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, juga diatur
dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
dan juga terserak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait
dengannya.

Terkait dengan hukum perkawinan, dalam tesis ini akan meneliti
tentang regulasi perceraian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi perceraian dalam hukum perkawinan
tersebut kemudian akan dikomparasikan dengan regulasi Arab Saudi yang
sebagian materinya juga mengatur persoalan tersebut di dalamnya.

Regulasi perkawinan Arab Saudi tersebut adalah Nizam al-Ahwal al-
Syakhsiyyah al-Ragm @ Mim/73 al-Tarikh @ 6/8/1443 H. Regulasi tersebut
merupakan peraturan perundang-undangan pertama Kerajaan Arab Saudi yang

mengatur tentang hukum keluarga secara lengkap yang ditetapkan Majlis al-

3 Mahmiud al-Sartawi, Figh Ahwal Syakhsiyyah (‘Amman : Jami’ah al-Quds al-Maftthah, 2012),
8.



Wuzara’ pada tanggal 8 Maret tahun 2022.* penetapan Nizam tersebut bertujuan
untuk menjaga institusi keluarga dan mempertahankannya sebagai salah satu unit
terkecil dalam masyarakat, juga melakukan perbaikan terhadap status keluarga
dan anak serta menertibkan kekuasaan membuat putusan bagi hakim agar tidak
terjadi kontradiksi putusan peradilan dalam bidang ini.>

Menurut Wali al-’Ahd Muhammad bin Salman, pembaharuan peraturan
dalam hukum keluarga ini merefleksikan komitmen dari pemegang otoritas dalam
melangsungkan perkembangan dan perbaikan berdasarkan tren perundang-
undangan yang terbaru dan praktek peradilan internasional yang modern.
sekaligus membentuk perubahan dalam bagian-bagian tertentu yang berefek besar
dalam usaha menjaga dan mempertahankan hak-hak individu, status keluarga dan
penguatan perempuan serta peneguhan hak-hak.®

Latar belakang penetapan Nizam ini ditengarai merupakan salah satu
langkah reformasi Muhammad bin Salman yang dirumuskannya dalam sektor
keterbukaan hukum dan pelonggaran peraturan bagi perempuan yang dilakukan di
tengah-tengah sebuah negara yang kultur masyarakatnya sangat konservatif dan
fundamentalis, baik dalam segi sosial, budaya, bahkan agama.” Tentu hal ini
sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam bidang hukum kelurga

Islam yang terkait dengan penguatan hak-hak individu, keluarga dan perempuan.

4 Wala’® Haddad, “Huqiq al-Zawjayn fi Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Jadid”,
https://www.sayidaty.net/node/1371031/, diakses tanggal 17 April 2022

>Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah:Qaniin Jadid 1i Tanzimihi fT al-Su’Gidiyyah, fa Ma Tafastluhu”,
https://www.bbc.com/arabic/trending-6071123 1, diakses tanggal 17 April 2022

©Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah:Qaniin Jadid li Tanzimihi fi al-Su’tdiyyah, fa Ma Tafasiluhu”,
https://www.bbc.com/arabic/trending-6071123 1, diakses tanggal 17 April 2022

7 Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan, “Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi pada
Kerajaan Arab Saudi”, Global & Policy, 1 (2021), 47.
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Pembaharuan dalam hukum perkawinan tersebut menyiratkan adanya
moderasi antara tekstualitas dan kontekstualitas dalam hukum keluarga di Arab
Saudi. Oleh karenanya, untuk mengetahui sejauh mana moderasi hukum keluarga
Arab Saudi tersebut, langkah yang dilakukan adalah melakukan perbandingan
dengan hukum perkawinan Indonesia yang dianggap telah mengalami moderasi
hukum keluarga terlebih dahulu dalam menyikapi dan menyeimbangkan
tekstualitas dan kontekstualitas dari dasar-dasar interpretasi hukum keluarga
sebagai respon dari perkembangan hak-hak individu, perempuan dan keluarga
sekaligus menganalisisnya dengan teori fikih siyasah Yusuf al-Qaradawi yang
akan menyingkap sejauh mana keselarasan hukum keluarga Islam di masing-
masing negara tersebut dengan kaidah-kaidah hukum syariat sehingga hukum
tersebut memenuhi syarat untuk mengikat secara negara maupun agama.

Terdapat beberapa alasan yang melandasi urgensi penelitian hal ini.
Pertama, karakteristik undang-undang di Arab Saudi dan Indonesia relatif dapat
dikatakan lebih responsif terhadap persoalan yang sedang muncul dan
berkembang pada masanya. Hal ini dapat dibuktikan khususnya dalam persoalan
talak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara
sebagai cerminan dari penjagaan hak-hak individu, keluarga, perempuan dan anak.
Kedua, tuntutan pembaruan hukum di negara-negara Muslim sangat dibutuhkan
dan urgen untuk diteliti karena mayoritas produk hukum dari undang-undang
perkawinan memberikan corak baru bagi hukum Islam, seperti keharusan
mencatatkan talak, begitu juga dengan pembatasan talak di depan pengadilan,

pembatasan jumlah bilangan talak yang dijatuhkan dalam satu peristiwa yang



tidak memiliki dasar nas tertentu di dalam al-Qur’an, begitu juga dengan
pengaturan sanksi terhadap pelaku talak yang tidak memberitahukan penjatuhan
talak terhadap istrinya. Hal tersebut disamping memberikan corak baru bagi fikih,
juga memunculkan problematika baru seperti adanya dualisme hukum yang
menjadi akibat dari adanya aturan yang diduga bertentangan dengan fikih seperti
penjatuhan talak yang terjadi di Indonesia harus dijatuhkan di depan sidang
pengadilan sedangkan dalam fikih cukup memenuhi rukun dan syarat-syaratnya
maka talak dapat terjadi. Sebaliknya penjatuhan talak di Saudi tidak harus di
depan pengadilan namun talak yang mengandung sengketa saja yang harus
dijatuhkan di depan pengadilan. Sedangkan talak biasa dapat dijatuhkan di luar
pengadilan dan hanya perlu dicatatkan saja. Aturan di Saudi ini tentu minim
memunculkan dualisme hukum, akan tetapi masih menyisakan persoalan
mengenai hak-hak perempuan yang bisa jadi kehilangan hak dan mendapatkan
kerugian melalui kesepakatan cerai karena talak tidak perlu dilakukan di depan
sidang pengadilan sehingga alasan cerai yang sebenar-benarnya tidak tersingkap,
karena yang penting memenuhi prosedur pencatatan sesuai hukum yang berlaku.
Sedangkan di Indonesia talak di depan Pengadilan mengakibatkan dualisme
hukum tidak hanya pada tataran teknis talaknya saja, juga merembet pada
persoalan yang menjadi konsekuensinya, seperti status talak tiga sekaligus yang
dijatuhkan di luar pengadilan mengakibatkan terjadinya perselisihan jumlah talak
yang dicatat oleh pengadilan dengan jumlah talak yang tidak tercatat di luar
pengadilan dan juga menyisakan persoalan awal iddah. Oleh karena itu

pembaruan-pembaruan hukum tersebut perlu diterangkan melalui analisis fikih



siyasah yang digagas oleh Yusuf al-Qaradawi, seorang pakar hukum Islam yang
pemikirannya selalu berusaha mencari formulasi yang dapat menjembatani antara
fikih normatif dengan fikih realitas, antara memetik inspirasi dari peninggalan
masa lalu dan memperoleh hal yang baru, antara memperoleh petunjuk dari
peninggalan masa lalu dengan menyongsong masa depan, antara
mempertimbangkan tujuan-tujuan universal dengan teks-teks parsial dan
memahami semuanya dengan pola tersebut atau dengan kata lain memahami
melalui pemikiran yang moderat.

Ketiga, lahirnya undang-undang di masing-masing negara sangat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang
dijadikan sebagai penentu dalam menetapkan sebuah hukum. Misalnya adanya
kebijakan reformasi Arab Saudi yang berangkat dari banyaknya keresahan
terhadap sektor-sektor ekonomi, berakibat pada reformasi pada sektor ekonomi,
sosial, budaya, pendidikan, politik, militer dan agama. Dalam sektor agama, Arab
Saudi mencita-citakan Islam moderat yang mengisyaratkan bahwa Saudi sedang
mencoba untuk menampilkan dasar baru, yaitu new religious movement. Hal ini
dipicu oleh arus globalisasi yang sangat signifikan, sehingga agama harus
menyesuaikan agar bisa beradaptasi dengan globalisasi tersebut. Dalam konteks
ini juga, Saudi telah dikritik secara bertubi-tubi oleh barat karena tidak memiliki

undang-undang yang mengatur tentang keluarga.® Oleh karena itu, undang-undang

8 Ibrahtm al-Khazin, “Qaniin al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Su’iidi..9 Buniid wa 7 Muktasabat li al-
Mar’at wa al-Tifl (Itar)”,
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%
86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AEY%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
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perkawinan Arab Saudi muncul dalam bentuk Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-

Ragm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H sebagai respon terhadap hal-hal tersebut.

B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana substansi regulasi perceraian yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimana substansi regulasi perceraian yang ada di Arab Saudi ?
3. Bagaimana substansi regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi

ditinjau dari Fikih Siyasah Ytsuf al-Qaradawi?

C. Tujuan Penelitian
Berangkat dari dua fokus riset diatas terdapat beberapa tujuan riset yang
yang akan menjadi tolak ukur, antara lain :
1. Untuk menjelaskan subtansi regulasi perceraian yang ada di
Indonesia
2. Untuk menjelaskan subtansi regulasi perceraian yang ada di Arab
Saudi
3. Untuk menjelaskan substansi regulasi perceraian di Indonesia dan

Arab Saudi dalam perspektif Fikih Siyasah Yusuf al-Qaradaw1

D. Manfaat Penelitian
Dengan riset ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

%D8%AT7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-9-
%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%887-
%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%AT7%D8%AA-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%:84-
%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2534282, diakses tanggal 3 Juni 2022.




a. Sebagai tempat rujukan dalam menentukan kebijakan pembuatan
regulasi peraturan seputar hukum perkawinan khususnya tentang
perceraian yang dapat menjamin hak-hak individu, keluarga dan
perempuan.
b. Dari hasil analisis dan kajian pembahasan dua peraturan
perundang-undangan tersebut diharapkan dapat membuahkan
inspirasi yang memiliki makna besar dan menyumbangkan sesuatu
yang bernilai dalam khazanah dan gudang keilmuan mengenai
kebijakan membuat peraturan perundang-undangan dalam
persoalan tersebut.
2. Manfaat Praktis
a. Secara praktis, produk riset ini dapat menjadi acuan atau
referensi bagi eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia
dalam membuat dan menerapkan kebijakan aturan perceraian,
khususnya dalam membuat aturan atau mencari pendasaran
aturan yang dapat menyelaraskan nalar fikih dengan hukum
dalam persoalan yang telah maupun belum diatur oleh peraturan
perundang-undangan.

b. Selain itu, riset ini diharapkan dapat menyumbangkan corak
pemikiran baru bagi civitas hukum saat ini sehingga dapat
menstimulus daya nalar dan pemahaman dalam menerapkan

pertimbangan hukum dalam perkara perceraian.



E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian
Orisinalitas penelitian merupakan paparan mengenai keotentikan dan
ketulenan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan penelitian
adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan menggunakan
metode yang menjamin kebenaran ilmiahnya agar terverifikasi dan terhimpun
menjadi bagian dari kekayaan manusia. Dengan demikian, sub bab ini akan
menjelaskan ketulenan pengetahuan ilmiah dengan memaparkan penelitian-
penelitian sebelumnya agar jelas letak perbedaan dan persamaannya sehingga
dapat diketahui keotentikan dalam penelitian ini.
1. Penelitian Tentang Perbandingan dan Pembaharuan Hukum
Keluarga Islam
a. Penelitian Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki dan Suci
Ramadhan
Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki dan Suci
Ramadhan telah menulis artikel yang berjudul Dinamika
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi
Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam.” Dalam artikel
tersebut dibahas mengenai pembaharuan hukum keluarga yang
dilakukan di Negara Malaysia dan Brunei Darussalam yang tidak
hanya melalui satu konsep pembaharuan, akan tetapi dengan
melalui campuran beberapa konsep yang ada yaitu indoctrinal

reform, extradoctrinal reform, regulatory reform dan codification.

% Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki dan Suci Ramadhan,”Dinamika Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)”,
ADHKI Journal of Islamic Family Law, 1 (2021), 51.



Dalam penelitian tersebut ditemukan poin yang sama yaitu
penelitian terhadap bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan tentang perkawinan. Selain itu, juga
menggunakan pendekatan perbandingan. Perbedaannya adalah pada
penelitian tersebut meneliti bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan perkawinan di Malaysia dan Brunei
Darussalam dalam cakupan materi yang dilakukan pembaharuan.
Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada bahan hukum primer
peraturan perundang-undangan di Arab Saudi dan Indonesia
spesifik dalam materi perceraian, kemudian melakukan komparasi
diantara keduanya.

b. Penelitian Agustina Nurhayati

Agustina Nurhayati telah menulis artikel yang berjudul Politik
Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia.'® Fokus
pembahasan artikel ini adalah mendeskripsikan praktek hukum
keluarga Islam di Arab Saudi yang masih belum berbentuk undang-
undang tertulis, akan tetapi berbentuk pandangan-pandangan ahli
hukum yang diambil dari kitab-kitab fikih Mazhab Hanbali. Artikel
tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini
berfokus pada perbandingan hukum keluarga Arab Saudi yang telah

tertulis berupa Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73

10° Agustina Nurhayati, “Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia”, Jurnal
Pengembangan Masyarakat, 1 (2014), 67.
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al-Tarikh @ 6/8/1443 H, khususnya dalam materi perceraian yang
akan dikomparasikan dengan hukum perkawinan di Indonesia.
Penelitian Fitrohtul Khasanah

Fitrohtul Khasanah telah menulis tesis berjudul Analisis
Perbandingan Undang-undang Tentang Poligami Di Negara Muslim;
Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia.!' Berdasarkan hasil penelitian
tersebut dipahami bahwa fokusnya adalah perbandingan aturan
poligami di Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia. Sedangkan dalam
penelitian ini akan memfokuskan pada perbandingan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Arab Saudi dan Indonesia saja,
spesifik dalam materi perceraian.
Penelitian Dede Ahmad Permana

Dede Ahmad Permana telah menulis artikel yang berjudul
Majallah Al-Akhwal Ash-Shakhshiyyah Dan Pembaharuan Hukum
Keluarga di Tunisia.'> Artikel tersebut memfokuskan pada sejarah
penyusunan Majallat al-Ahwal al Syakhsiyyah secara singkat,
kemudian memaparkan beberapa pasal dalam Majallah tersebut
yang dianggap kontroversial disertai argumentasi yang
mendasarinya. Sedangkan penelitian ini akan ~membahas

perbandingan hukum keluarga Islam dalam materi perceraian yang

I Fitrohtul Khasanah, Analisis Perbandingan Undang-undang Tentang Poligami Di Negara
Muslim; Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia, Tesis (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2018), i.

12 Dede Ahmad Permana, “Majallah Al-Akhwal Ash-Shakhshiyyah Dan Pembaharuan Hukum
Keluarga di Tunisia”, Jurnal Studi Gender dan Anak, 1 (2016), 1.
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c.

ada dalam peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia
kemudian menelusuri cara penggalian hukum dan metodenya.
Penelitian Ali Trigiyatno

Ali Trigiyatno telah menulis artikel yang berjudul Poligami di
Tunisia : Studi Alasan Pelarangan Poligami.!* Artikel tersebut
memfokuskan pada latar belakang pelarangan poligami di Tunisia,
baik dari faktor internal maupun eksternal. Sedangkan penelitian ini
memfokuskan pada perbandingan hukum perkawinan, khususnya
perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Arab Saudi dan
Indonesia kemudian menelusuri penggalian hukum dan metode yang
digunakan sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaannya.

Penelitian Toha Andiko

Toha Andiko telah menulis artikel yang berjudul Pembaruan
Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi
Poligami dan Keberanjakannya dari Fikih).!"* Artikel ini
menjelaskan regulasi poligami di lima negara Islam, khususnya
tentang sebab-sebab kebolehan dan pelarangannya. Sedangkan
penelitian ini akan membahas perbandingan hukum keluarga Islam
berupa peraturan perundang-undangan perkawinan di Arab Saudi
dan Indonesia dalam materi perceraian kemudian menelusuri

penggalian hukum dan metode yang digunakannya.

13 Ali Trigiyatno, “Poligami di Tunisia : Studi Alasan Pelarangan Poligami”, Journal for
Integrative Islamic Studies, 1 (2017), 41.

4 Toha Andiko, “Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi
Poligami dan Keberanjakannya dari Fikih)”, Nuansa, 2 (2019), 293.
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g. Penelitian Aulia Rahmat

Aulia Rahmat telah menulis artikel yang berjudul
Kompleksitas Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia.!® Dalam
artikel ini dijelaskan beberapa pasal hukum keluarga Tunisia secara
umum yang mengalami pembaharuan kemudian dianalisis dengan
pendekatan fikih. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas
perbandingan hukum keluarga dalam materi perceraian yang ada
dalam peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia
kemudian menelusuri penggalian hukum dan metode yang
digunakannya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya
serta menggunakan pendekatan konsep fikih siyasah Yusuf al-
Qaradawn.

h. Penelitian Mochammad Agus Rachmatullah

Mochammad Agus Rachmatullah telah menulis artikel yang
berjudul Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia.!® Dalam artikel
tersebut dijelaskan bahwa pembaharuan hukum di Tunisia tidak
terlepas dari aspek historis yang melatarbelakanginya. Dalam proses
perumusan dan penataan hukum keluarga Islam di Tunisia, tidak
hanya sekedar upaya kodifikasi fikih mazhab Maliki maupun Hanafi
serta adanya pengaruh Prancis, akan tetapi juga melakukan langkah-

langkah progresif dan revolusioner dalam upaya melakukan legislasi

5 Aulia Rahmat, “Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia”, al-Mugqaranah, 1
(2014), 29.

16 Mochammad Agus Rachmatullah, “Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia”, Journal of Law &
Family Studies, 2 (2020), 307.
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dan regulatory dalam bidang hukum yang hasil akhirnya berbentuk
Majallat al-Ahwal al Syakhsiyyah atau Code of Personal Status
Tunisia (CPST). Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas
tentang perbandingan hukum keluarga Islam, khususnya perceraian
dalam peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia
kemudian menelusuri proses penggalian hukumnya beserta metode
yang digunakan.
Penelitian Masnun Tahir

Masnun Tahir telah menulis artikel yang berjudul Hak-hak
Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia.!” Dalam
artikel tersebut meneliti tentang kebijakan Negara Syria dan Tunisia
mengenai hak-hak perempuan yang terimplementasikan dalam
hukum perkawinan. Namun penelusuran tentang hak-hak perempuan
tersebut hanya terbatas pada masalah nafkah, poligami dan
perceraian. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang
perbandingan hukum keluarga dalam masalah perceraian yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan Indonesia
serta menelusuri cara penggalian hukum dan metode yang digunakan.

Penelitian Ade Irma Imamah
Ade Irma Imamah menulis tesis yang berjudul Hak Penolakan

Rujuk di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Perspektif

17 Masnun Tahir, “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia”, al-Mawarid,

(2008), 203.
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Hukum Islam, Gender dan Ham.'® Dalam tesis tersebut dijelaskan

mengenai hak menolak rujuk di Indonesia dan Brunei Darussalam

yang sepakat menyatakan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa

persetujuan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia

dan Mahkamah Syariah Negara di Brunei Darussalam selain itu juga

dipandang selaras dengan konsep kesetaraan jender dan Ham.

Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada persoalan perceraian

yang ada dalam peraturan perundang-undangan Arab Saudi dan

Indonesia kemudian dikomparasikan dan ditelusuri cara penggalian

hukum dan metodenya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Tentang Perbandingan dan

Pembaharuan Hukum Islam

No | Nama Peneliti, Persamaan Perbedaan Orisinalitas
Tahun dan
Sumber
1. |Kholis 1. Menggunakan Meneliti Fokus pada
Bidayati, pendekatan peraturan peraturan
Muhammad komparatif perundang-  |perundang-
Alwi Al Maliki |2. meneliti undangan undangan tentang
dan Suci peraturan Malaysia dan |perkawinan dalam
Ramadhan, perundang- Brunei materi perceraian
2021, ADHKI undangan Darussalam |di Arab Saudi dan
Journal of perkawinan Memfokuska |Indonesia
Islamic Family n pada
Law materi-materi
peraturan
perundang-
undangan
yang
dilakukan

18 Ade Irma Imamah, Hak Penolakan Rujuk di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam
Perspektif Hukum Islam, Gender dan Ham, tesis (Jakarta: UIN Jakarta, 2018), v.
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pembaharuan
Agustina memfokuskan 1. Hanya Memfokuskan
Nurhayati, penelitian  pada memfokuska |pada  peraturan
2014,  Jurnal | hukum keluarga n pada satu |perundang-
Pengembangan | di Arab Saudi obyek saja, [undangan  Arab
Masyarakat yaitu hukum |Saudi dan
keluarga Indonesia tentang
Arab Saudi  |perkawinan dalam
. Menitikberat |masalah
kan pada |perceraian
hukum
keluarga
yang belum
tertulis
Fitrohtul 1. menggunakan . Memfokuska | Fokus pada
Khasanah, pendekatan n pada tiga hukum
2018, Tesis komparatif obyek, yaitu | perkawinan yang
i;og.ram Studi > Menelifi hukum. berupa peraturan
agister perkawinan perundang-
Hukum Islam hukum Arab Saudi undangan yan
) . ) gan yang
Konsentrasi p erkawman Indonesia dan | ada di Arab Saudi
Hukum Indonesia Qan Tunisia dan Indonesia
Keluarga, UIN Arab Saudi . Hanya dalam persoalan
Sunan Kalijaga memfokuskan | perceraian
Yogyakarta pada
persoalan
poligami
Dede Ahmad | Fokus pada . Fokus pada Fokus pada
Permana, hukum materi hukum | hukum
2016, Jurnal perkawinan perkawinan perkawinan Arab
Studi Gender dalam Saudi dan
dan Anak Majallat al- Indonesia dalam
Ahwal al Nizam al-Ahwal
Syakhsiyyah | al Syakhsiyyah
yang dan peraturan
kontroversial | perundang-
. Hanya fokus | undangan terkait
pada hukum | perkawinan di
perkawinan di | Indonesia dalam
Tunisia saja | persoalan
perceraian
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Ali Trigiyatno, |Fokus pada |1. Fokus pada |Fokus pada
2017, Journal 'hukum hukum hukum keluarga
for Integrative |perkawinan keluarga di Arab Saudi dan
Islamic Studies Islam di |Indonesia dalam
Tunisia persoalan
. Tidak perceraian dan
menggunaka |menggunakan
n pendekatan |pendekatan
komparatif  |komparatif
Toha Andiko, | 1. Fokus  pada | 1. Fokus pada | Fokus pada
2019, Nuansa hukum persoalan persoalan
perkawinan poligami perceraian dalam
2. Menggunakan . Fokus pada | peraturan
pendekatan hukum perundang-
komparatif keluarga lima | undangan hukum
negara keluarga di Arab
Saudi dan
Indonesia
Aulia Rahmat, | Fokus pada | 1. Fokus pada | Fokus pada
2014, al- | hukum hukum hukum
Mugaranah perkawinan keluarga di | perkawinan yang
Tunisia saja | ada dalam
. Fokus pada | perundang-
materi-materi | undangan  Arab
hukum Saudi dan
perkawinan Indonesia dalam
yang materi perceraian.
merupakan
hasil
pembaruan
Mochammad | Fokus pada | 1. Fokus pada | Fokus pada
Agus hukum hukum hukum
Rachmatullah, | perkawinan perkawinan perkawinan yang
2020, Journal Tunisia saja | ada dalam
of Law & . Fokus pada | perundang-
Family Studies materi yang | undangan  Arab
merupakan Saudi dan
hasil Indonesia dalam
pembaruan materi perceraian.
Masnun Tabhir, | 1. Menggunakan | 1. Fokus pada | fokus pada
2008, al- pendekatan pencarian persoalan
Mawarid komparatif hak-hak perceraian dalam
2. Fokus  pada perempuan peraturan
hukum dalam perundang-
perkawinan persoalan undangan hukum
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nafkah,

keluarga di Arab

poligami dan | Saudi dan
perceraian Indonesia
. Fokus pada
hukum
keluarga  di
negara Syria
dan Tunisia
10. | Ade Irma | 1. Menggunakan | 1. Fokus pada | Fokus pada
Imamah, 2018, pendekatan permasalahan | persoalan
Tesis Program komparatif hak perceraian dalam
Studi Magister | 2. Fokus  pada penolakan peraturan
Hukum hukum rujuk perundang-
Keluarga perkawinan . Fokus pada | undangan hukum
Pascasarjana hukum keluarga di Arab
UIN Syarif perkawinan Saudi dan
Hidayatullah di Indonesia | Indonesia
Jakarta dan  Brunei
Darussalam

F. Definisi Istilah

Regulasi adalah seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan

tertentu dalam suatu masyarakat. Pengertian ini bukan merupakan pengertian

resmi karena tidak ditemukan arti regulasi dalam peraturan perundang-

undangan. Istilah ini merupakan serapan regulation dari Bahasa Inggris yang

memiliki makna yang sama. Meskipun regulasi diwujudkan dalam suatu

peraturan perundang-undangan, namun makna regulasi lebih merujuk pada

sistem hukum yang diharapkan dapat mengatur tindakan tertentu.!” Dalam

riset ini dipergunakan istilah regulasi karena salah satu bahan hukum yang

diteliti berupa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam tidak berada pada hierarki peraturan perundang-undangan dan

19 https://kamushukum.web.id/search/peraturan , diakses tanggal 22 Agustus 2022
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karena riset ini menggunakan pendekatan perbandingan yang pembandingnya
berupa peraturan perundangan hukum keluarga Arab Saudi, Nizam al-Ahwal
al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H yang secara konten
lebih sesuai untuk dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam karena
penulisannya terperinci dan untuk menyejajarkan peraturan perundang-
undangan antar negara maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan tetap menjadi bahan hukum penelitian disertai Kompilasi Hukum
Islam.

Regulasi Perkawinan di Indonesia ialah peraturan perundang-undangan
yang terdiri dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Hukum Perkawinan di Arab Saudi ialah peraturan perundang-undangan
berbentuk Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang nama lengkapnya adalah
Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm @ Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
yang diundangkan pada tanggal 9 Maret 2022. Nizam tersebut terdiri dari 7

Bab dan 252 Materi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
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Riset ini merupakan normatif karena berhubungan dengan norma
yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya secara positif (ius
constitutum). Wujud hukum positif tersebut berbentuk hukum tertulis
atau berupa bahan pustaka yang merupakan bahan hukum primer yang
berbentuk aturan hukum yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh
suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang
penegakkannya dijamin melalui upaya berdasarkan daya paksa yang
resmi melalui aparat negara.?’

Dalam riset ini yang menjadi obyek penelitian adalah data
sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Nizam al-
Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm :@ Mim/73 al-Tarikh @ 6/8/1443 H
dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach)
dan pendekatatan konseptual berupa Fikih Siyasah Yusuf al-Qaradawi.

Pendekatan perbandingan dalam riset ini adalah dengan menelaah
persoalan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

20 Soetandyo Wignjoesoebroto, Hukum Konsep dan Metode (Malang: Setara Press, 2013), 67.
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tentang Kompilasi Hukum Islam yang dibandingkan dengan Nizam al-
Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm :@ Mim/73 al-Tarikh @ 6/8/1443 H
sekaligus mengulas penggalian hukum dan metode yang digunakan
dalam menentukan regulasi perceraian.

Selain  menggunakan  pendekatan  perbandingan,  juga
menggunakan pendekatan konseptual berupa konsep perceraian dalam
fikih dan Fikih Siyasah Yasuf al-Qaradaw1 yang akan dijadikan pisau
analisis terhadap penetapan aturan perceraian dalam peraturan
perundang-undangan tersebut.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam riset ini adalah bahan
pustaka atau data sekunder yang relevan. Sedangkan data sekunder atau
bahan pustaka dibagi menjadi tiga :

a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum utama dalam riset, antara lain :

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam

3) Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Ragm @ Mim/73 al-

Tarikh : 6/8/1443 H
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b. Bahan Hukum Sekunder
1) Yusuf al-Qaradawi, a/-Din Wa al-Siyasah Ta’sil Wa Radd
Syubuhat, Dublin : al-Majlis al-Urubi Ii al-Ifia’ wa al-
Buhiis, 2007
2) Yusuf al-Qaradawi, al-Siyasah al-Syar’iyyah F1 Dau’
Nusils al-Syari’ah
3) Dan lain-lain
c. Bahan Hukum Tersier
1) Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-
Indonesia. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
2) Wizarat al-’Adl, Mu’jam al-Mustalahat al-’Adliyyah al-
Waridah fi al-Anzimah al-’Adliyyah al-Su’idiyyah. al-
Mamlakah al-’Arabiyyah al-Su’adiyyah @ Markaz al-
Buhiis, 2022
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dalam riset ini menggunakan metode
studi dokumen dengan pendekatan perbandingan yaitu dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan fokus
penelitian tentang perceraian dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam riset hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual
yaitu konsep perceraian dalam fikih dan Fikih Siyasah yang diteorikan
oleh Yisuf al-Qaradawt sehingga dalam hal ini peneliti juga mengamati,

membaca dan menganalisis buku-buku Yusuf al-Qaradawi mengenai
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Fikih Siyasah yaitu al-Siyasah al-Syar’iyyah Fi Dau’ Nusis al-Syari’ah
wa Maqasidiha dan al-Din Wa al-Siyasah Ta’sil Wa Radd Syubuhat dan
lain-lain.
4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-
bahan hukum yang telah diperoleh dan dikumpulkan dengan langkah-
langkah sebagai berikut :
a. Editing
Mereduksi bahan hukum pada fokus penelitian yaitu dengan
merangkum, memilah-milah poin obyek riset, memusatkan
perhatian pada obyek yang utama yaitu persoalan perceraian dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam dan Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-
Ragm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H. Juga mereduksi beberapa
kitab furas yang berhubungan dengan hukum perceraian dan juga
beberapa bahan hukum yang lain yang kemudian diedit dan
dilakukan langkah selanjutnya.
b. Classifying
Dalam riset ini akan dilakukan  pengkategorian.

Pengkategorian dalam riset ini adalah pengkategorian pembahasan
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menjadi dua fokus pembahasan yaitu pembahasan tentang
perceraian di Arab Saudi dan Indonesia dan pembahasan proses
penggalian hukum serta metode apa yang dipakai dalam
menentukan aturan talak di Arab Saudi dan Indonesia ditinjau dari
Fikih Siyasah Yiasuf al-Qaradawi.
c. Veritying

Verifikasi dalam riset ini dilakukan dengan cara menelusuri
kembali ke sumber asal mengenai bahan hukum yang dijadikan
fokus pembahasan riset ini yaitu bahan hukum primer berupa
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-
Ragm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H maupun aturan perundang-
undangan yang terkait dengan perceraian tersebut dan Fikih
Siyasah Yusuf al-Qaradawi yang dipahami dari buku-buku
karangannya yang relevan dengan ide siyasahnya.
d. Analyzing

Analisis  dilakukan  dengan cara  menyederhanakan
pembahasan tentang regulasi talak di Arab Saudi dan Indonesia
serta proses penggalian hukum serta metode apa yang dipakai

dalam menentukan regulasi perceraian agar menjadi lebih mudah
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dipahami dengan penjelasan berdasarkan kacamata Fikih Siyasah
Yisuf al-Qaradawi.
e. Concluding

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan. Apabila
semua bahan hukum telah melalui proses-proses sebelumnya dan
telah dianggap lengkap, langkah selanjutnya adalah memberikan
kesimpulan yang singkat dan padat sesuai pertanyaan yang menjadi

fokus pembahasan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi pembahasan riset diperlukan agar riset ini tidak bias,
sistematis dan logis kaitannya antara satu bab dengan bab yang lain. Oleh
sebab itu, peneliti akan mendeskripsikan sistematika pembahasannya secara
umum dibawabh ini :

BAB 1 adalah bab pendahuluan yang tersusun secara berurutan dari
konteks penelitian yang akan menuturkan reason d’etre judul penelitian ini.
Kemudian fokus penelitian dari riset tersebut. Tujuan penelitian yang selaras
dengan pembahasan atas fokus penelitian. Manfaat penelitian, yaitu
sumbangsih positif dari riset tersebut baik secara teoritis maupun praktis.
Orisinalitas penelitian yang berisi riset-riset terdahulu yang dipaparkan
sebagai pembanding dari riset ini agar tampak sisi keorisinilannya. Definisi
istilah yang memberikan penjelasan beberapa kata atau kalimat yang sukar

dipahami. Metode penelitian ialah metode yang dipergunakan dalam
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menjalankan riset. Sistematika penulisan yang akan mempermudah peneliti
dalam menyusun risetnya.

BAB II Tinjauan teori-teori umum yang memaparkan tentang hukum
talak dalam Hukum Islam, regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi,
fikih siyasah Yusuf al-Qaradawi dan kerangka berpikir.

BAB III Perbandingan regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi
perspektif fikih siyasah Yusuf al-Qaradawi yang akan memaparkan regulasi
perceraian di masing-masing negara tersebut sekaligus menganalisisnya
dengan teori fikih siyasah Yusuf al-Qaradawi.

BAB IV memaparkan simpulan yang diperoleh dari data yang dikaji
sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam fokus penelitian. Kemudian
memaparkan implikasi sebagai konsekuensi secara teoritis maupun praktis,
kemudian diakhiri saran yang mengacu pada simpulan dan implikasi

penelitian.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Talak Dalam Hukum Islam
1. Definisi Talak

Talak secara etimologis berarti melepas dan menghilangkan

ikatan. Talak juga merupakan isim yang masdarnya adalah =2,

Dalam penggunaannya, kata talak digunakan seperti masdarnya.?! Kata

tersebut berasal dari kata 3las 3T\ —alb (perempuan itu telah bercerai,

akan dan sedang bercerai) maka perempuan tersebut adalah 3\

dengan tanpa fa’ marbitah. Namun ada juga yang meriwayatkan

dengan tambahan ta’ marbittah (i2\l>) apabila perempuan tersebut telah

talak b2’in dari suaminya.?? Kata talak tersebut searti dengan kata

ALYl Akan tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata

talak itu khusus bagi perempuan yang dicerai dan kata 7t/2g digunakan

untuk sesuatu yang terpisah selain perempuan. Misalnya ST,U el

2L Nasir bin ‘Abdis Sayyid AbT al-Makarim bin AlT Abt alFath Burhanuddin al-Khawarizmi al-
Mutarrizi, al-Mugrib (t. t : Dar al-Kitab al-’Arabi, t. th.), 293.

22 Zaynuddin Abt ‘Abdillah Muhammad bin Ab Bakr bin ‘Abdil Qadir al-Hanafi al-Razi,
Mukhtar al-Sihhah (Beirut: al-Maktabah al-’ Asriyah, 1999), 192. ; Ahmad bin Muhammad bin Al1
al-Fayum1 al-Hamaw1 Abt al-’ Abbas, al-Misbah al-Munir {1 Garib al-Syarh al-Kabir, Juz 2 (Beirut:
al-Maktabah al-’Ilmiyah, t. th.), 376.
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gl v.albb (saya menceraikan perempuan sekaligus memerdekakan

budak). Dari diskusi secara kebahasaan tersebut, para fukaha

membedakan ucapan talak sebagai ucapan yang $arih (jelas) dan kata

it1aq sebagai ucapan kindyah (sindiran).”? Bentuk plural dari kata 3/

adalah 3lb sedangkan 4i\l> dijamakkan menjadi &\sb. Jika suami

banyak mengucapkan kata talak disebut dengan 4alb, 3las | 3M2024

Dalam terminologi fukaha, talak berarti menghilangkan ikatan
perkawinan pada waktu seketika atau yang akan datang dengan
menggunakan lafaz tertentu atau yang menempati makna kata itu.?
Sedangkan ikatan perkawinan yang dimaksud dalam definisi tersebut
adalah ikatan perkawinan yang sah saja. Dengan demikian perkawinan
yang fasid tidak sah talaknya. Akan tetapi dapat menjadi sah dengan
melepaskannya begitu saja atau melalui fasakh. Adapun pihak yang
dapat menjatuhkan talak pada pokoknya hanyalah suami, akan tetapi
terkadang dapat dilakukan orang lain seperti diwakilkan atau
dipasrahkan atau tanpa diwakilkan seperti talak yang dijatuhkan oleh

hakim dalam sebagian keadaan. Sedangkan al-Syarbint mendefinisikan

2 Ibnu ‘Abidin Muhammad Amin bin ‘Umar bin ‘Abdil Aziz ‘Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi,
Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar, Juz 3 (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), 226. ; Wizarat al-
Syuw’tn wa al-Awqaf al-Islamiyah al-Kuwait, al-Mawsti’ah al-Fighiyah al-Kuwaitiyah, Juz 29
(Mesir: Dar al-safwah, t. Th.), 5. ;

24 Majduddin Abii Tahir Muhammad bin Ya’qub al-Fayruz abadi, al-Qamis al-Muhit (Beirut:
Mu’assasat al-Risalat li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawz1’, 2005), 904.

25 al-Hanafi, Radd, 226-227. ; Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasiqi al-Maliki, Hasyiyah
al-Dasiiqt ‘ala al-Syarh al-Kabir, Juz 2 (t. t.: Dar al-Fikr, t.th.), 347.
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talak dengan mengutip kitab al-Tahzib, yaitu kekuasaan yang dapat

dilakukan oleh suami tanpa sebab sehingga dapat memutuskan

hubungan perkawinan.?¢

. Pembagian Talak dari segi pengaruh yang diakibatkan olehnya.

a. Talak Raj’rdan Ba’in

Talak raj’7 adalah talak yang diiringi hak suami untuk kembali
dengan istrinya dalam masa ‘idda/fmya tanpa diawali akad kembali.
Sedangkan talak b4’%n adalah talak yang menghilangkan ikatan
perkawinan seketika itu juga. Talak b4°in juga dibagi menjadi dua
yaitu talak b2’in sugra dan talak ba’in kubra.

Talak ba’in sugra adalah talak ba’in satu atau talak b2’in dua. Jika
talak telah jatuh tiga kali, maka talak tersebut adalah talak 62°in kubra
secara mutlak. Jika seorang suami menjatuhkan talak raj’7 terhadap
istrinya, maka halal bagi suami untuk kembali merujuk istrinya pada
masa ‘rddah tanpa akad baru. Namun jika masa ‘iddah telah habis
maka suami dapat kembali pada istrinya dengan akad baru. Sedangkan
jika suami menjatuhkan talak b2’in satu atau dua, boleh bagi suami
untuk merujuknya pada masa ‘iddah atau dengan akad baru setelah
habis masa ‘iddah.

Jika suami menjatuhkan talak yang ketiga maka talak tersebut
adalah talak b2’in kubra yang tidak menghalalkan suami kembali pada

istrinya kecuali jika telah habis masa ‘iddainya kemudian istrinya

26 Wizarat, al-Mawsii’ah, 5. ; Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Syafi’1,
Mugnil Muhtaj I1a Ma’rifati Ma’ani Alfazil Minhaj, Juz 4 (t. t: Dar al-Kutub al-’Tlmiyah, 1994),

455.
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menikah dan telah disetubuhi oleh suami selainnya. Kemudian istri
tersebut telah cerai ba’in dengan suami keduanya karena mati atau
pisah dan telah habis masa ‘idda/mya, maka boleh bagi mantan suami
pertamanya untuk kembali dengannya melalui akad baru.?’” Ketentuan
ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

S50k 38 i A 3,02 Sl 5,02 g 0T Oy ks O
Artinya : Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang
kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin
dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum

Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.?®
b. Talak Ba’in Sugra dan Ba’in Kubra

Talak ba’in secara mutlak beranjak dari talak ba’in sugra. Talak
ba’in tidak menjadi kubra melainkan talak tersebut jatuh yang ketiga
kalinya.

Selain itu, para fukaha, juga berbeda pendapat dalam sebagian
cara menjatuhkan talak tiga dan bersepakat dalam sebagian cara lain.

Para fukaha bersepakat jika suami mentalak istrinya sekali baik
talak raj7 ataupun ba’in kemudian ia ingin kembali dengan istrinya
melalui akad baru atau dengan melakukan rujuk, kemudian ia
mentalak istrinya lagi baik raj°’7 maupun b2 ’in, kemudian kembali lagi

pada istrinya dengan akad baru atau melakukan rujuk, kemudian ia

27 Wizarat, al-Mawsii’ah 29. ; al-Syafi’1, Mugnil, 477.
28 Mujamma’ al-Malik Fahd li Tiba’at al-Mushaf al-Syarif, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 56.

30



mentalak istrinya untuk kali ketiganya sehingga talak tersebut telah
jatuh tiga kali, oleh karenanya perempuan tersebut berubah menjadi
tertalak ba’in kubra. Mereka juga bersepakat jika suami mentalak
istrinya sekali, kemudian mentalak kedua kalinya setelah terputusnya
masa ‘/ddah maka talak yang kedua kalinya itu tidak terjadi. Hal ini
disebabkan oleh ketiadaan obyek talak karena hubungan perkawinan
terputus sama sekali. Sedangkan talak hanya dapat dijatuhkan kepada
para istri. Begitu pula jika ia menjatuhkan talak yang ketiga setelah
habisnya masa ‘iddah maka talak tersebut tidak jatuh sehingga talak
dalam keadaan ini hanyalah talak ba’in sugra yang suami boleh
kembali pada istrinya lagi dengan akad yang baru.?
3. Talak Sekaligus Menurut Fukaha
a. Al-Imam al-Tahawi berkata tentang adanya suatu golongan
yang berpendapat bahwa laki-laki yang mentalak istrinya tiga
kali sekaligus atau dengan satu lafaz maka jatuh talak satu
padanya. Sedangkan mayoritas fukaha dalam hal ini
menyelisihi pendapat tersebut dan berpandangan bahwa jatuh
talak tiga padanya.**
b. Al-Faqth Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid mengatakan
bahwa para pakar berbeda pendapat tentang jatuhnya tiga

talak dalam satu lafaz. Mayoritas fukaha kota-kota besar

2 Wizarat, al-Mawsii’ah, 29-30.

9Abdul Karim Zaydan, Al-Mufassal F1 Ahkam al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-SyarT’ah al-
Islamiyah, Juz 8 (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1993), 63. ; Abi Ja’far Ahmad bin Muhammad
bin Salamah bin Abdil Malik bin Salamah al-Azd1 al-Hajart al-Misr1 al-Tahaw1, Syarh Ma’ant al-
Asar, Juz 3 (t. t. : “‘Alam al-Kutub, 1994), 55.

31



berpandangan bahwa talak yang diucapkan tiga kali
hukumnya seperti talak yang ketiga. Sedangkan fukaha Zahiri
dan segolongan fukaha berpendapat bahwa talak seperti itu
hukumnya sama dengan talak satu dan ucapan tersebut tidak
berpengaruh pada bilangan.3!

c. Begitu juga Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah berpandangan
bahwa jika seorang suami mentalak istrinya dalam satu masa
suci dengan satu atau beberapa kata seperti mengatakan
“kamu tertalak tiga” atau “kamu tertalak, kamu tertalak, kamu
tertalak”, maka dalam persoalan ini ulama salaf dan khalaf
memiliki tiga pandangan, baik istri yang ditalak tersebut telah
disetubuhi atau belum disetubuhi. Dari kalangan ulama salaf,
ada yang membedakan antara perempuan yang disetubuhi atau
belum. Ada juga pendapat yang keempat yang dibuat-buat
lagi baru. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pendapat yang pertama mengatakan bahwa talak tersebut

hukumnya mubah dan mengikat. Pendapat ini merupakan
pendapat Syafi’t dan Ahmad dalam suatu riwayat
dahulunya yang dipilih oleh Imam al-Khiraqt al-Hanbali.
2) Pendapat yang kedua mengatakan bahwa talak tersebut
hukumnya haram dan mengikat. Pendapat ini adalah

pendapat Malik, Abii Hanifah dan Ahmad dalam riwayat

31 Zaydan, Al-Mufassal, 63. ; Abii al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad
bin Rusyd al-Qurtub1 Ibnu Rusyd al-Hafid, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugqtasid, Juz 3
(Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 84.
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terakhirnya, dan pendapat ini pula yang diriwayatkan dari
mayoritas salaf dari kalangan sahabat dan tabiin.

3) Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa talak tersebut
haram dan tidak mengharuskan talak melainkan satu talak
saja. Pendapat ini diriwayatkan dari golongan salaf dan
khalaf dari sahabat Rasulullah Saw. Seperti al-Zubair bin
al-’Awwam dan Abdurrahman bin ‘Auf, dan diriwayatkan
adanya dua pendapat dari Ali, Ibnu Mas’ud dan Ibnu
‘Abbas. Inilah pendapat mayoritas tabiin dan golongan
setelahnya seperti Tawls, Muhammad bin Ishaq, juga
pendapat Abt Dawtd al-ZahirT dan mayoritas pengikutnya,
juga pendapat sebagian pengikut Abu Hanifah, Malik dan
Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini juga diriwayatkan dari
Abt Ja’far Muhammad bin Al1 bin al-Husain dan anaknya,
Ja’far bin Muhammad. Oleh karenanya, golongan Sy1’ah
berpendapat dengan pendapat ini.

4) Pendapat yang keempat adalah pendapat yang dikatakan
oleh sebagian golongan Mu’tazilah dan Syi’ah, bahwa
talak tersebut tidak mengharuskan konsekuensi apapun.
Pendapat ini tidak ditemukan dari salah seorang salaf

manapun.’?

32 Zaydan, Al-Mufassal, 63-64. ; Tagiyyuddin Aba al->’Abbas Ahmad bin Abdil Halim bin
Taimiyah al-Harrani, Majma’ al-Fatawa, Juz 33 (Madinah : Majma’ al-Malik Fahd li Tiba’ah al-
Mushaf al-Syarif, 1995), 7-8.
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d. Ibnu al-Qayyim berkata bahwa jatuhnya talak tiga dengan satu

kata diperselisihkan hukumnya sehingga terdapat empat

pendapat tentangnya.

1)

2)

3)

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menyatakan
jatuh talak tiga. Pendapat ini adalah pendapat empat Imam
dan mayoritas tabiin dan sahabat.

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan
jatuh satu talak raj’7 Pendapat ini adalah pendapat yang
dipegangi Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Abu
Dawid. Imam Ahmad berkata bahwa pendapat ini adalah
pendapat Ibnu Ishag yang mengatakan bahwa talak
tersebut menyalahi sunnah maka ia tertolak oleh sunnah.
Pendapat ini juga pendapat Tawiis dan ‘lkrimah dan
pendapat pilihan Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah.

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan
bahwa harus dipisahkan antara perempuan yang
disetubuhi atau belum. Jika perempuan tersebut telah
disetubuhi maka jatuh talak tiga dan jika belum disetubuhi
maka jatuh satu. Pendapat ini adalah pendapat segolongan
pengikut Ibnu ‘Abbas dan merupakan pendapat Ishaq bin
Rahawaih sebagaimana yang diceritakan oleh Muhammad

bin Nasr al-Marwazi dalam kitab Ikhtilaf al-Ulama’.
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4) Pendapat yang keempat adalah tidak jatuh talak, karena
talak tersebut menggunakan sigat yang merupakan sigat
baru yang diharamkan, sedangkan bidah adalah hal yang

ditolak berdasarkan sabda Nabi Saw.

bwuﬂw&myw

Pendapat ini adalah pendapat yang diceritakan Abil
Muhammad bin Hazm. Diceritakan pendapat ini adalah

pendapat Imam Ahmad, akan tetapi ia mengingkarinya.*?

e. Pendapat mayoritas ulama’ tentang jatuhnya talak tiga dengan
ucapan talak tiga kali.

Telah termaktub di dalam kitab-kitab fikih yang beraneka
ragam mazhabnya, bahwa talak tiga dengan satu lafaz dapat
terjadi menurut golongan Syafi’iyah, Malikiyah, Ibnu Hazm
al-Zahir1, dan talak ini bukan talak bid’T. Begitu juga menurut
golongan Hanafiyah dan Zaidiyah meskipun dianggap talak
bid’t. Sedangkan menurut golongan Hanabilah, talak tiga
dengan satu ucapan tersebut dapat jatuh dan termasuk talak
bid’T menurut salah satu dari dua riwayat dari Ahmad dan
bukan termasuk talak b7id’7 dalam riwayatnya yang lain. Yang

terakhir adalah golongan Ja’fariyah yang berbeda pendapat,

33 Zaydan, Al-Mufassal, 64. ; Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyiib bin Sa’d Syamsuddin Ibnu
Qayyim al-Jauziyyah, Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, Juz 5 (Beirut: Mu’assasat al-Risalah,
1994), 226-227.
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meskipun mayoritas dari mereka berpendapat hanya jatuh satu
talak.3*
4. Mempersaksikan Talak
Mayoritas ulama dari kalangan pendahulu maupun belakangan
berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa persaksian, karena talak
termasuk hak dari suami sehingga tidak perlu alat bukti untuk
melangsungkannya. Selain itu, tidak disebutkan dari Nabi maupun
sahabat yang menunjukkan dalil disyariatkannya persaksian.>?
Dalam hal ini, ulama SyT’ah berbeda pandangan dengan mayoritas.
Mereka mengatakan bahwa persaksian merupakan syarat sah talak.

Dalil yang dipergunakan oleh mereka adalah firman Allah dalam surat

al-Talag & a3l Isesly S Jds (93 lsdgsls yang maknanya

adalah ” ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena

Allah... “3¢

3% Zaydan, Al-Mufassal, 64. ; Abi Muhammad Muwaffaquddin ‘Abdullah bin Ahmad bin
Muhammad bin Qudamah al-Jama’1lt al-Maqdisi al-Dimasyqi al-Hanbali Ibnu Qudamah al-
Magqdist, al-Mugn libni Qudamah, Juz 7 (t. t.: Maktabah al-Qahirah, 1968), 368-370. ; al-Syafi’i,
Mugnil, 502. ; Abti Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-
Zahiri, al-Muhalla bil Asar, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), 396. ; Ali bin Abi Bakr bin Abdil
Jalil al-Fargani al-Marginani Abu al-Hasan Burhanuddin, al-Hidayah fi Syarh Bidayatil Mubtads,
Juz 1 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-Arabi, t.th.), 221. ; Abii al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin
Muhammad bin ‘Abdillah Ibnu Juzzi al-Kalbi al-Garnati, al-Qawanin al-Fighiyah (t.t.: t.tp, t.th.),
152.

35 Alt Ahmad ‘Abdul ‘Al al-Tahtawi, Tanbih al Abrar bi Ahkam al Khulu’ wa al Talaq wa al Zihar
(Beirut : Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2003),98. Al-Sayyid Sabiq, Figih al-Sunnah, Juz 2 (Beirut :al-
Maktabah al-’Asriyah, 2015), 173. ; Muhammad Abt Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah (Kairo :
Dar al-Fikr al-’ Arabi, t.th), 368.

36 al-Tahtawi, Tanbih, 99. ; Sabiq, Figih, 173. ;Zahrah, al-Ahwal, 368.
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Al Tabars1 menuturkan bahwa yang nampak dari lahiriah ayat
tersebut adalah perintah mempersaksikan talak. Hal tersebut
diriwayatkan dari para Imam Ahlulbait dan perintah tersebut
menunjukkan wajib dan statusnya menjadi syarat sah talak.’’

Kalangan yang berpendapat harus mempersaksikan talak dan
menjadikannya syarat sah dari kalangan sahabat adalah : Amirul
Mu’minin Al bin Abi Talib dan ‘Imran bin Husain. Sedangkan dari
kalangan Tabiin adalah al-Imam Muhammad al-Bagqir, al-Imam Ja’far
al-Sadiq dan keturunan dari kedua Imam tersebut yang merupakan para
Imam Ahlulbait, begitu juga Ata’, Ibnu Juraij dan Ibnu Sirin. Dalam
Jawahir al-Kalam diriwayatkan dari ‘Al1 bahwasanya ia menjawab

pertanyaan seseorang yang bertanya kepadanya tentang talak:
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yang maknanya adalah ‘Ali bertanya kepada orang tersebut untuk
mengkonfirmasi adanya persaksian talak dihadapan dua saksi laki-laki
yang adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Orang tersebut
mengatakan bahwa talaknya tidak dipersaksikan sehingga ‘Al1

mengatakan kepadanya bahwa talaknya tidaklah dianggap talak.’®

37 Al-’ Allamah Abi al-Fadl Syihabuddin al-Sayyid Mahmid al-Aliist al-Bagdadi, Rihul Ma’ani F1
Tafsir al-Qur’anil ‘Azim wa al-Sab’l al-Masani, Juz 28 (Beirut: Dar Thya’ al-Turas al-’Arabi, t.th),
134. ; al-Tahtawt, Tanbih, 99. ; Sabiq, Fiqih, 173.

38 al-Tahtaw1, Tanbih, 99. Sabiq, Fiqih, 174. ; al-Syaikh Muhammad Hasan al-Najafi, Jawahir al-
Kalam f1 Syarh Syara’l’ al-Islam, Juz 33 (Qum al-Musyarrafah : Mu’assasat al-Nasyr al-Islamf,
1433 H), 181.
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Abii Dawtud meriwayatkan dalam sunannya bahwa ‘Imran bin
Husain ditanya mengenai seorang laki-laki yang yang mentalak
istrinya kemudian menggaulinya lagi tanpa adanya persaksian terhadap

talaknya maupun rujuknya, ia mengatakan:
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Riwayat tersebut menunjukkan bahwa talak dan rujuk yang tidak
dipersaksikan tidak dianggap talak sunnah dan agar tidak diulangi lagi.

Telah dipastikan di dalam Usil bahwa pendapat sahabat terhadap
kesunnatan suatu hal itu dihukumi marfii’ kepada Nabi, menurut
pendapat yang sahih. Hal itu dikarenakan secara mutlak dapat
diarahkan secara zahir kepada orang yang wajib diikuti sunnahnya,
yaitu Rasulullah, dan juga karena tujuan sahabat adalah menjelaskan
syariat bukan penjelasan bahasa dan kebiasaan.*’

Al-Hafiz al-Suytti menyebutkan dalam al-Durr al-Mans$iir dalam

menafsirkan ayat
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Ia menafsirkan ayat tersebut dengan suatu riwayat dari ‘Abdurrazzaq, dari
Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki bertanya kepada ‘Imran bin Husain
mengenai seorang laki-laki yang mentalak tanpa mempersaksikan talaknya

dan merujuk tanpa mempersaksikan rujuknya. Ia menjawab :

3 Abu Dawid Sulaiman bin al-Asy’a$ bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr al-Azdi al-
Sajistant, Sunan Ab1 Dawid, Juz 2 (Beirut : al-Maktabah al-’Asriyah, t.th.), 257.
40 al-Tahtawi, Tanbih, 99.; Sabiq, Fiqih, 174.
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Makna yang ditunjukkan dari riwayat tersebut adalah mentalak
dengan cara bidah dan merujuk tidak menurut sunnah merupakan
seburuk buruk perbuatan. Oleh karenanya talak dan rujuknya tersebut
harus dipersaksikan sebagaimana yang diperintahkan dan yang tidak
melakukannya hendaklah meminta ampun pada Allah. Hal ini juga
mengisyaratkan pengingkaran ‘Imran terhadap perbuatan tersebut dan
menunjukkan ancaman atau menakut-nakuti pelakunya dengan
memerintahkannya untuk meminta ampun kepada Allah karena
terhitung sebagai maksiat. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa
mempersaksikan talak dan rujuk tersebut adalah wajib sesuai yang
dapat dipahami.*!

Dalam a/-Wasail disebutkan bahwa Imam Abiu Ja’far al-Baqir
berkata bahwa talak yang diperintah Allah dalam kitabnya dan
ditentukan oleh Nabinya adalah talak yang dilakukan oleh suami
terhadap istrinya apabila istrinya telah selesai haid dan bersuci dari
haidnya, mempersaksikan pentalakannya kepada dua orang laki-laki
yang adil sedangkan istrinya tersebut dalam keadaan suci yang belum

disetubuhi. Suami tersebut berhak merujuknya kembali sebelum

4l Abdurrahman bin Ab1 Bakr Jalaluddin al-Suyiiti, al-Durr al-Mansir, Juz 8 (Beirut : Dar al-Fikr,
t.th), 195.
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melewati masa tiga kali quri’. Tiap-tiap talak selain ini adalah batal
dan tidak dianggap talak.*?

Terhadap pandangan ini Abu Zahrah berkomentar bahwa ayat
yang digunakan sebagai dasar hukum persaksian dalam surat al-Talak
ayat 2 tersebut lebih tepat apabila dirujukkan kepada perbuatan talak
dan rujuk. Ketepatan tersebut dapat diketahui dari tujuan yang ada
dalam ayat tersebut yang lebih relevan apabila dijadikan tujuan
persaksian, yaitu sebagai pengajaran bagi orang yang beriman kepada
Allah dan hari akhir, agar ia terbiasa dan sebagai penguat baginya
karena hadirnya para saksi yang adil tidak terlepas dari pengajaran
yang baik yang diberikan oleh mereka terhadap pasangan suami isteri
tersebut sehingga pasangan tersebut memperoleh jalan keluar dari
talak yang dibenci oleh Allah. Selain itu, Abu Zahrah bahkan
mengatakan apabila diberi pilihan hukum yang akan dipraktekkan di
Mesir maka ia akan memilih pendapat tersebut yang mensyaratkan

terjadinya talak dengan dua saksi yang adil.**

B. Regulasi Talak di Indonesia dan Arab Saudi
1. Riwayat dan Kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia

42 al-Tahtawi, Tanbih, 99.; Sabiq, Figih, 174.; al-Syaikh Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-Amili,
Wasail al-SyT’ah wa Mustadrakuha, Juz 18 (Qum al-Musyarrafah:Mu’assasat al-Nasyr al-Islamf,
1431 H), 458.

43 Zahrah, al-Ahwal,368-369. ; Muhammad Jawwad Mugniyah, al-Figh ala al-Mazahib al-
Khamsah (Beirut : Dar al-Tayyar al-Jadid, 2008), 166
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a.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Sesudah  proklamasi  kemerdekaan, Pemerintah  RI
mengerahkan segenap kemampuannya dalam upaya perbaikan di
bidang perkawinan dan keluarga melalui pengundangan UU No. 22
Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi
masyarakat yang memeluk agama Islam. Dalam upaya
pengejawantahan Undang-undang tersebut dikeluarkan Instruksi
Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang di alamatkan untuk
Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain
mengandung pengejawantahan UU No. 22 Tahun 1946 juga
mengandung tentang kewajiban PPN bertindak mencegah
perkawinan anak yang belum cukup umur, menuangkan
kewajiban-kewajiban suami yang menjalankan poligami,
mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang berselisih,
menerangkan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya
jika terpaksa berpisah, selama masa iddah agar PPN mengerahkan
upaya mendorong pasangan yang berpisah dapat rujuk kembali.*
Bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen
mendorong agar pemerintah segera meninjau kembali peraturan
perkawinan dan menggarap rencana undang-undang perkawinan.*’
Akhirnya Menteri Agama membuat Panitia Penyelidikan Peraturan

Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Kemudian terbitlah

# Robi’atul Adawiyah, Reformasi Hukum Keluarga Islam (Cirebon : Nusa Literasi Inspirasi,

2019), 136-137.

4 Adawiyah, Reformasi, 137.
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Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1952 yang mengizinkan
pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan
seterusnya.

Pada tanggal 6 Mei tahun 1961, Menteri Kehakiman
menghadirkan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara
serius menyodorkan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada
tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini menelurkan rekomendasi
tentang asas-asas yang mesti dijadikan prinsip dasar hukum
perkawinan di Indonesia. Kemudian di seminarkan oleh Lembaga
hukum tersebut pada tahun 1963 berkolaborasi dengan Persatuan
Sarjana Hukum Indonesia bahwa secara mendasar perkawinan di
Indonesia berasaskan monogami dengan beberapa syarat tertentu
serta merekomendasikan batas minimal usia calon pengantin.

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menampik
rancangan UU Perkawinan yang berlandaskan hukum Islam.
Konsep RUU Perkawinan bagi umat Islam yang diformulasikan
pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berperan sebagai
Rancangan Undang-undang Pokok Perkawinan yang isinya
mengandung materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967.
Akhirnya pemerintah merujuk kembali kedua rancangan dan
menyuguhkan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.

Tahun 1973 tanggal 22 Desember, Menteri Agama

menyubstitusi Pemerintah menghadirkan konsep RUU Perkawinan
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yang di sepakati DPR menjadi Undang-undang Perkawinan. Maka
pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-
undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 1
Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.46

Bentuk isi dari Undang-undang tentang Perkawinan tersebut
terdiri dari 14 (empat belas) Bab yang terbagi dalam 67 (enam
puluh tujuh) pasal. Bab-bab tersebut adalah; (I) Dasar Perkawinan,
(II) Syarat-syarat perkawinan, (III) Pencegahan Perkawinan, (IV)
Batalnya Perkawinan, (V) Perjanjian Perkawinan, (VI) Hak dan
Kewajiban Suami Istri, (VII) Harta Benda dalam Perkawinan, (VIII)
Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, (IX) Kedudukan Anak, (X)
Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orang Tua, (XI) Perwalian,
(XIT) Ketentuan-ketentuan Lain, (XIII) Ketentuan Peralihan, dan
(XIV) Ketentuan Penutup.*’

Sehubungan riset ini memfokuskan pada regulasi perceraian
maka yang difokuskan dalam Undang-undang tersebut yaitu Bab
(VIID) Putusnya Perkawinan serta Akibatnya yang memuat regulasi
perceraian yang terdiri dari pasal 38 sampai pasal 41.

. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam

46 Nurhadi, “Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari
Magqashid Syariah”, UIR Law Review, 2 (2018), 417-418.

47 Kaharuddin, Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-
undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 47.

43



Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibentuk berdasarkan
prakarsa penguasa negara, yaitu Mahkamah Agung dan Menteri
Agama RI melalui Surat Keputusan Bersama No. 07/KMI/1985
yang diteken di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung dan
Menteri Agama.

Abdul Gani berpandangan bahwa pembentukan hukum
perkawinan dan hukum perwakafan dalam KHI dilandaskan pada
beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 22 Tahun
1946, UU No. 32 Tahun 1954, UU No.l Tahun 1974, PP No. 9
Tahun 1975 dan PP No. 28 Tahun 1977.

Selain itu, mengacu pula kepada pendapat para ulama’ dalam
beraneka macam kitab fikih, maupun pendapat para ulama’ yang
tidak tertulis dalam kitab fikih namun selaras dengan urf, atau adat
istiadat masyarakat Indonesia. Dengan demikian, KHI menjadi
penerang dan penjelas bagi perundang-undangan yang telah ada
dan mengadopsi pendapat para ulama’ yang terdapat dalam kitab
fikih, sebagai hukum positif, atau sebagai hukum Nasional di
Indonesia agar digunakan sebagai pedoman para hakim Peradilan
Agama dalam memutuskan hukum dari berbagai perkara yang
terbit berkaitan dengan masalah perkawinan, warisan dan wakaf.
Dengan terbentuknya KHI di Indonesia, tidak ada lagi temuan
pluralisme putusan peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan

acuan para hakim di Peradilan Agama adalah sama.
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Meskipun KHI telah menjadi pedoman para hakim
Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa dan memutus
sengketa antara umat Islam di bidang perkawinan (Buku I),
kewarisan (Buku II) dan wakaf (Buku III), namun secara yuridis
masih menyisakan permasalahan dalam kekuatan keberlakuannya.
Kelemahan kekuatan berlakunya KHI ini disebabkan hanya
berdasarkan INPRES dan belum masuk dalam perundang-
undangan yang ditetapkan. Sedangkan INPRES adalah instrument
hukum yang sah dilakukan presiden, memiliki kekuatan hukum
yang mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah.*8

Secara garis besar, Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari 3
(tiga) Buku yang terbagi dalam 229 (dua ratus dua puluh sembilan)
pasal. Tiga buku tersebut adalah; Buku I Hukum Perkawinan, Buku
II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan. #°

Sehubungan riset ini memfokuskan pada regulasi perceraian
maka akan disebutkan salah satu Bab yang ada dalam Buku I
Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu
Bab (XVI) Putusnya Perkawinan yang memuat regulasi perceraian
yang ada dalam pasal 113 sampai pasal 148.

2. Riwayat dan Kedudukan Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm :

Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H dalam Sistem Hukum di Arab Saudi

4 Abdul Wahab Abd Muhaimin, Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Disertasi
(Jakarta: UIN Jakarta, 2010), 242-244.
4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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Arti Qanun atau Nizam secara etimologis adalah kumpulan
kaidah-kaidah yang meregulasi suatu hal. Hal ini selaras dengan
asal kata Qanun yang memperlihatkan arti keselarasan, kebulatan
dan komitmen. Dengan demikian, kata Qanun dapat digunakan
dalam sejumlah pengetahuan teoritis dan praktis. Qanun menjadi
mengikat secara ilmiah pada saat digunakan dalam ilmu-ilmu
praksis, juga akan mengikat secara sosial jika dikaji dari
pengetahuan sosial dan mengikat secara paksa melalui kekuasaan
jika digunakan dalam ilmu-ilmu politik dan hukum.

Definisi Qanun secara terminologis adalah seperangkat
aturan yang berlaku yang terbit dari otoritas umum dalam
masyarakat. Otoritas umum dalam masyarakat adalah negara,
lembaga-lembaga dan otoritas politiknya.>°

Biasanya beberapa gqanun atau peraturan perundang-
undangan dalam sistem hukum di dunia terdiri dari tiga hierarki.
Hierarki yang paling utama adalah qanun-qanun dasar atau undang-
undang dasar, disusul dengan ganun-ganun umum kemudian
ganun-ganun turunan. Di Arab Saudi hierarki peraturan perundang-

undangan juga sama seperti di dunia pada umumnya. Dapat

30 ¢Abdul ‘Aziz bin Salih al-’ Abiid, Muzakkirah al-Madkhal 1i Dirasat al-Anzimah (Madinah: UIM,
2021), 5.

46



dijelaskan secara singkat urutan peraturan perundang-undangan di
Arab Saudi sebagai berikut:!

Al-Anzimah al-Asasiyah (peraturan perundang-undangan
dasar), yaitu al-Nizam al-Asasi Ii al-Hukm, Nizam Majlis al-Syiira,
Nizam al-Manatiq dan Nizam Hay’at al-Bi’ah. Seluruh nizam ini
diundangkan dengan menggunakan alat resmi tertinggi dalam
mengundangkan suatu peraturan yaitu menggunakan al/- amr al-
malakt (perintah kerajaan). Sedangkan nizam-nizam yang umum
adalah seluruh nizam yang terbit dari berbagai macam alat
pengundangan tanpa al-amr al-malaki (perintah kerajaan) atau
biasanya menggunakan a/-marsiim al-malaki. Selanjutnya terdapat
nizam-nizam turunan yang berupa /arthah (peraturan pelaksana)
yang sifatnya pengaturan, pelaksanaan dan penafsiran.

Salah satu nizam yang ada di Arab Saudi adalah Nizam al-
Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
yang terbit pada tanggal 06 Sya’ban tahun 1443 H yang bertepatan
dengan tanggal 09 Maret tahun 2022 M. Nizam tersebut merupakan
bagian dari nizam umum yang terbit melalui marsim malakt
(ketetapan kerajaan) nomor Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H.

Mengenai Nizam tersebut, di sela-sela persetujuan Majlis al-
Wuzara’ terhadap Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Walr al-’Ahd

Muhammad bin Salman mengatakan bahwa Nizam al-Ahwal al-

513]-’ Abiid, Muzakkirah, 27.
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Syakhsiyyah ini diambil dari ketentuan dan tujuan syariah Islam.
Dalam proses perjalanannya, juga memelihara perspektif
perundang-undangan terkini dan praktek peradilan internasional
modern sekaligus mengikuti perkembangan terbaru dan dinamika
realitas, dan hal tersebut juga akan berkontribusi dalam
mempertahankan keutuhan keluarga dan stabilitasnya sebagai
komponen dasar masyarakat, dan juga akan mendorong
peningkatan status keluarga dan anak, serta mengendalikan
kekuasaan diskresi hakim yang membatasi perbedaan putusan
pengadilan dalam persoalan ini.>?

Pandangan Muhammad bin Salman menekankan bahwa
pengenalan Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah mencerminkan
komitmen kepemimpinan terhadap pendekatan perbaikan dan
reformasi, dengan mempertimbankan tren hukum terbaru dan
praktik peradilan internasional modern, dan bahwa Nizam al-
Ahwal al-Syakhsiyyah merupakan lompatan kualitatif besar dalam
upaya melestarikan dan melindungi hak asasi manusia, stabilitas
keluarga, pemberdayaan perempuan dan pemajuan hak.

Muhammad bin Salman juga menjelaskan bahwa Nizam
tersebut komprehensif dalam menangani seluruh persoalan yang

diderita keluarga dan wanita, dan mengatur seluruh persoalan

52 Wakalat al-Anba’ al-Su’tidiyah,”Wali al-’Ahd : al-Nizam Istamadda Min Ahkam al-Syari’ah al-
Islamiyah Wa Maqasidiha” (Umm al-Qura, 11 Maret, 2022), 1.
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pribadi dengan hati-hati dalam berbagai detailnya, dan itu akan
mulai berlaku 90 hari setelah dipublikasikan di Lembaran Negara.

Perlu dicatat bahwa penerapan Nizam al-Ahwal al-
Syakhsiyyah merupakan terjemahan praktis dari upaya yang
dipimpin dan diawasi langsung Wali al-’Ahd Muhammad bin
Salman dalam menciptakan dan mereformasi Nizam yang
melindungi hak, menegakkan prinsip keadilan dan transparansi,
serta mencapai pembangunan yang komprehensif, dalam sistem
reformasi legislatif yang disaksikan Kerajaan di bawah pengawasan
dan bimbingan Khadim al-Haramain dan di bawah tindak lanjut
Walr al-’Ahd Muhammad bin Salman dalam kerangka keinginan
yang kuat untuk meningkatkan efisiensi sistem, meningkatkan
transparansi, meningkatkan kualitas hidup, dan melindungi hak
asasi manusia.>

Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah ini terdiri dari 8 (delapan)
Bab yang terbagi dalam 252 (dua ratus lima puluh dua) materi.
Bab-bab tersebut adalah; (I) Perkawinan, (II) Akibat-akibat
perkawinan, (III) Putusnya Perkawinan, (IV) Akibat Putusnya
Perkawinan, (V) Perwasiatan dan Perwalian, (VI) Wasiat, (VII)
Harta Peninggalan dan Kewarisan, (VIII) Ketentuan Penutup.

Sehubungan riset ini memfokuskan pada regulasi perceraian

maka akan disebutkan salah satu Bab yang ada dalam Nizam

53 https://www.vision2030.gov.sa/ar/mediacenter/news/his-highness-the-crown-prince-on-the-
occasion-of-the-cabinet-s-approval-of-the-personal-status-system/, diakses tanggal 3 Juni 2022.

49


https://www.vision2030.gov.sa/ar/mediacenter/news/his-highness-the-crown-prince-on-the-occasion-of-the-cabinet-s-approval-of-the-personal-status-system/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/mediacenter/news/his-highness-the-crown-prince-on-the-occasion-of-the-cabinet-s-approval-of-the-personal-status-system/

tersebut yaitu Bab (IIT) Putusnya Perkawinan yang memuat regulasi

talak dalam pasal dua tentang talak sepanjang materi 77-94.

C. Fikih Siyasah Yiusuf al-Qaradawi

Fikih Siyasah atau Fikih Siyasah Syar’iyah adalah bagian dari
fikih yang medannya luas dan mencakup seluruh segi kehidupan
manusia.>*

Fikih tersebut mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya,
biasanya disebut dengan istilah fikih ibadah. Ia juga mencakup
hubungan manusia khusus dengan dirinya, yang terkumpul dalam
fikih halal dan haram. Begitupula mencakup kehidupan pribadi
dengan keluarganya sehubungan dengan perkawinan, talak, wasiat,
waris dan lain lain, yang diberikan nama oleh para fukaha dengan
sebutan al-ahwal al-syakhsiyyah.>

Fikih tersebut juga mencakup hubungan pribadi dengan
masyarakat dalam transaksi dan tukar menukar yang berbeda-beda.
Sekarang kita sebut undang-undang perdata dan perdagangan.>®

Fikih juga mencakup fikih siyasah yang mengatur hubungan
pribadi dengan negara atau hubungan penguasa dengan yang dikuasai,
atau pemimpin dengan rakyatnya, juga kekuasaan dengan bangsanya

yang pada masa sekarang disebut fikih tata negara, keuangan,

administrasi dan nasional/internasional yang sinonim dengan fikih

4 Yisuf al-Qaradawi, al-Siyasah al-Syar’iyyah F1 Dau’ Nusiis al-Syari’ah wa Magqasidiha (t.t. :t.tp,
t.th.), 9.

55 al-Qaradawr, al-Siyasah, 9.

56 al-Qaradawi, al-Siyasah, 9.
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siyasi atau fikih siyasah syar’iyah yang telah diserap fukaha lintas
perspektif dan mazhab dalam bagian fikih umum sebagaimana juga
mereka menyerapnya dalam kitab-kitab tertentu seperti a/-Ahkam al-
Sultaniyah yang dikarang oleh al-Mawardi al-Syafi’1t (450 H), nama
kitab yang sama juga dikarang oleh Abi Ya’la al Farra’ al-Hanbali
(458 H), Giyasul Umam oleh Imam al-Haramain al-Syafi’1 (476 H),
al-Siyasah al-Syar’iyah Ii Is[ahir R3’T war Ra’iyah oleh Ibnu Taimiyah
al-Hanbal1 (728 H) dan a/ Hisbah, al-Turuqg al-Hukmiyah oleh sahabat
dan murid Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu al-Qayyim (751 H), Kitab Tahrir
al-Ahkam i Tadbir Ahlil Islam oleh Ibnu Jama’ah (749 H), termasuk
juga kitab a/-Kharaj oleh Abii Yusuf seorang sahabat Abu Hanifah
yang paling besar (181 H), a/-Kharaj oleh Yahya bin Adam al-Qurasy1,
al- Amwal oleh Ab1 ‘Ubaid al-Qasim bin Salam (224 H), nama kitab
yang sama dikarang juga oleh Humaid bin Zanjawaih dan al-Istikhraj
1T Ahkam al-Kharaj oleh Tbnu Rajab al-Hanbali (795 H)."’

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa siyasah
merupakan salah satu pembahasan yang ada dalam fikih. Meskipun
siyasah menjadi bagian dari fikih namun landasan dasar hukum
siyasah tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur’an. Melalui
bantuan al-Mu’jam al-Mufahras Ii Alfaz al-Qur’an, al-Mufiadat 1
Garib al-Qur’an yang dikarang al-Ragib al-Asfihant dan Mujam

Alfaz al-Qur’an yang diterbitkan Majma’ al-Lugah al-’Arabiyah yang

57 al-Qaradawr, al-Siyasah, 9-10.
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ketiga mu’jam tersebut merupakan entry istilah-istilah yang ada di
dalam al-Qur’an tidak ditemukan satupun istilah yang menyebutkan
siyasah baik dalam surat atau ayat makki atau madanmya. Hal ini
terkadang menjadi bahan argumentasi bagi sebagian orang bahwa al-
Qur’an atau Islam tidak memberikan perhatian terhadap siyasah.
Namun dalih tersebut dapat segera dibantah dengan argumentasi yang
menyatakan adanya sebagian istilah yang tidak disebutkan dalam al-
Qur’an namun pembicaraan al-Qur’an meliputi istilah tersebut, seperti
istilah al-’Aqidah yang dalam al-Qur’an tidak disebutkan sama sekali
namun konten al-’Agqidah seluruhnya ada di dalam al-Qur’an, mulai
dari iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya,
utusan-utusanNya dan iman pada hari akhir bahkan dapat dikatakan
pembicaraan pokok yang tersebar dalam ayat-ayat al-Qur’an adalah
al-’Agidah.

Dalam sumber hukum yang kedua yaitu a/-Sunnah al-Nabawiyah
ditemukan hadits yang mengandung kata yang berasal dari lafaz

siyasah, yaitu hadits®®

“
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8 Muhammad bin Ismail Abdi ‘Abdullah al-Bukhari Al-Ju’fi, al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-
Mukhtasar min Umir Rasilillah wa Sunanih wa Ayyamih, Juz 4 (t.t: Dar Tauq al-Najah, 1422),
169; Muslim bin al-Hajjaj Abtu al-Hasan al-QusyairT Al-Naisabiirf, al-Musnad al-Sahth al-
Mukhtasar bi Naql al-’Adl ilaa Rasilillah, Juz 3 (Beirut: Dar Thya’ al-Turas al-’ Arabi, t. th), 1471.
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“Telah mengajarkan hadits kepada kami Muhammad bin Basyar,
telah mengajarkan hadits kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah
mengajarkan hadits Syu'bah dari Furat al-Qazzaz berkata, aku
mendengar Abii Hazim berkata; "Aku hidup mendampingi Abi
Hurairah r.a selama lima tahun dan aku mendengar dia mengajarkan
hadits dari Nabi Saw yang bersabda: “Pada awalnya, Bani Israil diurus
dan dipimpin oleh para Nabi. Setiap seorang Nabi meninggal, akan
digantikan dengan Nabi yang lainnya. Sesungguhnya tidak akan ada
Nabi setelahku, melainkan akan ada banyak khalifah. Para sahabat
bertanya, apa yang engkau perintahan kepada kami? Rasulullah
bersabda: Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan
berikanlah kepada mereka haknya. Sesungguhnya Allah akan meminta
pertanggungjawaban kepada mereka atas apa yang mereka lakukan.”
Meskipun Istilah siyasah telah disebutkan dalam hadis tersebut
namun istilah tersebut masih dalam bentuk umum dan belum
menunjukkan dalalah hukum tertentu. Istilah siyasah baru
menunjukkan terminologi khususnya setelah melalui berbagai
diskursus yang panjang yang kemudian memiliki banyak pengertian.
Pertama, siyasah dipahami oleh golongan mazhab Hanafi dan
kelompok lain sebagai hukuman yang diperberat (Syar’un Mugallaz),
biasanya merujuk pada hukuman yang membutuhkan sikap lebih kuat.
Namun definisi ini bukan satu-satunya definisi yang dipegangi; dalam
definisi yang lain, kata siyasah menunjukkan aturan yang diterbitkan
oleh penguasa dan wakil-wakil resminya untuk praktek pemerintahan
atau kenegaraan. Al Maqrizi, seorang sejarawan dan cendekiawan
Mamluk, diduga menjadi orang yang pertama kali mendefinisikan

siyasah seperti definisi yang terakhir ini. la mendefiniskan siyasah

sebagai jenis peraturan perundang-undangan atau semacam aturan,
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“siyasah adalah qanun yang diundangkan untuk menjaga tatanan
moral, kepentingan dan pengaturan properti (a/ ganin al-mawdii’ i
ri’ayat al adab wa al masalih wa intizam al-amwal)”.>® Dari kedua
makna tersebut belum diketahui yang mana diantara keduanya yang
ada terlebih dahulu. Namun yang pasti adalah para ulama dari
berbagai mazhab telah membahas siyasah di dalam kitab-kitabnya,
khususnya ketika mereka membicarakan persoalan takzir, yang
merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh nas.

Dalam diskursus siyasah tersebut, para ulama terbagi menjadi dua
golongan; sebagian dari mereka ada yang memperluas cakupan
siyasah, sedangkan sebagian lainnya mempersempit lingkupnya.
Golongan Syafi’tT merupakan golongan yang paling terlihat
mempersempit diskursus tentang siyasah daripada yang lain. Mereka
mempersempit siyasah karena mereka tidak berbicara berdasarkan a/-
masalih al-mursalah.®® Sebaliknya penelitian al-Imam Syihabuddin al-
Qarafi al-Maliki yang disebutkan dalam kitabnya 7angih al-Fusil
menyimpulkan bahwa setiap fukaha tanpa kecuali berbicara
berdasarkan al-masalih -termasuk mazhab Syafii- ketika mazhab

tersebut menganalogikan sesuatu tanpa mencari bukti pendukung yang

39 Ahmad bin ‘Al1 bin ‘Abdil Qadir Abu al-’Abbas al-HusainT al-’Abidi Taqgiyuddin al-Maqrizi, al-
Mawa’iz wa al I’tibar wa al-Khitat wa al Asar, Juz 3 (Beirut : Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1418 H),
383. ; Murteza Bedir, “The Hanafi View of Siyasa and Sharia between Idealism and Realism: Al-
Hasiri’s Conception of Temporal and Religious Politics: (Siyasa Ad-Diniyya al-’uzma and Siyasa
al-Hissiya al-’uzma):”, Journal of Islamic Review 10, 2 (2020): 453. ; Dio Alif Bawazier dan
Muhammad Zainuddin, “Reflection on The Relations of Islamic Law and Politics”, Lisan Al-Hal
16, 1 (Juni, 2022), 6.

60 al- Qaradawi, al-Din, 23.
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digunakan sebagai pertimbangan terhadap makna yang dikumpulkan
atau dipisahkan dan hanya mencukupkan kemutlakan hubungan. Maka
cara ini merupakan manifestasi dari al-maslahah al-mursalah dan
eksistensinya ditemukan dalam seluruh mazhab.!

Salah satu bukti yang dapat menguatkan adanya penggunaan a/-
maslahah al-mursalah dalam mazhab Syafii adalah pandangan imam
mazhab itu sendiri, Al-Imam al-Syafi’1 dalam a/-Umm mengutip asar
sahabat mengenai tambahan hukuman bagi peminum khamar dari
empat puluh menjadi delapan puluh dera. Berdasarkan alasan ‘Al bin
Ab1 Talib yang dipaparkan kepada ‘Umar bin al-Khatttab ketika
diadakan musyawarah mengenai persoalan ini. Alasan ‘AlT pada
waktu itu adalah apabila seseorang mabuk maka ia akan berbicara
tidak karuan dan jika ia berbicara tak karuan maka ia akan membuat-
buat kebohongan.®? Dapat dicermati dari alasan ‘Alf tersebut bahwa ia
cenderung menyamakan peminum khamr dengan penuduh zina secara
mutlak tanpa didukung pertimbangan makna yang lebih dalam. Hal ini
menunjukkan Syafi’1 setuju terhadap pandangan asar tersebut
meskipun ia hanya mengutip asar tersebut tanpa komentar, bahkan
justru dapat dimaknai itu menunjukkan persetujuannya secara tidak

langsung terhadap pendapat yang ada dalam asar sahabat tersebut.

1 Abii al-’Abbas Syihabuddin Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman al-Maliki Al-Qarafi, Syarh
Tangth al-Fusil (t.t: Syirkah al-Thiba’ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1973), 395.

62 Al-Syafi’1 Abu ‘Abdillah Muhammad bin IdiTs bin al-’Abbas ‘Usman bin Syafi’ bin ‘Abdil
Muttalib bin ‘Abdi Manaf al-Muttalibi al-Qurasyi al-Makki, al-Umm, Juz 6 (Beirut : Dar al-
Ma’rifah, 1990), 195.
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Masih dalam Mazhab yang sama yaitu mazhab Syafi’i, Imam al-
Haramain yang paling keras kritiknya terhadap kelompok yang
mendasarkan pandangannya dengan a/-mas/lahah al-mursalah pun juga
mempraktikkan a/-maslahah ini dalam beberapa pendapatnya yang
difatwakan olehnya -sedangkan mazhab Malik yang dikritiknya tidak
sampai pada tataran tersebut- dengan berani ia menyatakan
pandangannya berdasarkan kemaslahatan yang mutlak® dalam hal
kebolehan menentukan kewajiban membayar beberapa pajak bagi
orang-orang yang mampu apabila kas negara telah habis sedangkan
kebutuhan jihad dan pertahanan mengharuskan adanya sumber daya
yang diperlukan oleh tentara yang menjadi basis pertahanan negara-
negara Islam agar terhindar dari musibah kekalahan.%

Sedangkan mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling banyak
membicarakan persoalan siyasah dalam persoalan hukuman had dan
takzir. Dari sana dapat dipahami bahwa siyasah itu berhubungan
dengan hukuman dan sanksi saja tidak lebih. Oleh karena itu mereka
mengatakan bahwa siydsah itu sinonim takzir.%®

Dalam mengomentari siyasah dalam mazhab HanafT tersebut, al-
Qaradawl menyatakan bahwa siyasah itu lebih umum dari takzir
karena siyasah dapat masuk dalam berbagai bidang kebiasaan dan

berbagai interaksi hubungan seperti administrasi, ekonomi,

3 Al-Qarafi, Syarh, 447.
64 <Abdul Malik bin ‘Abdillah bin Ydisuf bin Muhammad al-Juwaini Abii al-Ma’ali Ruknuddin
Imam al-Haramain,al-Giyast Giyasul Umam fT Iltiyas al-Zulm, (t.t.: Maktabat Imam al-Haramain,

1401 H), 259.

65 al- Qaradawi, al-Din, 30.
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perdamaian, perang, hubungan sosial, konstitusi, hubungan
internasional dan masih banyak lagi.®®

Sedangkan dalam mazhab Maliki, istilah siyasah lekat
hubungannya dengan suatu cara yang dapat mengantarkan kepada hak
yang tidak melulu melalui alat-alat bukti dan ketetapan yang dikenal.®
Oleh karenanya siyasah cenderung dipahami dalam konteks-konteks
penegakan hukum yang berbentuk upaya preventif dan pemberian
sanksi. Sehubungan dengan hal ini Yusuf al-Qaradawl memberikan
komentarnya terhadap pandangan mazhab Hanaft dalam siyasah. la
mengatakan bahwa siyasah lebih luas dari sekedar takzir. Komentar
tersebut secara implisit juga tertuju pada pandangan mazhab Maliki
yang hanya membahas siyasah dalam konteks penghukuman dan
sanksi saja.

Yang terakhir adalah pandangan mazhab Hanbali terhadap
siyasah yang dianggap Yiusuf al-Qaradawi sebagai mazhab yang
paling membuka lebar diskursus mengenai siyasah.®® Namun ia sendiri
tidak setuju dengan pandangan siyasah Ibnul Qayyim- salah satu
imam dalam mazhab tersebut yang gagasannya banyak dicenderungi

oleh Yusuf al-Qaradawt - dalam hal prioritas ra’yu sahabat dibanding

ra’yu pribadi.®

% a]- Qaradawi, al-Din, 30.
7 Abdul Fattah ‘Amru, al-Siyasah al-Syar’iyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyah (t. t.: Dar al-Nafais), 19-

68 al- Qaradawi, al-Din, 27.
6 al-Qaradawi, al-Siyasah, 71.
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Dari penuturan sebelumnya diperoleh beberapa poin yang
membedakan pandangan siyasah Yusuf al-Qaradawi dengan siyasah
dalam pandangan empat mazhab. Meskipun demikian, dalam
membangun pandangan siyasaimya Yusuf al-Qaradawi selalu
menekankan agar merujuk kembali pada dasar-dasar hukum asal tanpa
meninggalkan tradisi yaitu melalui pandangan-pandangan ulama
sebelumnya dan melaksanakan penerapan syariat dengan tanpa
meninggalkan realitas. Hal tersebut nampak ketika ia memaparkan
asas yang digunakan dalam menganalisis fikih siyasah.

Asas tersebut adalah, yang pertama merujuk kepada dasar-dasar
dan mengambil hukum dari sumber-sumbernya yang murni disertai
penggalian hukum yang diperoleh dari furas fikih dari berbagai aliran
dan mazhab. Yang kedua adalah hidup membersamai realitas yang
sedang berjalan dan melakukan terobosan dalam mengurai
problematika-problematikanya dari kimia syariat. Yang pasti adalah
syariat tidak meninggalkan realitas, akan tetapi menyelesaikan
problematikanya dan pelaku yang patut menanganinya adalah fukaha.
Sebagaimana yang dikatakan Ibnul Qayyim : Barangsiapa yang ingin
menyandingkan idealitas dengan realitas maka sungguh telah
diperoleh dari ulama ahli Zahgig sebelumnya bahwa fatwa akan

berubah menyesuaikan dinamika masa, tempat dan keadaan.”®

70 al-Qaradawi, al-Siyasah, 22.
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Tujuannya bukan untuk membuat-buat tafsir Islam agar sesuai
dengan realitas yang terjadi. Akan tetapi hendak memahami nash
parsial dalam kerangka tujuan tujuan imparsial, juga memisahkan
antara hukum-hukum yang abadi dan hukum-hukum yang temporal.
Hal ini membutuhkan penyelidikan yang intens dan pemikiran yang
bijaksana.”!

Sesungguhnya fikih yang arif dan bijaksana adalah fikih yang
dapat menjadikan dirinya kuasa dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan masyarakatnya yang semasa dengannya dan juga sebagai
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan banyak
orang dan solusi realistis bagi problem problem yang sukar dipaham
yang membutuhkan fikih yang berimbang, tidak keluar batas dalam
memahami wusi/ dan tidak berlebih-lebihan dalam tambahan, tidak
melupakan rasionalitas yang terang dan tidak mengabaikan nash-nash
yang benar.”?

Dalam memahami siyasah syar’iyah ini, Yusuf al-Qaradawil
berpegang pada perkataan Hasan al-Banna yang merupakan salah satu
butir metode dalam memahami Islam yaitu “Pendapat penguasa dan
orang yang sederajat dengannya dalam hal yang tidak ada nashnya,
dan terhadap hal yang mengandung banyak perspektif dan juga dalam
maslahah mursalah diamalkan sepanjang tidak bertabrakan dengan

kaidah syar’iyah. Pendapat tersebut terkadang mengalami perubahan

I al-Qaradawi, al-Siyasah, 22-23.
72 al-Qaradawi, al-Siyasah, 23.
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sesuai situasi, kebiasaan dan adat. Pokok yang dipegangi dalam
ibadah adalah pelaksanan perintah ibadah tanpa melihat ‘7//at yang
dikandungnya, sedangkan dalam bidang kebiasaan yang diperhatikan
adalah rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dan tujuan-tujuannya.””*

Dari kaidah ini diperoleh beberapa hal yang penting dan poin-

poinnya dijelaskan secara terbatas antara lain

1. Pendapat penguasa, khalifah, kepala negara atau pemegang
otoritas dan orang yang menduduki posisi yang sederajat dan
serupa dengannya, dan dalam bidang apa saja pendapat
penguasa ini dilaksanakan, sehingga dengannya dapat
ditentukan batas-batas bidang siyasah syar’iyah.

2. Syarat melaksanakan pendapat penguasa yaitu tidak
bertabrakan dengan kaidah syar’iyah.

3. Kebolehan perubahan pendapat tersebut mengikuti tuntutan
situasi, keadaan dan kebiasaan sebagaimana perubahan akibat
disebabkan perubahan penyebabnya.

4. Memisahkan perkara ‘ubidiyah dari perkara kebiasaan
dengan menekankan ‘i//at-’illat yang terkandung dan tujuan-
tujuannya atau ketiadaan keduanya. Pokok yang dipegangi

adalah memelihara tujuan dan alasannya dalam perkara selain

ubiidiyah.™

73 al-Qaradawi, al-Siyasah, 45.
74 al-Qaradawi, al-Siyasah, 45-46.
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BAB III

PERBANDINGAN REGULASI PERCERAIAN DI INDONESIA DAN
ARAB SAUDI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH YUSUF AL-QARADHAWI
A. Regulasi Perceraian Di Indonesia

Di Indonesia, regulasi perceraian secara yuridis menurut pasal 38
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah putusnya
perkawinan, disebabkan oleh perceraian, kematian dan putusan pengadilan.’

a. Kematian

Terjadinya peristiwa kematian merupakan takdir dan ketentuan Tuhan

yang berkonsekuensi hubungan perkawinan terputus secara otomatis.

Apabila pernikahan putus dikarenakan salah satu pihak meninggal,

maka harta benda yang didapatkan sepanjang pernikahan akan
berpindah kepada keluarga yang ditinggalkan melalui cara pewarisan.

Begitu pula dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut

diserahkan tanggung jawab pemeliharaannya kepada pihak yang hidup
lebih lama.’®

b. Perceraian (Cerai gugat dan cerai talak)

Pasangan baik Muslim maupun non Muslim dapat melakukan

perceraian. Dalam pernikahan umat Islam, perceraian dapat dinyatakan

oleh suami dalam bentuk talak yang diucapkan olehnya kemudian

75 Fikri, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016),
170. ; Desi Asmaret, Pemikiran Rifyal Ka’bah Tentang Transformasi Hukum Keluarga Di
Indonesia, Disertasi (Riau : UIN Suska Riau, 2020), 63. ; Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim
Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 103-104. ;
Muhaimin, Adopsi, 126.

76 Kumedi Ja’far, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Bandar Lampung :Arjasa Pratama, 2020),
99-100.

62



dikukuhkan dalam suatu penetapan oleh Pengadilan, namun dapat juga
melalui cerai gugat oleh istri atau suami. Sedangkan bagi non Muslim
praktik perceraian tersebut selalu berbentuk gugatan ke Pengadilan
(cerai gugat).”” Namun sebelum diputuskan terjadinya perceraian
terlebih dahulu dilakukan upaya damai. Upaya damai ini sebagaimana
yang dinyatakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu
perceraian hanya dapat terjadi di depan pengadilan setelah pengadilan
tidak berhasil mendamaikan pasangan yang menghendaki perceraian
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai syarat
terjadinya perceraian. Dengan upaya damai ini diharapkan agar masing-
masing pihak dapat memikirkan ulang dan tidak menganggap
perceraian sebagai suatu pilihan yang mudah, akan tetapi membutuhkan
pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Dengan demikian,
perceraian bukanlah solusi pertama, namun jalan terakhir bagi setiap
pasangan suami dan istri jika tidak ditemukan kebahagiaan lagi dalam
rumah tangga.’®

c. Atas putusan pengadilan (Cerai atau pembatalan)

Putusan pengadilan dapat berbentuk putusan cerai atau penetapan status
pernikahan seseorang yang salah seorang pasangannya tidak ada di
sampingnya.”®

Tidak dapat dipungkiri, pokok yang mendasari perkawinan adalah

kelanggengan dan hanya berakhir karena kematian, namun realitas

77 Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia (Bandung : Refika Aditama, 2017), 50.
8 Sanjaya, Hukum, 105.
7 Nugroho, Hukum, 50.
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memperlihatkan bahwa berakhirnya perkawinan itu bukan hanya karena kematian
salah satu pihak tetapi ada beberapa hal atau penyebab yang lain. Beberapa hal
atau penyebab tersebut erat kaitannya dengan keterlibatan manusia atau kehendak
para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut.®
Disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang
menentukan bahwa perceraian hanya dapat dijalankan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan mengusahakan perdamaian namun gagal dan harus disertai
alasan yang menerangkan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun lagi
sebagai suami isteri. Namun dalam hal perceraian yang tidak beralasan maka
selanjutnya pengadilan tidak dapat menerima perceraian tersebut.’! Disebutkan
dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang putusnya
perkawinan yaitu :%2
“ a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
c. Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam
peraturan perundangan tersendiri.”

Pasal 39 ayat (2) tersebut kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

80 Ja’far, Hukum, 100.
81 Ja’far, Hukum, 100.
82 Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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mengenai beberapa hal yang dapat dijadikan alasan bagi terjadinya perceraian
yaitu :83

a. “ Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.”

Penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan lagi dalam Peraturan

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 yang efektif berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.8¢ Pada bab V

tentang tatacara perceraian pada pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut diuraikan

8 Ja’far, Hukum, 101. ; Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.

8 Ahmad Rajafi dan Ita Musarrofa, Progress Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca
Reformasi (Yogyakarta : Istana Agency, 2020), 70.
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secara presisi dengan penjelasan undang-undang perkawinan tentang alasan-
alasan yang dapat dijadikan dasar terjadinya perceraian. Begitu juga dalam
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara presisi dengan Penjelasan Undang-
undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang Undang-undang
Perkawinan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian kecuali terdapat
tambahan dalam kompilasi Hukum Islam yang dalam pasal 116 terdapat beberapa
ayat tambahan yaitu “suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau
murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalan rumah tangga.”®’

Dilanjutkan pasal 41 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan

beberapa akibat hukum putusnya perkawinan yang diakibatkan perceraian yaitu:

a. “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada
perselisthan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan
keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

isteri.”

85 Sanjaya, Hukum, 106.
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Ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan sebagaimana
telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil pengertian bahwa:3

a. Mantan pasangan suami atau isteri dibebani kewajiban berupa
pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, murni disebabkan hanya
karena kepentingan anak, apabila terdapat perselisihan sehubungan
dengan penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusan.

b. Mantan suami memiliki tanggung jawab dalam menanggung seluruh
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak tersebut,
apabila dalam realitasnya suami tidak dapat memenuhi kewajiban
tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut menanggung
biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mengharuskan mantan suami untuk membiayai
penghidupan dan/ menentukan kewajiban bagi mantan isteri.

Lebih rinci lagi, perceraian dengan praktek yang beragam diatur di dalam
Kompilasi Hukum Islam. Perceraian tersebut dapat berbentuk putusan perceraian,
ikrar talak, khuluk dan putusan taklik talak. Namun secara garis besar, praktek
perceraian itu memiliki dua bentuk, yaitu perceraian karena talak dan gugatan
perceraian. Talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami yang
menghendaki pemutusan perkawinan terhadap istri melalui talak, sedangkan
gugatan perceraian adalah permohonan yang diajukan istri untuk memutus
perkawinan. Kedua bentuk praktek perceraian tersebut baik gugatan perceraian

ataupun talak hanya dapat dilangsungkan di depan Sidang Pengadilan Agama.’’

86 Ja’far, Hukum, 103.
87 Sanjaya, Hukum, 106.
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Apabila dicermati lebih mendalam maka ditemukan beberapa tindakan yang dapat
menjadi sebab putusnya perkawinan yang diatur dalam Undang-undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam :
a. Talak
Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pengertian
tentang talak, yaitu “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama
yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”®® Pada pasal-
pasal berikutnya kemudian dipaparkan tentang pembagian talak
menurut KHI dari sisi boleh atau tidaknya suami merujuk istrinya
menjadi dua macam.®
1. Talak Raj’i
“Talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri
dalam masa iddah.”® Di sela-sela waktu ini suami dapat rujuk
kapanpun asalkan masa iddah masih berlaku.
2. Talak Ba’in
Talak ba’in adalah talak yang dikenakan suami pada istrinya yang
mengakhiri hubungan perkawinan ketika dijatuhkan.”! Talak ba’in
tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu :
1) Talak Ba’in Sughra
“Talak Ba’in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk

tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun

8 Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
8 Sanjaya, Hukum, 107.
% Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
%l Sanjaya, Hukum, 107.
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dalam iddah.”? Talak ini merupakan talak yang masa iddahnya
telah  berakhir, jika menghendaki rujuk maka harus
melangsungkan akad dan mahar baru.”> Maksud dari talak ini
adalah talak yang :

a. Terjadi sebelum dukhul

b. Dengan tebusan atau khuluk

c. Dijatuhkan melalui putusan pengadilan®*

Talak ini merupakan talak satu atau dua yang masih
memberikan peluang kepada suami untuk menjalankan hak
rujuknya. Apabila suami menghendaki rujuk maka pelaksanaan
rujuk itu harus dilakukan pada masa iddah yang masih berjalan,
namun bila masa iddah telah berakhir maka suami dapat kembali
kepada istrinya dengan akad nikah baru dengan mantan istrinya.’

2) Talak Ba’in Kubra

Talak ini merupakan talak yang terjadi pada kali ketiganya,
yaitu talak yang tidak memiliki kesempatan rujuk dan tidak dapat
kembali dinikahi. Apabila suami bertekad kembali menikah
dengan mantan istrinya maka mantan istri tersebut harus terlebih
dahulu menikah dengan orang lain kemudian diceraikan setelah

dukhul (secara wajar) dan telah melalui masa iddah dari suaminya

%2 Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
% Sanjaya, Hukum, 107.
% Pasal 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
% Sanjaya, Hukum, 108.

69



yang terakhir maka mantan suami yang pertama dapat
menikahinya kembali.?®

Dari paparan sebelumnya menimbulkan pengertian bahwa
maksud dari talak satu dan dua adalah talak yang memberikan
peluang bagi suami yang telah mentalak isterinya untuk kembali
lagi kepadanya melalui mekanisme rujuk di sela-sela masa iddah.
Jika masa iddah telah berakhir maka suami dapat kembali kepada
isterinya melalui mekanisme akad nikah baru. Sedangkan talak
tiga adalah ujaran talak yang bersifat final. Maknanya adalah tidak
boleh rujuk atau menikah lagi bagi suami isteri yang telah bercerai
melainkan mantan isteri telah menikah dengan orang lain dan
bercerai secara wajar.”’

Selain itu, talak juga dibagi menjadi dua berdasarkan keadaan
istri ketika dijatuhkan talak kepadanya. Kedua talak tersebut
adalah talak sunni dan talak bid’i. Talak sunni adalah “talak yang
dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri
dalam waktu suci tersebut.”®® Sebaliknya, talak bid’i merupakan
yang dilarang karena talak ini dijatuhkan pada waktu isteri dalam
keadaan haid atau tidak sedang haid namun telah dicampuri pada

keadaan tersebut.””

% Sanjaya, Hukum, 108.
%7 Sanjaya, Hukum, 109.
%8 Pasal 121 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
% Pasal 122 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
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Suami yang berkehendak melangsungkan talak terhadap
istrinya harus mengajukan permohonan talak tersebut untuk
dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama'!® sebagaimana
secara sistematis telah diatur dalam KHI pasal 129 “Seorang
suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan
permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta
meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu” pasal 130
“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak
permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat
dimintai upaya hukum banding dan kasasi”.!”! Kemudian untuk
dapat melangsungkan ikrar talak ini harus sesuai dengan aturan
yang ada di KHI seperti!®2:

1. Dalam mengajukan permohonan ikrar talak, suami
mengajukannya di Pengadilan Agama yang mewilayahi
tempat tinggal istri dan harus dibarengi alasan untuk
mengadakan sidang perceraian

2. Pengadilan akan mempelajari alasan permohonan talak

3. Pengadilan memiliki kewenangan dapat mengabulkan atau
menolak permohonan talak yang diajukan oleh suami
tersebut. Jika ditemukan terdapat pihak yang merasa

keberatan terhadap putusan pengadilan, maka pihak

100 Fikri, Dinamika, 178.
101 Pasal 129-130 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
102 Sanjaya, Hukum, 110-111.
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tersebut dapat melayangkan upaya hukum terhadap putusan
tersebut.

4. Ikrar talak dapat dilakukan setelah pengadilan mengizinkan
bagi suami untuk melangsungkannya di depan sidang
pengadilan.

5. Ikrar talak yang tidak dilangsungkan suami selama tempo 6
bulan setelah izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap akan
menjadi gugur

6. Pengadilan akan mengeluarkan penetapan ikrar talak.

b. Li’an

Hal lain yang dapat memutuskan hubungan perkawinan dan diatur
dalam KHI selain talak adalah li’an. Li’an dalam KHI diatur sepanjang
pasal 125 sampai pasal 128. Pada pasal 125 disebutkan “Li’an
menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-
lamanya” Menurut pasal 126 KHI “Li’an terjadi karena suami
menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam
kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri
menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”. Pokok dari tuduhan
li’an adalah baik penuduh (suami) dan tertuduh (isteri) masing-masing
saling berbalas bersumpah sebanyak lima kali berkenaan dengan
sesuatu yang dituduhkan. Sumpah tersebut dilakukan sebanyak empat
kali oleh suami yang pada intinya suami menuduh, sebaliknya istri

bersumpah sebanyak empat kali yang pada pokoknya mengingkari
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tuduhan dan ditambah sumpah yang kelima yang menyatakan bahwa

masing-masing penuduh dan tertuduh siap mendapatkan laknat atau

murka dari Allah jika tuduhan tersebut salah atau tidak terbukti.'®’

Secara lebih rinci kemudian pada pasal 127 menerangkan tata cara

li’an:!1%4

a. “Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau
pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-
kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau
pengingkaran tersebut dusta”

b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan
sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran
tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata
murka Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut
benar”’;

c. Tatacara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan;

d. Apabila tatacara huruf a tidak diikuti dengan tatacara huruf b,
maka dianggap tidak terjadi li’an.”

Dan yang terakhir li’an tersebut harus dilakukan dihadapan sidang

pengadilan sebagaimana disebutkan pada pasal 128 yang berbunyi

103 Sanjaya, Hukum, 111.
104 Pasal 127 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
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“Li’an hanya sah apabila dilakukan dihadapan Sidang Pengadilan
Agama.”!%

Dapat dilihat pada ketentuan Li’an dalam KHI dan dari
pengertiannya menunjukkan bahwa li’an merupakan sumpah laknat.
Yaitu tuduhan dari suami terhadap istrinya yang berzina namun suami
tidak mendapat saksi selain dirinya saja. Dengan tuduhan zina yang
dilangsungkan suami terhadap istrinya yang berzina maka suami
melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa ia secara sungguh-
sungguh yakin ditambah sumpah yang kelima yang berisi sumpah
kesediaan mendapatkkan laknat Allah jika ia berbohong dalam
tuduhannya. Konsekuensi li’an menyebabkan hubungan perkawinan
terputus.'%

Perbuatan hukum li’an yang diregulasi dalam Kompilasi Hukum
Islam meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditemukan bentuk penjelasan
yang memiliki kemiripan dengan li’an di dalam Undang-undang
tersebut. Hal tersebut diterangkan sedikit dalam konteks sangkalan
terhadap anak yang dilahirkan oleh isteri sebagaimana diregulasi pada
pasal 44 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang tersebut pada ayat (1)

“seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh

isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah

105 Pasal 128 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
106 Sanjaya, Hukum, 111-112.
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berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”.'”’ Pasal
tersebut mengungkapkan mengenai sangkalan terhadap anak dari suatu
perzinaan. Maknanya adalah secara khusus perbuatan zina dapat
digunakan sebagai salah satu alasan perceraian, yaitu dengan cara
melalui li’an ini.

c. Khulw’

Tindakan yang termasuk memutus ikatan perkawinan karena
perceraian adalah khulu’. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan tidak menjelaskan detail dari khulu’ ini, namun
penjelasannya justru ada pada KHI. Pada Pasal 1 huruf i Bab I
Ketentuan Umum KHI disebutkan tentang khulu’ yaitu “khulu’ adalah
perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan

2108 Ini

tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
mengindikasikan bahwa khulu’ tersebut diiringi dengan memberikan
iwadl atau tebusan ganti rugi yang diberikan isteri atas perkenan dan
diperuntukkan bagi suaminya karena perceraian. Tebusan ganti rugi
tersebut diberikan isteri untuk menebus dirinya agar terlepas dari
hubungan perkawinan dengan suaminya.'®

Dalam mekanisme pelangsungan khulu’ ini sama dengan

mekanisme pelangsungan gugatan perrceraian atau cerai gugat.

Perbedaannya terletak pada akibat hukum setelahnya, sedangkan

107 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan
108 Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
109 Sanjaya, Hukum, 116.
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khulu” memiliki sisi kesamaan dengan li’an dalam akibat hukumya
yaitu dalam hal pasangan kawin tersebut tidak dapat melakukan rujuk
kembali. Khulu’ juga mengurangi jumlah talak dan tidak dapat
dirujuk.''® Dinyatakan dalam Pasal 163 ayat 2 huruf b mengenai
perceraian yang diperbolehkan rujuk yaitu “putusnya perkawinan
berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan
selain zina dan khuluk”.!!!

Mekanisme hukum mengenai khulu’ yang berlaku di Indonesia
tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 148 yang
menyebutkan:!!?

1. “Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan
khuluk menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau
alasan-alasannya.

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil
isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan
penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-
nasehatnya.

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau
tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang

izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang

110 pasal 161 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
111 Pasal 163 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
112 Pasal 148 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan
upaya banding dan kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur
dalam pasal 131 ayat (5)

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan
atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan
sebagai perkara biasa.”

7. Ditambah dengan pasal 161 KHI yang menerangkan bahwa
khuluk tidak dapat dirujuk.''

Akibat lain dari khuluk adalah keharusan adanya iwadl atau tebusan.
Dalam melangsungkan khuluk ini nominal atau jumlah tebusan yang
diberikan istri kepada suami tidak memiliki batas jenis dan jumlahnya.
Pada asasnya dirujukkan pada jumlah mahar yang diberikan suami
kepada isterinya, bahkan tidak lebih dari jumlah mahar. Dalam
menakar khuluk’ ini seyogyanya dikembalikan kepada kesepakatan
masing-masing pihak. Sedangkan iwadl yang terbaik untuk diberikan
adalah iwadl yang memiliki nilai dan manfaat yaitu berupa benda yang
memiliki nilai ekonomi dalam pandangan masyarakat. Selain itu, hal
utama yang harus diperhatikan dalam konteks khuluk adalah hakikat
dari khuluk. Sebagaimana telah dimaklumkan sebelumnya, khuluk
adalah suami mengambil kembali mahar yang dibayarkannya kepada

isteri atau isteri memberikan suatu pemberian dalam bentuk iwadl atau

113 Pasal 161 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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tebusan kepadanya. Maknanya adalah jika terdapat perceraian yang
tidak mengandung pemberian iwadl kepada suami, maka perceraian
itu bukan khuluk.!'
d. Fasakh

Fasakh merupakan salah satu hal yang menyebabkan lepasnya
ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 155 pada pembahasan waktu tunggu yang memberikan
deskripsi mengenai fasakh sebagai perbuatan yang memiliki akibat
adanya waktu tunggu atau iddah. Tidak ada penjelasan yang detail
mengenai fasakh ini, berbeda halnya dengan li’an dan khuluk yang
mekanismenya dideskripsikan dengan jelas. Meskipun tidak dijelaskan
secara khusus dan detail, fasakh ini cenderung merujuk kepada
ketentuan alasan-alasan perceraian pada umumnya yang tertera dalam
peraturan perundang-undangan seperti penggunaan pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
Pada umumnya, alasan khusus yang dijadikan dasar pelangsungan
fasakh adalah persoalan agama.!!s

Selain itu, ada pemahaman yang berkembang mengenai fasaskh
yang disamakan dengan batalnya perkawinan yang pengaturannya ada
pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan

pertimbangan dari sisi makna fasakh yang berarti batal atau rusak

114 Sanjaya, Hukum, 118.
115 Sanjaya, Hukum, 119.
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(pembatalan perkawinan).''® Dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam
diatur mengenai penyebab batalnya perkawinan jika :'7

a. “Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun
salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj’i;

b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili’annya;

c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali
talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah
dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria
tersebut dan telah habis masa iddahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai
hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu
yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang
No. 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah
atau keatas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan saudara neneknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan

ibu atau ayabh tiri.

116 Sanjaya, Hukum, 119.
117 Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak
sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan
dari isteri atau isteri-isterinya.”
Dikuatkan pada pasal berikutnya yaitu pasal 71 yang meregulasi
terkait perkawinan yang dapat dibatalkan jika:!'®
a. “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan
Agama;
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih
menjadi isteri pria lain yang mafqud.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami
lain;
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali
yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”
Disamping alasan-alasan tersebut, juga terdapat dua sebab yang
memicu terjadinya fasakh yang ditambahkan oleh Kompilasi Hukum
Islam yaitu alasan fasakh yang mungkin terjadi pada zaman sekarang

yaitu karena terdapat ancaman yang melanggar hukum dan penipuan

atau salah sangka terhadap suami atau isteri. Pengajuan pembatalan

118 Pasal 71 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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dengan alasan ini diberikan tempo waktu. Jika tempo waktu yang
diberikan telah lewat maka pengajuan pembatalan perkawinan tersebut
menjadi gugur. Sedangkan tempo waktu yang diberikan dalam
pembatalan perkawinan dengan alasan ini adalah 6 bulan sejak
melakukan perkawinan.'"®

Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing pasangan
tersebut, keluarga dari masing-masing pasangan, pejabat yang
memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
pihak yang memiliki kepentingan yang mengetahui adanya kecacatan
dalam perkawinan tersebut. Pembatalan dengan alasan fasakh diajukan
melalui permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.
Permohonan pembatalan tersebut dimohonkan ke Pengadilan Agama
yang ada di wilayah domisili bersama suami dan isteri.'?°

Konsekuensi atau akibat dari fasakh ini tidak berlaku surut terhadap
pembatalan perkawinan yang terjadi karena salah satu dari masing-
masing pasangan murtad. Begitu juga tidak berlaku surut terhadap
pasangan perkawinan yang membatalkan perkawinan dan telah
memiliki anak. Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan

tersebut akibat pembatalan tidak berlaku surut.!?!

119 Sanjaya, Hukum, 123.
120 Sanjaya, Hukum, 123.
121 Sanjaya, Hukum, 123.

81



B. Regulasi Perceraian di Arab Saudi

Di Arab Saudi, regulasi perceraian secara yuridis ada dalam Nizam al-
Ahwal al-Syakhsiyyah al-Ragm : Mim/73 al-Tarikh @ 6/8/1443 H , khususnya
pada bab ketiga yang membahas tentang a/-Furqah Bayn al-Zawjayn atau
putusnya perkawinan. Hal pertama yang dibahas dalam bab tersebut adalah
keadaan-keadaan yang dapat memutuskan perkawinan. Dalam Maddah 76 Nizam
al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H disebutkan
bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi disebabkan talak, khuluk, fasakh ikatan
perkawinan, kematian suami atau istri dan li’an yang terjadi diantara suami
istri.!?

a. Talak

Dalam Maddah 77 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm @ Mim/73

al-Tarikh : 6/8/1443 H dijelaskan pengertian tentang talak, =) 8Ll ol Ade |~

ade JIW L4l yaitu pelepasan ikatan perkawinan dengan kehendak suami

melalui lafaz yang mengindikasikan adanya pelepasan tersebut.!?> Kemudian
penjelasannya secara rinci dilanjutkan pada maddah-maddah berikutnya yang
memaparkan  tentang pembagian macam-macam lafaz  yang dapat
mengindikasikan adanya talak menurut Nizam tersebut dari sisi jelas atau

tidaknya suami dalam mentalak istrinya menjadi dua macam.

e 3yt Lo ol Bl o) g (0 -\

122 Maddah 76 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
123 Maddah 77 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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1. Sarih, yaitu lafaz talak atau lafaz yang mengalami perubahan yang
berasal darinya.
2. Kinayah, yaitu lafaz yang mengandung kemungkinan talak dan
selainnya jika suami berniat melakukan talak dengannya.

Kedua lafaz talak tersebut kemudian dapat dibagi menjadi tiga cara

dalam pengungkapannya. Dalam Maddah 79 disebutkan

705l HLEYLS Legis pomall iy ST of laidly GO 02"
talak dapat dijatuhkan dengan lisan atau tulisan dan jika tidak dapat
dilakukan dengan keduanya maka dengan isyarat yang dapat dipahami.

Dalam menjatuhkan talak dengan berbagai macam lafaz dan cara
pengungkapannya dalam beberapa maddah sebelumnya juga  harus
memperhatikan keadaan-keadaan yang melingkupi penjatuhan talak. Dalam
Maddah 80 disebutkan beberapa keadaan yang talak tidak dianggap terjadi di

dalamnya yaitu
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1. Talak orang yang tidak berakal atau tidak berdasarkan inisiatif pribadi.

2. Talak orang yang hilang akal berdasarkan inisiatif pribadi meskipun
dengan cara menggunakan barang yang dilarang.

3. Talak orang yang sangat marah sehingga menghalangi dirinya dengan
kehendak bebas dirinya dalam lafaz-lafaznya.

4. Apabila istri dalam keadaan haid, atau nifas, atau suci yang telah
dikumpuli suaminya, sedangkan suami mengetahui keadaan istrinya.

124 Maddah 78 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
125 Maddah 79 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
126 Maddah 80 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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Bagi sebagian keadaan, khususnya keadaan yang ketiga dapat dijelaskan
bahwa marah merupakan keadaan yang menjadikan watak seseorang berubah dan
tidak stabil, sehingga sewaktu marah kepada pasangannya ia kehilangan
kesadarannya dan tidak dapat mengendalikan kehendaknya.'?’

Apabila kemarahan tersebut telah mencapai taraf melemahkan
penguasaan seseorang terhadap ucapan dan akalnya maka talak tidak dapat
dijatuhkan ketika berada dalam keadaaan tersebut.'?8

Pada Maddah selanjutnya berbicara tentang ta ’/ig talak dan sumpah talak
atau kata pengharaman. Maddah 81 tersebut berbunyi
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1. Talak yang digantungkan atas melakukan atau meninggalkan sesuatu
dapat terjadi ; kecuali jika penggantungan tersebut ditujukan sebagai
dorongan atau cegahan atau membenarkan atau mendustakan,
sedangkan penggantungan tersebut tidak diiringi dengan tujuan
menjatuhkan talak.
2. Talak tidak terjadi karena melanggar sumpah talak atau kata

pengharaman kecuali jika sumpah atau kata pengaraman tersebut
dimaksudkan sebagai talak

Maddah tersebut pada nomor yang pertama menunjukkan bahwa ta’liq
talak akan terjadi apabila dikaitkan terhadap melakukan atau meninggalkan
sesuatu kecuali jika ta’liq tersebut diniatkan untuk mencegah melakukan atau

meninggalkan sesuatu atau hanya sebagai pembenaran terhadap suatu informasi

127 Mazin bin ‘Abdillatif bin ‘Abdillah al-Bukhari, “Tahqiq Magsad al->Adl FT Masyrii’ Nizam al-
Ahwal al-Syakhsiyyah bi al-Mamlakah al-’ Arabiyyah al-Su’udiyah Wafq Ru’yah 2030 ”, Majallah
Kulliyyat al-Dirasat al-Islamiyyah wa al-’ Arabiyyah li al-Banat bi al-Iskandariyyah (3), 37 (t.th),
219.

128 al-Bukhart, “Tahqiq, 219.

129 Maddah 81 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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atau mendustakan sesuatu serta tidak diiringi tujuan menjatuhkan talak maka

ta’liq tersebut tidak dianggap terjadi.

Contoh talak yang digantungkan atau yang dikenal dengan ta’liq talak

adalah pernyataan suami terhadap istrinya seperti <)l o c > O 3l o]

B3%kamu tertalak jika keluar dari rumah”. Sedangkan contoh ta’liq talak yang

diniatkan untuk mendorong melakukan sesuatu adalah seperti N ERRY] Js.af % ol

s atau 1S~ Jasl 4ol b <3 “jika saya tidak masuk rumah maka kamu tertalak

atau kamu tertalak jika saya tidak melakukan sesuatu”. Maksud dari kedua contoh
tersebut adalah agar suami masuk ke rumah atau pulang dan agar suami tersebut

melaksanakan komitmennya. Sebaliknya ta’liq talak yang digunakan untuk

mencegah melakukan sesuatu seperti 3/ Bl edss o) “jika saya masuk

rumah maka kamu tertalak”. Maksudnya adalah agar suami tidak masuk rumah

atau tidak pulang. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menunjukkan makna

tasdiq seperti Ay a8 & sl <l “Kamu tertalak, sungguh Zaid telah datang”

atau sebaliknya untuk menunjukkan makna takzib, seperti a2 4 &l <31 “kamu

tertalak, sungguh Zaid belum datang”. Maksud dari contoh pertama adalah agar si

130 Fadilat al-Syaikh ‘Abdullah bin Sulaiman al-Man1’, “Bah$ F1 Ba’d al-Masail al-Khilafiyah F1
al-Talaq”,Majallah al-’Ad]l, 49 (1432 H), 3.
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pendengar yakin jika Zaid telah datang. Sebaliknya contoh kedua menunjukkan

bantahan terhadap kedatangan Zaid.'*!

Pada Maddah yang sama nomor yang kedua disebutkan bahwa

pelanggaran sumpah talak seperti contoh sebelumnya dan kata pengharaman talak

seperti el >~ s <3| “Engkau haram atasku” tidak dianggap talak apabila tidak

diniatkan sebagai talak.

Maddah 82 menyebutkan,
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Tidak diterima penyangkalan terhadap keabsahan talak dalam keadaan-
keadaan yang disebutkan dalam dua Maddah (delapan puluh) dan

(delapan puluh satu) dari Nizam ini sewaktu telah dicatatkan berdasarkan
tindakan-tindakan hukum.

Maddah 82 yang berkaitan dengan dua Maddah sebelumnya yaitu
Maddah 80 dan 81 yang menentukan keadaan-keadaan talak dapat atau tidak
dapat dijatuhkan, seperti talaknya orang yang tidak berakal atau tidak berdasarkan
inisiatif pribadi, talak orang yang hilang akal berdasarkan inisiatif pribadi
meskipun dengan cara menggunakan barang yang dilarang, talak orang yang
sangat marah sehingga menghalangi dirinya dengan kehendak bebas dirinya
dalam lafaz-lafaznya dan talak terhadap istri yang ada dalam keadaan haid, atau

nifas, atau suci yang telah dikumpuli suaminya, sedangkan suami mengetahui

31 Mansiir bin Yiinus bin Idris al-Bahiiti, Kassyaf al-Qina’ ‘An Matn al-Iqna’, Juz 5 (Beirut:
‘Alam al-Kutub, 1983), 302.

132 Fadilat al-Syaikh Muhammad bin Hamiid al-Waili, Bugyat al-Mugqtasid Syarh Bidayat al-
Mujtahid, Juz 11 (Beirut: Dar Ibni Hazm, 2019), 6314.

133 Maddah 82 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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keadaan istrinya, juga talak yang digantungkan atas melakukan atau
meninggalkan sesuatu yang ditujukan sebagai dorongan atau cegahan atau
membenarkan atau mendustakan serta melanggar sumpah talak atau kata
pengharaman tanpa diniatkan sebagai talak. Seluruh keadaan yang ditetapkan
Nizam tersebut sebagai keadaan yang tidak jatuh talak didalamnya kemudian
digunakan sebagai penyangkalan terhadap keabsahan talak yang telah dicatatkan
berdasarkan tindakan-tindakan hukum dengan berdalih talak tersebut dilakukan

dalam keadaan-keadaan tersebut tidak dapat diterima.

Apabila talak tersebut telah memperhatikan keadaan penjatuhannya,
tujuannya dan pencatatannya maka perlu diperhatikan cara penjatuhannya secara
sekaligus atau satu-persatu. Persoalan ini merupakan persoalan yang
diperselisihkan oleh fukaha. Oleh karena itu, Nizam tersebut memutuskan

perselisihan tersebut dalam Maddah 83 yang berbunyi,

PGy 1l Y] qY a3 S5 T e of Wadl sl 0581 B3 ST
Tiap-tiap talak yang beriringan dengan bilangan baik berbentuk lafaz,

isyarat atau diulang-ulang dalam satu majelis tidak jatuh dengannya
melainkan satu talak.

Maddah tersebut memutuskan bahwa talak yang diiringi dengan bilangan

baik secara lafaz seperti 35U 3l 5T “kamu tertalak tiga” atau berbentuk

isyarat seperti &M anlol pige 10K @b 5136 “Kamu tertalak seperti ini”

134 Maddah 83 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H

135 Dar al-Ifta’ al-Misriyah, Fatawa Dar al-Ifta’ al-Misriya (t.t: t.p, t.th), 76.

136 < Abdurrahman bin Muhammad ‘Awd al-Jaziri, al-Figh ala al-Mazahib al-arba’ah, Juz 4 (Beirut:
Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2003), 308.
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sedangkan ia memberi isyarat dengan ketiga jarinya atau diulang-ulang seperti o]

3y 3y IWL1Y7 “kamu tertalak,tertalak, tertalak”, seluruhnya tidak dianggap

jatuh talak melainkan jatuh satu talak saja.

Pada Maddah 84 selanjutnya diatur mengenai perwakilan dalam

menjatuhkan talak,
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1. Perwakilan suami kepada orang lain- baik laki-laki atau perempuan-

dalam menjatuhkan talak dianggap sah
2. Ucapan suami dalam perujukan dari perwakilan yang tercatat, setelah
terjadinya talak dari wakil tidak dianggap sah kecuali jika suami telah
mencatatkan perujukan kembali perwakilannya sebelum terjadinya

talak.

Adapun tentang pembagian talak menurut Maddah 85 Nizam al-Ahwal
al-Syakhsiyyah al-Raqgm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H dari sisi boleh atau

tidaknya suami merujuk kembali istrinya menjadi dua macam,
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137 al-Misriyah, Fatawa, 76.
138 Maddah 84 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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1. Talak Raj’i tidak mengakhiri hubungan perkawinan melainkan dengan
habisnya masa iddah.

2. Talak Ba’in mengakhiri hubungan perkawinan sejak awal terjadinya,
talak tersebut terbagi menjadi dua bagian :

a. Talak Ba’in yang merupakan Ba’in Sugra, tidak menghalalkan
perempuan yang ditalak setelah terjadinya talak dari laki-laki yang
menjatuhkannya melainkan dengan akad dan mahar baru disertai
mengurangi bilangan talak.

b.Talak Ba’in yang merupakan Ba’in Kubra, tidak menghalalkan
perempuan yang ditalak setelah terjadinya talak dari laki-laki yang
menjatuhkannya melainkan setelah habisnya masa iddah dari suami
selainnya yang telah mendukhulnya dalam perkawinan yang sah tanpa
diiringi tujuan perkawinan tahlil.

Talak Raj’i menurut Maddah tersebut adalah talak yang tidak mengakhiri
hubungan perkawinan melainkan dengan berakhirnya masa iddah. Maksudnya
adalah talak tersebut tidak langsung memutus hubungan perkawinan karena ada
masa tunggu yang menunda perkawinan terputus seketika. Sedangkan talak ba’in
yang dalam Maddah tersebut didefinisikan dengan talak yang mengakhiri
hubungan perkawinan seketika merupakan kebalikan dari talak raj’i, yaitu talak
yang telah habis masa iddahnya baik talak satu atau dua yang disebut talak bain
sugra sedangkan jika telah talak tiga maka otomatis menjadi talak ba’in yang
tidak memberikan kesempatan rujuk bagi suami sehingga isteri telah
menyelesaikan masa iddahnya, kemudian menikah dengan suami yang lain dan

telah didukhul olehnya kemudian isteri tersebut tertalak ba’in dari suami lain

tersebut karena kematian atau perceraian dan telah selesai masa iddahnya maka ia

139 Maddah 85 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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boleh kembali lagi ke suami pertamanya melalui akad perkawinan yang baru.'4’
Selain itu juga disyaratkan agar pernikahan dengan suami lain tersebut tidak
diniatkan sebagai tahlil atau pernikahan sebagai jalan agar suami pertama dapat

kembali kepada isterinya yang telah ditalak tiga.'#!

Setelah menyebutkan pembagian talak berdasarkan kebolehan rujuk atau
tidaknya, kemudian disebutkan talak yang tidak termasuk talak raj’i sebagai

berikut
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1. Talak yang sempurna tiga, yang dengannya perempuan tertalak ba’in
kubra

2. Talak sebelum dukhul atau khalwat, dengannya perempuan tertalak

ba’in sugra
Dalam persoalan ini sebagaimana pendapat yang disepakati dalam fikih
mengenai talak tiga yang sempurna dan talak yang dilakukan sebelum dukhul
dianggap sebagai talak ba’in. Sedangkan terhadap talak dalam keadaan sebelum
khalwat terdapat perselisihan fukaha terhadap statusnya. Untuk memutus

perselisihan tersebut, Nizam ini memutuskan statusnya sama dengan talak

sebelum dukhul yang masuk dalam kategori talak ba’in sugra.!'*

140 Wizarat, al-Mawsii’ah, 29.

4 Muhammad ‘Ali al-Sabiini, Rawa’i al-Bayan F1 Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz 1 (Beirut :
Mu’assasat Manahil al-’Irfan, 1980), 341.

142 Maddah 86 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H

143 Mugniyah, al-Figh, 419.
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Apabila suami mentalak istrinya dengan talak raj’i maka suami boleh
merujuknya sepanjang masih berada dalam masa iddah, dan hak merujuk
tidak gugur disebabkan pelepasan hak.

Maddah ini menunjukkan bahwa jika suami menghendaki rujuk maka
harus memperhatikan jenis talaknya, yaitu talak raj’i dan masih dalam masa
iddahnya. Hak merujuk ini tidak dapat digugurkan dengan semata melepaskan

hak.
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Rujuk dengan lafaz yang terang dianggap sah baik dengan lisan atau

tulisan dan apabila tidak dapat melakukan dengan keduanya maka

dengan isyarat yang dapat dipahami. Jimak dalam masa iddah dianggap
rujuk.

Para suami yang menghendaki rujuk setelah memperhatikan jenis
talaknya dan masa iddah perempuan yang ditalak kemudian dapat melakukan
rujuk dengan cara mengatakannya secara terang-terangan dengan lisan maupun

tulisan bahkan juga dengan cara perbuatan yaitu dengan melakukan jimak dalam

masa iddah.4¢

Dalam Maddah selanjutnya masih membahas tentang rujuk yaitu,
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144 Maddah 87 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H

145 Maddah 88 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H

146 Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdillah al-Syawkani al-Yamani, Nayl al-Awtar, Juz
6 (t.t.: Dar al-Hadis, 1993.), 299.

147 Maddah 89 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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Rujuk tidak sah melainkan secara langsung, tidak boleh
menggantungkannya dengan syarat atau menyandarkannya ke masa yang
akan datang.

Dalam melangsungkan rujuk terhadap istri yang ditalak maka suami
harus melaksanakannya secara langsung tanpa menunda dengan mengkaitkannya

pada suatu syarat atau masa tertentu. '

Maddah 90 selanjutnya kemudian berbicara tentang kewajiban suami
untuk mencatatkan talak di depan pihak yang memiliki kewenangan melakukan

hal tersebut sebagai berikut,
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Suami wajib mencatatkan talak di depan pihak yang berwenang -sesuai
tindakan-tindakan yang mengatur hal tersebut- dan pencatatan tersebut
dilakukan di sela-sela waktu paling lambat (15) hari sejak terjadinya

talak bain, pencatatan tersebut tidak melanggar hak isteri dalam
mengajukan tuntutan itsbat talak.

Apabila suami telah memenuhi segala syarat dan rukun talak maka ia
wajib mencatatkan talak tersebut kepada pihak yang berwenang untuk melakukan
pencatatan tersebut dalam tenggat waktu paling lambat lima belas hari semenjak
jatuhnya talak ba’in, dan kewajiban pencatatan tersebut tidak menggugurkan hak

isteri dalam mengajukan tuntutan itsbat talak.

Berkaitan dengan kewajiban mencatat talak, Maddah 91 mengatur akibat

hukum jika tidak mencatatkannya yaitu,

148 Tajnat al-’Ulama’ bi Ri’asat Nizamiddin al-Balkhi, al-Fatawa al-Hindiyah, Juz 1 (t.t.:Dar al-
Fikr, t.th), 470. Syamsuddin Abad ‘Abdillah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abdirrahman al-
tarabilist al-Magrabi, Mawahib al-Jalil FT Mukhtasar Khalil, Juz 4 (t.t.: Dar al-Fikr, 1992), 103.

149 Maddah 90 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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Apabila suami tidak mencatatkan talak sebagaimana cara yang
disebutkan dalam Maddah 90 dari Nizam ini, sedangkan perempuan
tersebut tidak mengetahui penjatuhan talak suami terhadap dirinya, maka
perempuan tersebut berhak mendapatkan ganti rugi yang tidak kurang
dari batas minimal kadar nafkah sejak dari tanggal jatuhnya talak sampai
tanggal perempuan tersebut mengetahui penjatuhan talak terhadap
dirinya.

Talak dalam persoalan ini umumnya disebut sebagai talak ta’assufi atau
talak tanpa sebab.!’! Menurut Maddah 91 ini apabila suami menjatuhkan talak
tanpa mencatatkannya sebagaimana ketentuan yang ada serta tanpa sepengetahuan
isteri maka suami wajib membayar ganti rugi senilai tidak kurang dari kadar
minimal nafkah semenjak hari penjatuhan talak sampai tanggal isterinya

mengetahui penjatuhan talak padanya.

Jika kedua Maddah sebelumnya (90 dan 91) mengatur tentang pencatatan
talak maka pada Maddah selanjutnya yaitu Maddah 92 mengatur tentang

pencatatan rujuk yaitu,
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150 Maddah 91 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
151 Hasan al-Buga dan Mustafa al-Buga, Qaniin al-Ahwal al-Syakhsiyyah Zawaj wa Talaq, Juz 1
(Syria :al-Jami’ah al-Iftiradiyyah al-Striyyah, 2018), 191.
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1. Suami yang mentalak raj’i wajib mencatatkan rujuk, sesuai tindakan-
tindakan yang mengatur hal tersebut disela-sela waktu paling lambat
(15) hari sejak tanggal rujuk apabila suami mencatatkan talak.

2. Apabila suami tidak mencatatkan rujuk sebagaimana cara yang
disebutkan dalam poin pertama dari Maddah ini, sedangkan
perempuan tersebut tidak mengetahui adanya rujuk, kemudian
perempuan itu menikah dengan orang lain maka rujuk tidak dianggap
sah.

3. Apabila suami tidak mencatatkan rujuk sedangkan isteri mengetahui
adanya rujuk, maka isteri berhak meminta nafkah dari waktu yang
telah berlalu, ini merupakan pengecualian dari poin (2) dari Maddah
(lima puluh dua) dari Nizam ini.

Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum
ketentuan Nizam ini meregulasi kepentingan pokok yang memiliki hukum-hukum
tertentu dari pendaftaran dan penetapan akad perkawinan. Demikian ini harus
diatur karena hukum-hukum tersebut memiliki kepentingan untuk menjaga dan
melindungi hak-hak dari kedua belah pihak agar tidak terabaikan.'?

Apabila terjadi gugatan dalam persoalan talak dan rujuk sebagaimana

disebutkan dalam Maddah 93 dan 94 sebagai berikut
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Maddah yang kesembilan puluh tiga

152 Maddah 92 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Ragm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
153 al-Bukhart, “Tahqiq, 319.

154 Maddah 93 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
155 Maddah 94 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Ragm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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Ucapan isteri tidak dapat diterima dalam gugatan talak dan rujuk

melainkan dengan bukti.

Maddah yang kesembilan puluh empat

Ucapan isteri mengenai berakhirnya masa iddah sebelum rujuk dapat

diterima apabila dalam masa tersebut memungkinkan berakhirnya masa

iddah menurut kebiasaan.

Secara umum kedua Maddah tersebut mengatur gugatan talak, rujuk dan
berakhirnya masa iddah yang diklaim oleh isteri harus dilengkapi dengan alat
penguat berupa bukti dan kebiasaan.

b. Khuluk

Pasal selanjutnya yaitu pasal 3 yang masih termasuk dalam Bab tiga
tentang putusnya perkawinan yang membahas tentang Khuluk. Diawali dengan
pengertian khuluk yang didefinisikan pada Maddah 95 yang berbunyi
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Khuluk adalah terputusnya hubungan suami isteri atas permintaan isteri

dan persetujuan suami dengan imbalan ganti yang diberikan oleh isteri

atau selainnya.

Dari definisi khuluk dalam Maddah 95 tersebut dapat dipahami bahwa
khuluk merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan selain
talak. Perbedaan yang pokok antara talak dengan khuluk yang diperoleh dari
Maddah tersebut adalah khuluk muncul dari inisiatif isteri sedangkan talak
muncul dari inisiatif suami. Selain itu juga khuluk harus dengan persetujuan

suami sedangkan isteri atau selainnya harus membayar imbalan ganti kepada

suami.

156 Maddah 95 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Ragm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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Dalam melangsungkan khuluk yang disepakati oleh pasangan suami dan
isteri sebagaimana definisi sebelumnya, tidak membutuhkan putusan pengadilan

sebagaimana bunyi Maddah 96
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Khuluk dapat dianggap sah dengan kerelaan kedua pasangan suami isteri

yang cakap hukum atas pemutusan hubungan perkawinan, tanpa
memerlukan putusan pengadilan.

Maddah 97 mengatur bahwa dalam melangsungkan khuluk juga

disyaratkan adanya ungkapan yang dapat menunjukkan kehendak khuluk, serta

status khuluk sebagai salah satu cara memutuskan perkawinan dan konsekuensi

immaterilnya,
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Khuluk dapat terjadi dengan lafaz yang mengindikasikan terjadinya
pemutusan perkawinan baik secara lisan atau tulisan dan ketika tidak

dapat dilakukan dengan keduanya maka dilakukan dengan isyarat yang

dapat dipahami, dan khuluk termasuk fasakh akad perkawinan meskipun

menggunakan lafaz talak, khuluk juga merupakan cerai bai’in sugra, dan
tidak dihitung mengurangi jumlah dari tiga talak.

Pemutusan perkawinan melalui khuluk dapat terjadi melalui ungkapan
yang memastikan pemutusan hubungan perkawinan, baik secara lisan atau tulisan
dan jika tidak dapat dilakukan dengan keduanya maka dapat menggunakan isyarat
yang dapat dipahami. Apabila suami telah mengungkapkan kehendaknya

menjatuhkan khuluk meskipun dengan menggunakann lafaz talak, statusnya tetap
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dianggap sebagai fasakh perkawinan yang menjadikan isteri tertalak ba’in sugra

dan tidak terhitung mengurangi jumlah bilangan talak yang tiga.'>

Adapun waktu penjatuhan khuluk diatur dalam Maddah 98 sebagai

berikut,
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Khuluk dapat terjadi dalam keadaan apapun yang dialami oleh isteri,
termasuk keadaan haid, nifas dan suci yang telah dicampuri oleh suami.

Setelah membahas waktu khuluk kemudian kembali pada pembahasan
mengenai imbalan ganti. Dalam Maddah 95 sebelumnya dijelaskan bahwa khuluk
dilakukan dengan memberikan imbalan ganti maka pada Maddah 99 ditegaskan
kembali mengenai keharusan membayar ganti tersebut serta konsekuensinya

sebagai berikut,
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Khuluk tidak terjadi apabila tanpa diiringi pemberian ganti, maka jika
suami melangsungkan khuluk terhadap isterinya tanpa imbalan ganti
maka khuluknya tersebut dianggap bukan khuluk dan diterapkan hukum
talak.

Maddah 99 tersebut menegaskan bahwa khuluk tidak terjadi tanpa
diiringi pembayaran ganti oleh isteri kepada suami. Apabila terjadi khuluk tanpa
pemberian ganti maka tidak dianggap khuluk dan statusnya diarahkan kepada

hukum talak.

159 Mansiir bin Yiinus bin Idrisal-Bahiiti. Syarh Muntaha al-Iradat. Juz 3 (Beirut: ‘Alam al-Kutub,
1993), 60.
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Dilanjutkan Maddah 100 yang mengatur tentang spesifikasi ‘iwad atau
ganti yang diberikan isteri kepada suami dalam memutus perkawinan melalui

khuluk yaitu,
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Setiap barang yang sah dianggap sebagai harta benda sah dijadikan
imbalan ganti dalam khuluk, dan imbalan ganti tidak boleh dijadikan
penggugur berbagai macam hak anak dan pengasuhannya.

Benda apapun yang dianggap berharga dapat dipergunakan sebagai
imbalan ganti dalam khuluk. Dan khuluk bukan merupakan alat tawar yang
digunakan untuk berkompromi dalam menggugurkan penunaian kewajiban

terhadap hak-hak anak atau pengasuhannya.

Apabila imbalan ganti yang diberikan isteri kepada suami tersebut

berupa mahar maka ketentuannya diatur dalam Maddah 101 yang berbunyi,
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Apabila imbalan ganti khuluk berupa mahar maka cukup menyerahkan
mahar yang telah diterima, dan gugur sisanya meskipun mahar tersebut
berupa mahar terhutang.

Ketentuan yang terakhir dari khuluk adalah harus dicatatkan

sebagaimana bunyiMaddah 102
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1. Pencatatan khuluk wajib dilakukan oleh kedua pasangan suami isteri
atau salah satunya, sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya

2. Diperbolehkan bagi pihak yang berkepentingan untuk meminta
penetapan khuluk melalui berbagai cara penetapan.

c. Fasakh

Ketentuan fasakh dalam Nizam ini tidak terfokus dalam bab fasakh akad
perkawinan saja, namun juga dapat ditemukan dalam bab rukun dan syarat akad
perkawinan dalam Maddah 28 yang terkait dengan perjanjian perkawinan yang
diatur dalam Maddah 27. Sedangkan Maddah 28 yang mengatur fasakh

perkawinan tersebut berbunyi,
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Apabila salah seorang pasangan suami isteri tidak memenubhi syarat yang
diberikan pasangannya sebagaimana yang terkandung dalam Maddah
(Dua Puluh Tujuh) dari Nizam ini; maka bagi pihak pemberi syarat dapat
meminta fasakh akad perkawinan sewaktu-waktu kecuali jika ia
menggugurkan haknya secara eksplisit.

Apabila pihak yang tidak memenuhi persyaratan dari pihak suami maka
fasakhnya tanpa ‘iwad, namun apabila dari pihak isteri maka harus ada
‘iwad yang tidak melebihi mahar.

Maddah ini menetapkan bahwa perjanjian dalam perkawinan diakui
adanya dan dapat memberikan konsekuensi tertentu apabila dilanggar oleh salah

satu pasangan yang mengadakan perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi
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perjanjian maka pihak yang membuat perjanjian dapat meminta fasakh akad

perkawinan.!%6

Pembahasan Maddah selanjutnya telah masuk dalam bab khusus tentang
fasakh akad perkawinan. Diawali Maddah 103 yang menyatakan bahwa setiap
pemisahan secara pengadilan dianggap fasakh dan merupakan cerai bain sugra
yang tidak terhitung mengurangi bilangan tiga talak.'6’

Pada Maddah 104 mulai menerangkan sebab-sebab yang dapat memicu
fasakh akad perkawinan yaitu adanya penyakit sebagaimana disebutkan dalam

Maddah tersebut,
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1. Bagi tiap-tiap pasangan suami isteri dapat meminta fasakh akad
perkawinan dengan alasan adanya penyakit berbahaya atau menjijikkan
yang dapat mencegah pergaulan rumah tangga-baik penyakit tersebut ada
sebelum akad perkawinan atau tiba-tiba terjadi setelahnya - sepanjang
peminta fasakh tidak mengetahui adanya penyakit tersebut sewaktu
pengukuhan akad atau peminta fasakh mengetahui adanya penyakit
tersebut setelah pengukuhan akad dan terdapat ucapan atau perbuatannya

yang mengindikasikan kerelaan terhadapnya.

2. Pengadilan dapat meminta bantuan kepada pakar yang menguasai
pengetahuan tentang penyakit dan penilaian terhadapnya.

Maddah tersebut mensyaratkan untuk mengadakan fasakh akad

perkawinan harus ada ketidaktahuan terhadap cacat. Oleh karenanya, hak khiyar

166 al-Bahiit, Kassyaf, 90.; Abii Muhammad Muwaffaquddin ‘Abdullah bin Ahmad bin
Muhammad bin Qudamah al-Jama’ilt al-Maqdisi al-Dimasyqi Ibnu Qudamah al-Maqdis1 al-
Hanbali, al-Syarh al-Kabir ala Matn al-Muqni’, Juz 7 (t.t : Dar al-Kitab al-’ Arabi li al-Nasyr wa al-
Tawzi’, t.th.), 526. ; Ahmad ‘Ali Taha Rayyan, Figh al-Usrah (t.t:t.p, t.th.), 207.
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tetap ada padanya karena tidak adanya kerelaan terhadapnya dan hak khiyarnya
tidak gugur. Juga disyaratkan adanya ketidak relaan terhadap cacat tersebut dan

jika rela maka hak fasakhnya gugur.'®®

Maka apabila ditemukan cacat pada suami, atau tiba tiba terjadi cacat
padanya setelah perkawinan, dan karakter cacat tersebut menghalangi
diperolehnya tujuan perkawinan dalam menjaga diri dan lain-lain, maka
perempuan memiliki hak memilih untuk tetap bersama atau fasakh, begitu pula
jika suami tersebut impoten, terpotong dzakarnya, gila, busuk bau mulutnya, kusta,
lepra. Semua ini tidak dapat dinyatakan melainkan dengan pertimbangan dan
analisis hakim dan diperoleh kebenarannya melalui pengakuan, persaksian atau
berdiskusi dengan pakar dalam persoalan tersebut seperti dokter dan

semisalnya.!”

Dalam melangsungkan fasakh perkawinan terdapat beberapa ketentuan
yang harus ditetapkan oleh Pengadilan mengacu pada waktu terjadinya penyakit

dan terjadinya fasakh yaitu sebagai berikut
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1. Apabila penyakit tersebut terjadi pada salah seorang pasangan suami
isteri setelah dukhul (campur), maka suami tidak dapat meminta kembali
mahar yang telah dibayarkannya.

2. Apabila penyakit tersebut terjadi pada salah seorang pasangan suami
isteri sebelum akad dan fasakh dilakukan sebelum dukhul atau khalwah,
maka suami dapat meminta kembali mahar yang telah dibayarkannya dan
gugur sisanya meskipun mahar itu masih terutang.

3. Apabila penyakit tersebut terjadi pada suami sebelum akad dan fasakh
dilakukan setelah dukhul atau khalwah, maka isteri berhak mendapatkan
mahar.

4. Apabila penyakit tersebut terjadi pada isteri sebelum akad dan fasakh
dilakukan setelah dukhul atau khalwah, maka isteri berhak mendapatkan
mahar dan boleh bagi suami untuk menarik kembali mahar dari orang
yang menipunya.

Pada Maddah 105 ini, khususnya pada nomor yang kedua menerangkan
bahwa isteri dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan untuk meminta pisah
antaranya dengan suaminya dengan syarat kesediannya untuk mengembalikan
maharnya.'”?

Apabila isteri meminta talak sebelum dukhul dan khalwah yang sah,
serta menyimpan mahar yang telah diperoleh, mengambil hadiah, dan biaya yang
diberikan karena perkawinan, sedangkan suami tercegah untuk mengambilnya
kembali dan hakim gagal mendamaikan, maka diputuskan pentalakannya secara
khuluk.'7?

Sebab fasakh berikutnya yaitu karena suami belum membayarkan mahar

yang telah jatuh tempo dijelaskan pada Maddah 106 yang berbunyi,

171 Maddah 105 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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1. Pengadilan dapat memfasakh akad perkawinan isteri yang belum
pernah terjadi dukhul, berdasarkan permohonannya karena suami tidak
membayar mahar seketika itu juga jika batas waktu yang telah ditetapkan
pengadilan untuk membayar mahar telah berakhir sedangkan suami
belum membayarnya, dengan catatan batas waktu yang ditetapkan
tersebut tidak lebih dari (tiga puluh) hari dari tanggal permohonan.

2. Akad perkawinan tidak dapat difasakh karena tidak dibayarkan mahar

bagi isteri yang pernah terjadi dukhul, dan mahar tersebut tetap menjadi

hutang dalam tanggungan suami, dan ditetapkan mahar seketika waktu
itu juga yang harus dibayarkan  suami ketika isteri menuntut
pembayarannya.

Dalam persoalan ini terdapat dua keadaan yang membedakan dan
mengakibatkan konsekuensi yang berbeda, yaitu status dukhul (campur) atau
belum dukhul dan konsekuensi dapat atau tidak dapat mengajukan fasakh. Dalam
Maddah 106 nomor satu dijelaskan bahwa jika isteri belum pernah terjadi dukhul
dapat mengajukan fasakh akad perkawinannya karena alasan maharnya belum
dibayarkan sedangkan waktu yang ditetapkan pengadilan sebagai tenggang waktu
untuk membayar mahar telah habis dan tenggang waktu tersebut tidak melebihi
tiga puluh hari dari tanggal pengajuan fasakh. Sebaliknya dalam nomor dua
dijelaskan bahwa bagi isteri yang pernah terjadi dukhul tidak dapat mengajukan

fasakh akad perkawinannya dengan alasan maharnya belum dibayarkan sehingga

dengan demikian maharnya tetap menjadi hutang yang ditanggung suami dan
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sewaktu waktu dapat diminta isteri sehingga menjadi mahar yang harus
dibayarkan seketika itu juga.

Alasan fasakh selanjutnya terkait dengan persoalan nafkah dalam
perkawinan, dalam Maddah 107 dijelaskan sebab fasakh karena kesulitan suami
untuk menafkahi isteri sehingga pengadilan dapat memfasakh perkawinan tersebut

berdasarkan permohonan isteri yaitu,
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1. Pengadilan dapat memfasakh akad perkawinan berdasarkan
permohonan isteri apabila suami kesulitan membayar nafkah isterinya
atau suami kesulitan menunaikan pembayaran nafkahnya.
2. Pengadilan dapat memfasakh akad perkawinan berdasarkan
permohonan isteri apabila suami mengklaim kesulitan membayar nafkah
yang wajib dibayarkab suami bagi isterinya sedangkan isteri
mengetahuinya sebelum akad perkawinan. Isteri tersebut memiliki hak
mengajukan fasakh secara langsung atau tunda.

Maddah 107 ini memberikan pemahaman bahwa isteri dengan alasan
suami terhalang atau kesulitan memberikan nafkah kepadanya dapat mengajukan
fasakh ke pengadilan atau dengan alasan suami menyatakan kesulitan membayar
nafkah sedangkan isteri telah mengetahui keadaan tersebut sebelum akad
perkawinan maka karenanya isteri berhak mengajukan fasakh dengan segera atau

dengan memberikan tempo waktu.
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Apabila suami tidak memberi nafkah kepada isteri maka isteri sangat
dirugikan. Oleh karenanya menghilangkan kerugian menjadi suatu keharusan
dengan cara dipisahkan.!”®

Sebab yang lain selain kesulitan memberikan nafkah adalah suami

membahayakan isteri sebagaimana bunyi Maddah 108,
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Pengadilan dapat memfasakh akad perkawinan berdasarkan permohonan

isteri dengan alasan suami membahayakan isteri yang dengannya sulit

untuk melanjutkan kehidupan rumah dengan baik, apabila bahaya
tersebut benar-benar terjadi.

Maddah ini menerangkan bahwa sebagian hak isteri adalah dapat
mengajukan fasakh akad perkawinan apabila isteri tertimpa bahaya yang
menyulitkan kelangsungan hubungan rumah tangga dapat berjalan dengan baik.
Dari redaksi Maddah ini dapat dikatakan bahwa kerugian atau bahaya disini
adalah tindakan suami menyakiti isterinya dengan lisan atau perbuatan disertai
kemustahilan isteri berdampingan dengannya dalam rumah tangganya.!”®

Apabila perbuatan membahayakan suami terhadap isteri tidak nyata

terjadi maka diatur dalam Maddah berikutnya, yaitu Maddah 109,
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Apabila bahaya yang menyulitkan kehidupan rumah tangga berjalan baik
tidak nyata terjadi, dan perselisihan pasangan suami isteri tetap berlanjut,
dan sulit untuk didamaikan; maka masing-masing pasangan suami isteri
harus memilih hakam (juru damai) dari keluarganya di sela sela waktu
yang ditentukan pengadilan, dan jika tidak maka pengadilan yang
menentukan dua hakam dari keluarga kedua belah pihak apabila
mungkin, dan jika tidak maka dari selain keluarga kedua belah pihak dari
orang yang dianggap memiliki kompetensi mendamaikan, dan kedua
hakam tersebut diberi tenggang waktu dalam menjalankan tahkimnya
selama tidak lebih dari (enam puluh) hari dari tanggal penentuan
keduanya.

Dalam Maddah berikutnya, yaitu Maddah 110 dijelaskan mengenai tugas
hakam yaitu mendengarkan kedua belah pihak, menganalisis sebab perselisihan,

dan mengupayakan perdamaian. Bunyi Maddah 110 adalah sebagai berikut,
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Kedua hakam mendengarkan secara seksama kedua pasangan suami
isteri, menyelidiki secara mendalam sebab-sebab perselisihan dan
mengerahkan segenap upayanya untuk mendamaikan pasangan tersebut
dan penolakan salah satu dari kedua pasangan suami isteri untuk
berinteraksi dengan kedua hakam tidak mempengaruh mekanisme kerja
kedua hakam.

Apabila segenap upaya yang dikerahkan hakam untuk mendamaikan

kedua pasangan suami isteri tersebut gagal maka sebagaimana bunyi Maddah 111,
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Apabila kedua hakam gagal mendamaikan kedua pasangan suami isteri,
maka keduanya menyatakan pendapatnya tentang pemisahan pasangan
suami isteri tersebut dengan imbalan ganti atau tanpanya. imbalan ganti
yang dibayarkan isteri dalam semua keadaan harus tidak lebih dari mahar,
dan kedua hakam mengajukan pernyataan ke pengadilan yang mencakup
seluruh upaya yang dilakukan dalam rangka mendamaikan pasangan
suami isteri dan pendapat kedua hakam yang paling akhir disertai
rekomendasi paling mungkin yang dapat menjadi sandaran.

Apabila suami menghalangi perceraian baik dengan talak atau khuluk

maka pengadilan dapat menjalankan fasakh sebagaimana yang diatur dalam

Maddah 112,
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1. Pengadilan dapat memutuskan dengan fasakh akad perkawinan
sewaktu isteri meminta memfasakhnya sebelum dukhul atau khalwah,
sedangkan suami mencegah untuk mentalak atau mengkhuluk isterinya,
isteri tersebut mengembalikan mahar yang ada ditangannya, dan sulit
terjadi perdamaian diantara keduanya

2. Apabila permohonan isteri memfasakh akad perkawinan sebelum
dukhul atau khalwah karena sebab yang kembali kepada dirinya maka ia
wajib mengembalikan mahar, dan dengan permohonannya ia
mengembalikan biaya yang diberikan suami untuk perkawinan, sewaktu
suami memintanya.

Apabila isteri meminta fasakh akad perkawinan sedangkan suami
menghalangi pemutusan hubungan perkawinan maka pengadilan dapat

mengabulkan keinginan isteri tersebut setelah suami setuju terhadapnya dengan

181 Maddah 111 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
182 Maddah 112 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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syarat isteri tersebut mengembalikan mahar yang telah diterimanya, dan sewaktu
pengajuan fasakh akad perkawinan sebelum dukhul atau khalwah mengharuskan
isteri tersebut mengembalikan biaya yang dikeluarkan suami untuk perkawinan
sewaktu suami memintanya, dalam hal ini terdapat tujuan keadilan baik
dinisbatkan kepada isteri yang tidak menghendaki hidup berdampingan bersama

suaminya dan tidak dapat akur, sekaligus bagi suami dalam meminta kembali

maharnya beserta biaya urusan perkawinan.'?

Menginjak pada sebab fasakh berikutnya adalah Maddah 113 yang

berbunyi,
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Pengadilan harus memfasakh akad perkawinan berdasarkan permohonan
isteri di dalam dua keadaan berikut ini:
1. Apabila suami bersumpah tidak menggauli isterinya selama lebih dari
empat bulan, sepanjang suami belum merujuk kembali sumpahnya
sebelum habisnya empat bulan.
2. Apabila suami menghalangi dirinya untuk menggauli isteri selama
lebih dari empat bulan tanpa alasan syar’i.

Sebab fasakh selanjutnya adalah keghaiban suami dari isteri yang diatur

dalam dua Maddah berikutnya yaitu Maddah 114 dan 115 sebagai berikut,
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183 al-Bukhart, “Tahqiq, 324.
184 Maddah 113 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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Sepanjang ghaibnya suami bukan karena pekerjaan, isteri dapat
mengajukan fasakh akad perkawinan disebabkan ghaibnya suami yang
diketahui negara atau tempat tinggalnya jika ia ghaib dari istrinya selama
tidak kurang dari (empat) bulan, meskipun suami memiliki harta yang
dapat memenuhi nafkah, isteri tidak diputuskan dengan fasakh akad
perkawinan melainkan setelah memberikan peringatan kepada suami :
adakalanya peringatan tersebut agar suami tinggal bersama isterinya atau
mengajak pindah isterinya bersamanya atau mentalaknya, dengan
tenggang waktu tidak lebih (seratus delapan puluh) hari dari tanggal
peringatannya.
Isteri dapat mengajukan fasakh akad perkawinan disebabkan hilang atau
ghaibnya suami jika suami tidak diketahui negara atau tempat tinggalnya,
sedangkan pengadilan tidak memutuskan fasakh akad perkawinan
melainkan setelah berlalunya waktu yang telah ditentukan olehnya, yaitu
tidak kurang dari (setahun) dan tidak lebih (dua tahun) dari tanggal
hilang atau ghaibnya suami.

Maddah tersebut mengandung tujuan keadilan yang terletak pada sisi
keabsahan penjatuhan talak suami yang ghaib, karena jika kehadirannya menjadi
persyaratan jatuhnya talak maka pihak perempuan akan menderita kerugian, dan
termasuk manifestasi prinsip kemudahan bagi umat adalah diperbolehkannya
orang dalam keadaan demikian kemungkinan terjadinya talak padanya.'®’

C. Regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi ditinjau dari Fikih
Siyasah Yusuf al-Qaradawi
Dalam melakukan pembahasan dan analisis terhadap regulasi perceraian

di Indonesia dan Arab Saudi ini, penulis tidak akan membahas seluruh bagian

185 Maddah 114 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
186 Maddah 115 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
187 al-Bukhart, “Tahqiq, 325.
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Maddah dalam Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Ragm @ Mim/73 al-Tarikh :
6/8/1443 H dan pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam akan tetapi hanya membahas persoalan tertentu dalam perceraian
yang bersifat problematis karena memunculkan dualisme hukum. Persoalan yang
memunculkan dualisme hukum dalam regulasi perceraian dalam pembahasan ini
adalah persoalan perceraian berupa talak yang harus dilangsungkan di depan
Pengadilan atau dicatatkan di depan pihak tertentu dan persoalan talak sekaligus.
1. Persaksian Talak di depan Pengadilan dan Pencatatan di depan pihak
yang berwenang

Di Arab Saudi, regulasi yang mengatur perceraian khususnya bab 3 yang
menerangkan tentang perceraian tidak menyebutkan bahwa talak harus di
langsungkan di depan Pengadilan. Akan tetapi yang ditemukan justru regulasi
mengenai perceraian harus dicatatkan di depan pihak tertentu yang memiliki

kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Maddah 90
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Suami wajib mencatatkan talak di depan pihak yang berwenang -sesuai
tindakan-tindakan yang mengatur hal tersebut- dan pencatatan tersebut
dilakukan di sela-sela waktu paling lambat (15) hari sejak terjadinya

talak bain, pencatatan tersebut tidak melanggar hak isteri dalam
mengajukan tuntutan itsbat talak.

188 Maddah 90 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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Pemahaman yang diperoleh secara tekstual dari Maddah 90 tersebut
menunjukkan bahwa pelangsungan talak tidak membutuhkan intervensi
pengadilan. Maddah tersebut hanya mewajibkan talak dicatatkan di depan pihak
tertentu. Meskipun seandainya telah melakukan talak tanpa dicatatkan di depan
pihak tertentu maka talaknya tetap sah, dengan catatan harus mencatatkan
setelahnya dengan batas waktu paling lambat 15 hari setelah terjadinya talak ba’in.
Hal ini bukan berarti meniadakan intervensi Pengadilan sama sekali karena
intervensi Pengadilan terhadap pelaksanaan talak dalam Nizam al-Ahwal al-

Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H tetap masih ada.

Talak di depan Pengadilan secara implisit tercantum dalam pembahasan
mengenai akibat hukum perceraian dalam Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-

Ragm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H yang menyatakan,

Maddah tersebut berbicara mengenai permulaan hitungan masa iddah
yang salah satunya adalah iddah isbat talak yang mengandung sengketa bahwa
perhitungannya dimulai semenjak tanggal penetapannya di depan Pengadilan. Ini
mengisyaratkan bahwa peluang terjadinya talak di depan Sidang Pengadilan
dalam regulasi perceraian di Arab Saudi masih ada meskipun hanya terbatas

dalam talak yang mengandung sengketa saja.

Dari regulasi tersebut dapat dipahami bahwa talak sebagai salah bentuk

perceraian di Arab Saudi tersebut relatif tidak memunculkan problem secara fikih

189 Maddah 118 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
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karena talak tidak harus dilangsungkan di depan sidang Pengadilan namun boleh
dilakukan tanpa intervensi pengadilan dan hanya wajib dicatatkan di depan pihak
tertentu paling lambat 15 hari setelah terjadinya talak ba’in dan disyaratkan bukan
talak yang mengandung sengketa. Berbeda halnya dengan regulasi perceraian di
Indonesia yang mengharuskan terjadinya talak di depan sidang Pengadilan yang
secara fikih dianggap baru dan bertentangan dengan kitab-kitab fikih yang
menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi di berbagai tempat, dengan kalimat
yang terang ataupun implisit, atau diucapkan secara serius atau hanya gurauan
belaka.!” Ini menunjukkan bahwa ketentuan talak dalam regulasi Indonesia
diduga tidak kompatibel dengan ketentuan yang ada di fikih, karena ketentuan
talak dalam regulasi tersebut seolah-olah melakukan pengkhususan talak yang sah
hanya di depan Pengadilan. Oleh karena itu ketentuan tersebut menimbulkan
konflik penentuan keabsahan talak secara regulasi dan fikih dan berlanjut akan
berimplikasi pada pertentangan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan

talak.

Pertentangan tersebut akan semakin jelas apabila diilustrasikan dalam
sebuah contoh kasus seseorang yang menjatuhkan talak sekaligus yang terjadi di
luar pengadilan, kemudian jika seseorang tersebut mengajukan talak tersebut ke
Pengadilan maka ia harus menyatakan ikrar talak lagi di depan sidang Pengadilan
tanpa menganggap adanya talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan. Dari
ilustrasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi kesenjangan antara jumlah

talak menurut fikih dengan regulasi negara karena dalam pandangan fikih, talak

19 Mohamad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, Fikih Responsif (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2017), 215.
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sekaligus di luar Pengadilan tersebut sah dan terhitung jatuh sekaligus sehingga
jumlah talak yang dianggap sah dan terjadi adalah jumlah talak di luar Pengadilan
ditambah dengan talak yang diikrarkan di depan Pengadilan. Sedangkan dalam
pandangan regulasi, yang jatuh dan dianggap sah hanyalah ikrar talak yang
dilakukan di Pengadilan sehingga jumlah talak yang terhitung masih dianggap

satu kali.

Di Indonesia regulasi yang mengatur perceraian secara pasti ditemukan
di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal
39 ayat (1) yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”.!”! Dari pasal ini dapat dipahami bahwa
perceraian dalam bentuk apapun, termasuk cerai talak harus dilangsungkan di
depan Sidang Pengadilan yang berarti talak diluar Sidang Pengadilan tidak diakui

atau dapat dianggap tidak sah secara undang-undang.

Selaras dengan Undang-undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang talak di
depan sidang Pengadilan yaitu dengan memahami pasal per pasal secara
sistematis dimulai dari Pasal 113 yang berbunyi, “ Perkawinan dapat putus
karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan”.!”> Kemudian
pada Pasal 114 selanjutnya menerangkan tentang Perceraian yaitu, “ Putusnya

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau

191 Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
192 Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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berdasarkan gugatan perceraian”.!”® dilanjutkan Pasal 117 yang menerangkan

(13

tentang talak yaitu, “...ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131”.!%* Dari hal ini diperoleh kesimpulan
akhir bahwa talak harus dilaksanakan di depan Sidang Pengadilan. Oleh karena itu

juga menimbulkan pemahaman kebalikan bahwa talak yang dilakukan di luar

Sidang Pengadilan tidak diakui oleh Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan talak di depan Sidang Pengadilan ini merupakan produk
pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pola hidup berbangsa dan bernegara
khususnya dalam masalah perkawinan. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak
umat Islam yang tidak patuh terhadap regulasi tersebut. Masih banyak dari mereka
yang menempuh jalur penyelesaian perceraian di luar Pengadilan atau tidak
memiliki alasan yang cukup untuk bercerai di Pengadilan, sehingga mengambil
jalan pintas, yaitu bercerai di luar Pengadilan, karena mereka menganggap yang
demikian telah sah menurut agama atau fikih. Oleh karena itu dalam pandangan
mereka mengesankan bahwa telah terjadi dualisme hukum dalam pengaturan talak,
yaitu hukum agama dan hukum negara. Sah menurut hukum agama belum tentu
sah menurut hukum negara, demikian pula sebaliknya atau dengan kata lain

hukum negara belum tentu syar’i dan hukum syar’i belum tentu hukum negara.

Pandangan yang menganut dualisme tersebut selama ini terus

dipertahankan oleh sebagian kalangan dan diterima begitu saja tanpa dilakukan

193 Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

194 Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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penelusuran mendalam terlebih dahulu. Oleh karena itu perlu dilakukan
peninjauan kembali terhadap kebenaran pandangan dualisme ini. Dalam rangka
menelusuri kebenaran pandangan tersebut maka dilakukan langkah-langkah
penelusuran dan penelitian terhadap landasan dasar dari regulasi ketentuan
tersebut melalui penggabungan dua metode ijtihad kontemporer berupa metode
ijjtihad intiga’i, yaitu menelusuri pandangan-pandangan ulama terdahulu yang
sesuai atau mendekati ketentuan talak yang dipilih oleh Imam dan metode ijtihad
insya’i, yaitu menelusuri kesimpulan hukum baru yang menjadi penambal atau
penambahan dari produk hukum ulama terdahulu yang telah dipilih oleh Imam!'®
dan metode tersebut dilakukan dalam kerangka besar teori siyasah syar’iyah

sebagai batu uji kesyar’iyan regulasi penguasa atau Imam.

Mengacu pada metode ijtihad kontemporer tersebut yaitu metode
gabungan ijtihad intiqa’l dan insya’i yang pertama dilakukan adalah menerapkan
analisis melalui metode intiga’i atau mengumpulkan dan mencari pandangan-
pandangan ulama sebelumnya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya
dalam kasus persaksian talak. Dalam konteks ini terdapat dua kecenderungan
mengenai persaksian talak. Kecenderungan pertama mengandung dua
pandangan yang berbeda mengenai hukum persaksian talak ini. Pandangan
pertama menyatakan bahwa persaksian dalam talak tidak wajib. Pandangan ini
merupakan pandangan Abu Hanifah, pandangan terkenal Imam Malik dan salah
satu pandangan Imam Syafii. Dalil yang mereka pergunakan dalam melandaskan

pandangan hukumnya adalah ayat 2 surat al-Talaq yang berbunyi,

195 Kasuwi Saiban, Metode Penetapan Hukum Islam (Malang : Setara Press, 2019), 112.
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Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah
diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan baginya jalan ke luar.!”®

Dalam menafsiri ayat ini, khususnya penggalan ayat bigfifj al-

Zamakhsyari menyatakan,”.... dan persaksikanlah semuanya yaitu ketika rujuk

dan berpisah. Persaksian ini dianjurkan menurut Abu Hanifah sebagaimana

firman Allah (..f:uu 15 1 514“»\3 (dan persaksikanlah apabila kamu sedang berjual

beli). Sedangkan Al-Syafi’i berpandangan bahwa persaksian itu wajib dalam

rujuk dan hanya dianjurkan dalam perceraian. Alasan persaksian tersebut

dianjurkan adalah mencegah terjadinya peristiwa saling mengingkari dan juga

untuk menghindarkan tuduhan karena mempertahankan hubungan perkawinan

dengan istri dan agar salah satu pasangan tidak meninggal kemudian pasangan

yang lain mengklaim adanya hubungan perkawinan agar ia dapat mendapatkan

warisan dari yang lain.'”’

196 Mujamma’ al-Malik Fahd li Tiba’at al-Mushaf al-Syarif, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 945.

197 Abii al-Qasim Mahmiid bin ‘Amr bin Ahmad al-Zamakhsyari Jarullah, al-Kassyaf ‘An Haqaiq
Gawamid al-Tanzil, Juz 4 (Beirut : Dar al Kitab al-’Arabi, 1407 H), 555. ; Abu ‘Abdillah
Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husayn al-Taymi al-Razi Fakhruddin al-Razi Khatib
al-Ray, Mafatth al-Gayb al-Tafsir al-Kabir, Juz 30 (Beirut :Dar Thya’ al-Turas al-’Arabi, 1420 H),

562.
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Dalam tafsir al-Alusi dalam ayat yang sama menafsirkan L;y | 3%,% 9

g

r§~« J,\; yaitu “persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu

ketika rujuk jika kalian menghendaki rujuk atau persaksikanlah perceraian jika
kalian menghendakinya dalam rangka membebaskan diri dari kecurigaan dan

untuk menyelesaikan perselisihan. Perintah ini merupakan perintah anjuran

sebagaimana firman Allah (,_f,_,u 15) \jigjijj (dan persaksikanlah apabila kamu

sedang berjual beli). Sehubungan dengan ayat ini, Al-Syafii dalam pendapat

lamanya mengatakan bahwa perintah persaksian itu wajib dalam rujuk.'*®

Dari penafsiran yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dipahami
bahwa perintah mempersaksikan talak merupakan perintah yang tidak wajib dan
hanya merupakan anjuran. Sementara itu pandangan kedua yang masih dalam
lingkup kecenderungan pertama menyatakan bahwa hukum persaksian talak dan

rujuk adalah wayjib.
Pandangan kedua ini memahami perintah ayat +Cs Jde (593 big.fifj

sebagai perintah wajib mempersaksikan talak dan rujuk, akan tetapi seandainya
telah melakukan talak tanpa dipersaksikan dan melakukan rujuk tanpa
dipersaksikan maka talak dan rujuknya dianggap sah, namun harus

mempersaksikannya setelahnya. Pandangan ini merupakan pandangan Ibnu

198 al-Bagdadi, Rithul, 330.
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‘Abbas,'” Yahya bin Bukayr dari kalangan Malikiyah, al-Syafi’1 dalam salah satu

gaulnya, Ahmad bin Hanbal dalam salah satu qaulnya,?® dan riwayat dari Tawis,

Abi Qilabah dan Ata’?"!, disebutkan dalam Sunan Ibni Majah
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Artinya : ‘Imran bin al-Husain ditanya mengenai seorang laki-laki yang
mentalak isterinya, kemudian mengumpulinya tanpa mempersaksikan talaknya
dan rujuknya, maka ia menjawab : engkau telah mentalak dengan cara yang tidak

sunnah, dan engkau telah merujuknya dengan cara yang tidak sunnah,
persaksikanlah talaknya dan rujuknya.

Kecenderungan selanjutnya adalah kecenderungan kedua yang
merupakan pendapat ulama dari kalangan Syi’ah atau Ahlul Bait yang
melandaskan pandangan hukum mereka melalui dasar hukum yang sama dengan
kalangan yang menganggap persaksian talak hanya dianjurkan. Dasar hukum

tersebut adalah surat al-Talaq ayat 2 yang telah disebutkan di awal pembahasan.

Bagi kalangan yang menyatakan persaksian sebagai syarat sah talak
menafsirkan ayat ini sebagaimana lahiriahnya. Al Tabarsi menduga bahwa
lahiriah dari ayat tersebut adalah perintah mempersaksikan talak. Pendapat ini

diriwayatkan dari para Imam Ahlul Bait yaitu perintah mempersaksikan itu wajib

199 Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Galib al-AmilT Abt Ja’far al-Tabari, Jami’ al-
Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an, Juz 23 (t.t. : Muassasat al-Risalah, 2000), 444.

200 Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir bin ‘Asyir al-Tiinis1, al-Tahrir
wa al-Tanwir, Juz 28 (Tunisia : al-Dar al-Ttnisiyah li al-Nasyr, 1984), 3009.

201 Ahmad bin ‘Ali Abil Bakr al-Razi al-Jassas al-Hanafi, Ahkam al-Qur’an, Juz 5 (Beirut : Dar
Thya’ al-Turas al-’Arabi, 1405 H), 350.

202 3]-Qazwini, Sunan, 652.
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dan merupakan syarat sah dalam talak,?®* kemudian pandangan ini berkembang
dikalangan ulama kontemporer menjadi pandangan yang mewajibkan persaksian
talak di hadapan pencatat resmi yang menjadi tempat bergantungnya keabsahan
talak. Orang-orang yang berpandangan demikian ini adalah ‘Abdullah Ibrahim
Zaid al-Kilani, al-Syaikh Mustafa al-Zarqa’?%, al-Syaikh Ahmad Muhammad
Syakir,?” ‘Abdurrahman al-$abuni, 2% al-Syaikh Muhammad Abu Zahrah,??7 al-

Syaikh ‘Alf al-Khafif,?%® dan al-Ustaz Mahmid al-Sartaw1.?%

Pandangan kedua inilah yang dinilai dekat dengan ketentuan yang ada
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang
menentukan bahwa persaksian talak harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa regulasi tersebut memiliki
kecenderungan pada pandangan Ahlul Bait dan beberapa fukaha kontemporer
sebelumnya dengan sedikit modifikasi yang menekankan talak harus
dipersaksikan di depan sidang pengadilan. Inilah yang disebut dengan ijtihad
itiga’i, yaitu menentukan salah satu pandangan dari berbagai pandangan yang ada

yang lebih mendekati ketentuan yang ada dalam regulasi penguasa. Sedangkan

203 a]-Bagdadi, Riihul, 330.

204 <Abdullah Ibrahim Zaid al-Kilani, al-Siyasah al-Syar’iyah Madkhal I1a Tajdid al-Khitab al-
Islam1 (‘Amman : Markaz Ma’rifat al-Insan, 2019), 244.

205 Ahmad Muhammad Syakir, Nizam al-Talaq Fi al-Islam, (Kairo :Maktabah al-Sunnah, t.th), 80-
81.

206 < Abdurrahman al-Sabiin1, Mada Hurriyyat al-Zawjayn Fi al-Talaq Fi al-SyarT’ah al-Islamiyah
(Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 481.

207 Zahrah, al-Ahwal, 368.

208 a]-Syaikh ‘Al al-Khafif, Furaq al-Zawaj Fi al-Mazahib al-Islamiyah (Kairo : Dar al-Fikr, 2008),
126.

209 g]-Sartawi, Figh, 196
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untuk menelusuri landasan dasar dari modifikasi pandangan tersebut dapat

ditelusuri melalui ijtihad insya’l.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran terhadap landasan
dasar dari pelengkap atau modifikasi yang ditentukan regulasi tersebut.
Penelusuran tersebut dilakukan dengan metode insya’i yaitu dengan menelusuri
pelengkap atau penambahan hukum dari pandangan Ahlul Bait yang asli berupa
ketentuan mempersaksikan talak secara mutlak yang kemudian dilengkapi dengan
keharusan mempersaksikan talak di depan sidang Pengadilan. Meskipun
Keharusan persaksian di waktu dan tempat tertentu dalam talak tidak memiliki
justifikasi yang sarih dari nas namun ia mendapatkan justifikasi dari beberapa
penafsiran yang dilakukan oleh para ahli tafsir mengenai ayat 2 surat al-Talaq.
Terlepas dari para penafsir tersebut menentukan wajib atau tidaknya persaksian
talak namun ketika menafsirkan persaksian dalam ayat tersebut yang segera
muncul di benak para penafsir adalah persaksian tersebut lebih layak dilakukan di
tempat tertentu, yaitu depan penguasa atau hakim. Misalnya dalam tafsir al-
Fayriiz Abadi dalam menafsirkan ayat tersebut, “Persaksikanlah talak dan rujuk
dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu yaitu dua laki-laki yang merdeka
beragama Islam, adil dan diridhai dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu
karena Allah, yaitu tegakkanlah kesaksian itu karena Allah dihadapan para

penguasa.”?!?

210 Majduddin Aba Tahir Muhammad bin Ya’qiib al-Fayriiz Abadi, Tanwir al-Migbas Min Tafsir
Ibni ‘Abbas (Beirut : Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, t.th.), 475.
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Dalam tafsir yang lain juga memberikan kesan yang sama, ‘“dan
persaksikanlah wahai para pasangan suami isteri dengan dua orang yang adil
ketika mentalak dan merujuk agar dapat memutus terjadinya perselisihan,
persaksian ini dianjurkan menurut Abu Hanifah dan wajib menurut al-Syafii
dalam rujuk, sedangkan dalam perceraian hanya dianjurkan. Hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu karena Allah, yaitu tunaikanlah kesaksian yang kamu
bawa di depan para penguasa wahai para saksi karena mengharapkan ridha Allah

semata.”?!!

Dalam tafsir al-Samarqandi dinyatakan, “Persaksikanlah dengan dua
orang saksi yang adil, yaitu persaksikanlah talak dan rujuk sedangkan persaksian
itu hanya dianjurkan. Ada yang mengatakan, persaksikanlah pernikahan yang
akan datang. Apabila ia menghendaki persaksian dalam talak dan rujuk maka
hukum persaksiannya itu dianjurkan. Oleh karena itu, seandainya ia
meninggalkan persaksian dalam rujuk maka talak dan rujuknya tetap sah. Jika ia
menghendaki persaksian dalam pernikahan, maka itu wajib karena tidak ada
pernikahan tanpa saksi. Kemudian Allah berfirman, hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu karena Allah, yaitu wahai para saksi sampaikanlah kesaksian itu di
depan penguasa dengan adil berdasarkan persaksian karena adanya hak Allah dan

29212

sebab perintahNya.

Dan dalam tafsir al-Munir lebih jelas lagi menyatakan,”persaksikanlah

dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan tegakkanlah persaksian

21 Muhammad bin ‘Umar Nawawi al-Jaw1 al-Bantani al-Tanari, Marah Labid Li Kasyf Ma’na al-
Qur’an al-Majid, Juz 2 (Beirut :Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1417 H), 536.

212 Abii al-Lays Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Samarqandi, Bahrul ‘Ultim, Juz 3
(tt.:t tp, t.th.), 461.
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karena Allah, yaitu persaksikanlah rujuk jika kamu merujuk atau persaksikanlah
perceraian jika kamu bercerai dalam rangka menyelesaikan perselisihan atau
menambal kekurangan dalam materi persengketaan atau pengingkaran, dan
tunaikanlah kesaksian wahai para saksi dan berikanlah persaksian itu karena Allah
dan dalam rangka mendekatkan diri kepadaNya dengan menunjukkan kebenaran
tanpa memihak atau basa-basi kepada dua pihak yang sedang bersengketa dari
pihak yang memiliki persaksian dan pihak yang dipersaksikan. Perintah
persaksian atas rujuk dan perceraian ini dianjurkan. Perintah ini dianjurkan
menurut para Imam empat Mazhab dan dalam qawl jadid menurut al-Syafi’l

Z
=
\/

sebagaimana perintah anjuran dalam firman Allah (.:Qub 15 }ig,;

(persaksikanlah apabila kamu sedang berjual beli) dan dalil yang
memalingkannnya dari perintah wajib adalah adanya ijma’ yang menyepakati
ketiadaan kewajiban dalam mempersaksikan ketika talak dan merujuk. Firman
Allah : Hendaklah kamu tegakkan kesaksian karena Allah, merupakan dalil

wajibnya menyampaikan kesaksian dihadapan para hakim dalam seluruh hak.”?!3

Dari seluruh penafsiran tersebut menjadi jelas mengenai perintah
persaksian atas talak yang pada awalnya masih bersifat umum dan terhalang

pengamalannya sebagaimana dikatakan dalam kaidah usul*'* = je= Y 2l of

aaass o8 ol |8 ages B a4 Gl (Perintah yang Am tidak boleh

213 Wahbah bin Mustafa al-Zuhayli, al-Tafsir al-Munir Fi al->’Aqidah Wa al-Syari’ah Wa al-
Manhaj, Juz 28 (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1418 H), 271.

214 Muhammad Abii al-Niir Zuhayr, Usil al-Figh, Juz 2 (t.t.: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-
Turas, t.th.), 216.
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dipegangi dalam keumumannya sebelum mencari hal yang dapat
mengkhususkannya). Dari penafsiran-penafsiran yang dipaparkan sebelumnya
menjadi jelas tempat dan waktu persaksian tersebut yaitu di depan para penguasa
atau para hakim. Hal ini termasuk jenis takhsis berdasarkan urf amali yang dalam

mazhab Hanafiyah dapat mengkhususkan keumuman suatu lafaz.?!>

Apabila argumen pandangan tersebut masih dianggap kurang kuat untuk
mewajibkan persaksian talak di depan Pengadilan maka langkah imam atau
penguasa mengadopsi pandangan tersebut dalam suatu ketentuan berupa peraturan
perundang-undangan atau hukum positif dapat mencukupi untuk menaikkan status
hukumnya dari bersifat anjuran menjadi wajib sebagaimana ungkapan yang

termaktub dalam kitab Nihayatuz Zayn,

Lle dodas 4 OIS 0L C\.m.: J.AT Olg ory alkiey J.»T 1309 as9>r9 Niyt =g J.»T 13)
21641 ad d>las Y CL» ji ojjg.eji S /J 130 Lo Oy g Ol 2 45

Apabila imam atau penguasa memerintahkan sesuatu yang wajib maka
kewajiban itu semakin kukuh, jika ia memerintah sesuatu yang
dianjurkan maka perintah itu menjadi wajib dan jika ia memerintahkan
sesuatu yang boleh, apabila perkara yang boleh itu mengandung
kemaslahatan umum seperti larangan merokok maka perintah itu menjadi
wajib. Berbeda halnya jika imam memerintahkan perkara yang
diharamkan, makruh atau mubah yang tidak mengandung kemaslahatan
sama sekali.

Oleh karena itu berdasarkan ‘ibarah tersebut dapat diderivasikan suatu
pemahaman khusus mengenai keharusan mentaati penguasa dalam regulasi talak
yang mengharuskan penjatuhannya di depan Sidang Pengadilan. Perintah tersebut

harus ditaati karena regulasi tersebut mengandung pertimbangan kemaslahatan

215 Zuhayr, Usil, 257.
216 Muhammad bin ‘Umar Nawawi al-Jaw1 al-Bantani al-Tanari, Nihayatuz Zayn (Beirut :Dar al-
Fikr, t.th.), 112.
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yang besar, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan mempertahankan,
menjamin dan melindungi hak-hak pribadi, perempuan, pasangan suami dan isteri

serta anak-anak.

Inilah wujud intervensi imam atau penguasa dalam suatu tindakan
hukum tertentu yang dalam teori siyasah lazim disebut ra’yu atau pandangan
imam. Sedangkan yang dimaksud ra’yu imam dalam konteks ini adalah beberapa
217

ketentuan hukum, pendirian imam atau keputusannya dalam soal-soal tertentu,

yaitu dalam persoalan mekanisme penjatuhan talak.

Dalam rangka mengamalkan ra’yu imam tersebut, perlu diperhatikan
indikator-indikator dalam teori siyasah syar’iyah yang menerangkan bidang-
bidang yang menjadi sasaran pengamalan ra’yu. Berdasarkan pandangan al-Imam
al-Banna, Yusuf al-Qaradhawi menentukan sasaran pengamalan ra’yu imam
dalam tiga bidang, yaitu dalam bidang yang tidak memiliki ketentuan nas hukum,
kemudian dalam bidang yang mengandung banyak perspektif dan terakhir dalam

bidang yang mendatangkan kemaslahatan umum.?!®

Dalam pengamatan penulis, penjatuhan talak di depan sidang Pengadilan
dapat dikategorikan dalam bidang persoalan yang tidak memiliki nas hukum
tertentu meskipun secara umum memiliki dalil atau nas umum?! yang
memerintahkan persaksian talak secara mutlak. Dalil umum tersebut adalah surat

al-Talaq ayat 2,

217
218
219

al-Qaradawri, al-Siyasah, 56.
al-Qaradawrt, al-Siyasah, 45.
al-Qaradawrt, al-Siyasah, 77.
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Artinya :...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah....

Oleh karena ayat tersebut datang dalam bentuk umum maka yang dapat
diambil dari ayat tersebut adalah prinsip pokok atau kaidah-kaidahnya, sedangkan
dalam teknis perincian serta penerapannya diserahkan kepada ijtihad para
mujtahid.??° Dalam konteks ini, para mujtahid sebelumnya telah berijtihad dalam
menentukan hukum persaksian talak. Hasilnya adalah dua kecenderungan dengan
tiga pandangan yang menetapkan hukum persaksian adalah wajib meskipun
persaksiannya dapat dilakukan belakangan, atau hanya dianggap anjuran dan
pandangan lain yang menyatakan bahwa talak harus dipersaksikan. Dalam
menentukan pandangan yang dijadikan ketentuan pasti ini, jika Imam merupakan
pakar dalam ijtihad, memilih dan menggunggulkan pendapat, maka ia harus
memilih beberapa pendapat dan ijtihad yang menurutnya memiliki dalil yang
paling unggul dan paling lurus serta yang diyakini dapat lebih mendekatkan
terwujudnya tujuan-tujuan syara’ dan kemaslahatan hamba.??'Dalam konteks ini,
pemilihan imam dan ijtihadnya terhadap pandangan yang mensyaratkan
persaksian talak di depan sidang Pengadilan mengisyaratkan bahwa pandangan
yang dipilih dan dilengkapi imam tersebut merupakan pandangan yang paling

maslahah (aslah) menurut imam.

Mengacu pada argumentasi-argumentasi sebelumnya dapat disimpulkan

bahwa penentuan Imam pada pandangan yang mengharuskan talak dilangsungkan

220
221

al-Qaradawrt, al-Siyasah, 77.
al-Qaradawri, al-Siyasah, 87.
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di depan sidang pengadilan sebagai suatu aturan perundang-undangan dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Nomor
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan prinsip-

prinsip teori siyasah syar’iyah.

Begitu pula dengan regulasi perceraian Arab Saudi melalui Nizam al-
Ahwal al-Syakhsiyyah al-Ragm :@ Mim/73 al-Tarikh :@ 6/8/1443 H yang
menentukan talak harus dicatatkan di depan pihak tertentu paling lambat 15 hari
setelah terjadinya talak ba’in, dianggap telah sesuai dengan prinsip-prinsip teori
siyasah syar’iyah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari cara imam menentukan
salah satu pandangan diantara beberapa pandangan yang lain dalam persoalan
persaksian talak yang multiperspektif, serta kedekatan pandangan imam tersebut
dengan pandangan yang menyatakan bahwa talak wajib dipersaksikan meskipun
persaksian itu terjadi setelah dilakukan talak terlebih dahulu.??? Dapat disimpulkan
bahwa regulasi Saudi menganut pandangan kedua dalam kecenderungan pertama

yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dengan demikian, penentuan imam pada pandangan yang menentukan
talak harus dipersaksikan di Pengadilan atau penentuan imam pada pandangan
yang mengharuskan mencatatkan talak dengan tenggang waktu tertentu dianggap
telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar’iyah. Oleh karena itu pendapat
imam yang telah menjadi regulasi tersebut secara syara’ wajib ditaati dan
mengikat secara sah, sehingga pelaksanaan terhadap regulasi tersebut dianggap

ibadah di sisi Allah dan harus dipatuhi sebagaimana pandangan ulama’ hanafiyah

222 3]-Kilani, al-Siyasah, 240.
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generasi akhir yang menyebutkan bahwa seandainya imam membuat suatu aturan
dalam keadaan harga barang-barang naik, masa pandemi atau musim paceklik
agar rakyatnya berpuasa sehari misalnya, maka mereka wajib secara agama untuk
mempuasainya, dan itu merupakan bentuk ibadah di sisi Allah, dan tidak

diperkenankan melanggarnya tanpa alasan yang jelas.???

2. Talak sekaligus atau yang disertai bilangan atau berulang-ulang dalam

satu majelis

Talak yang disertai bilangan atau berulang-ulang dalam satu majelis
adalah talak yang dijatuhkan dengan cara menyertakan jumlah talak yang jatuh

atau dengan cara menyatakan talak berulang-ulang dalam satu peristiwa. Contoh

talak yang diiringi bilangan adalah UM sl sl “kamu tertalak tiga” atau talak

yang dinyatakan berulang-ulang @b il (b <3l (3l <3l “kamu tertalak,

kamu tertalak, kamu tertalak”.??*

Sehubungan dengan hal ini, Indonesia telah membuat ketentuan tentang
perceraian dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.”??> Sedangkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan,

“Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan

223 Yiisuf al-Qaradawi, Madkhal Li Dirasat al-Syar’ah al-Islamiyah, (Beirut : Mu’assasat al-
Risalah, 1993), 91.

224 ¢ Amru, al-Siyasah, 144.

225 Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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Pengadilan.”??

kemudian diatur dalam Pasal 114 berikutnya, “Putusnya
perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau
berdasarkan gugatan perceraian.”??’ dan terakhir diatur dalam Pasal 115 dan 117,
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.”??® dan “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan
Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara

sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.72%

Dari Pasal-pasal sebelumnya, baik dari Undang-undang Perkawinan
maupun Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa perceraian itu hanya
terjadi jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan
Agama gagal dalam upayanya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila
telah memenuhi ketentuan tersebut maka talak dapat terjadi menurut Undang-

undang.

Ketentuan talak tersebut mengharuskan suami jika bermaksud
menjatuhkan talak atas isterinya harus menempuh proses peradilan, dan agar sah
harus diikrarkan di depan majelis sidang Pengadilan Agama. Apabila talak
tersebut dijatuhkan di luar persidangan meskipun dijatuhkan secara sekaligus baik
dengan cara talak yang diiringi jumlah talak atau talak diulang berkali-kali dalam
satu tempat maka talak tersebut tetap tidak sah secara undang-undang selama

tidak dijatuhkan melalui proses peradilan di depan sidang Pengadilan.

226 Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
227 Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
228 Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
229 Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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Ketentuan tersebut dianggap sebagian kalangan memicu dualisme hukum
dalam penjatuhan talak. Suatu ilsutrasi yang dapat memperjelas wujud dualisme
hukum tersebut adalah apabila diandaikan telah terjadi talak sekaligus atau
mengulang-ulang kata talak dalam satu peristiwa maka secara fikih talak tersebut
telah jatuh sesuai jumlah yang disebutkan atau yang diulang-ulang. Semisal telah
terjadi dua talak sekaligus di luar pengadilan kemudian suami meresmikan talak
tersebut dalam ikrar talak di depan pengadilan, karena talak di luar pengadilan
tidak dianggap sah oleh undang-undang, maka talak di luar pengadilan tidak dapat
dicatat dan tidak valid sehingga talak tersebut menurut undang-undang baru jatuh
satu sesuai ikrar dalam sidang, berbeda halnya dengan hitungan fikih, maka secara
fikih talak tersebut telah jatuh tiga kali atau menjadi talak ba’in. Hal ini
mengisyaratkan adanya timpang tindih regulasi peraturan perundang-undangan
dengan regulasi fikih yang hidup di masyarakat. Sedangkan di Indonesia sampai
saat ini belum ada aturan yang tegas yang mengatur tentang penjatuhan talak
sekaligus, melainkan hanya menentukan talak harus dilakukan di depan sidang
Pengadilan tanpa ketegasan mengenai status talak di depan Pengadilan sebagai
syarat sah talak atau hanya sebagai kewajiban administratif. Jika dianggap syarat
sah talak maka talak sekaligus di luar pengadilan tidak dianggap jatuh sama sekali
dan jika hanya dianggap kewajiban administrasi maka talak sekaligus di luar

Pengadilan dianggap jatuh meskipun tidak terhitung secara administrasi.

Jika di Indonesia regulasi talak sekaligus tidak diatur melainkan hanya

mengatur kewajiban talak di depan Pengadilan, maka di Arab Saudi regulasi talak
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lebih tegas dalam menentukan tidak jatuhnya talak sekaligus melainkan hanya

satu talak saja. Disebutkan dalam Maddah 83 yang berbunyi,

P0Gty il V) a Y sy s 3 S5 o gy ol Uadl sadl 051 Y S
Tiap-tiap talak yang beriringan dengan bilangan baik berbentuk lafaz,

isyarat atau diulang-ulang dalam satu majelis tidak jatuh dengannya
melainkan satu talak.

Hal ini mengisyaratkan bahwa talak yang dijatuhkan sekaligus dengan
menyebut jumlah talak seperti “kamu tertalak tiga” atau disebutkan berulang-
ulang “kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak™ tidak dihitung talak tiga

namun terhitung satu.

Selain itu, regulasi talak Saudi mengatur agar talak dicatatkan

sebagaimana bunyi Maddah 90

3y~ aulad) Slel Yl 339 Ramill agh) sl O Gy Of o)l Jo g
s> Wl) (3 amg ) 32 U3 2 Vo gl o o iy (Gde dedd) balasl s JH
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Suami wajib mencatatkan talak di depan pihak yang berwenang -sesuai
tindakan-tindakan yang mengatur hal tersebut- dan pencatatan tersebut
dilakukan di sela-sela waktu paling lambat (15) hari sejak terjadinya
talak bain, pencatatan tersebut tidak melanggar hak isteri dalam
mengajukan tuntutan itsbat talak.

Apabila ketentuan dalam Maddah ini dibaca secara sistematis, maka
pencatatan talak akan serasi dengan ketentuan talak secara fikih yang meniadakan
jatuhnya talak sekaligus melainkan satu talak. Bentuk keserasian tersebut adalah
jika ada yang mentalak isteri tiga sekaligus maka karena ketentuan talak

menegaskan tidak jatuh melainkan satu maka akan berimplikasi pada jumlah talak

230 Maddah 83 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H
231 Maddah 90 Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Raqm : Mim/73 al-Tarikh : 6/8/1443 H

130



yang tercatat secara resmi hanyalah satu. Berbeda halnya dengan regulasi
Indonesia yang tidak tegas menyatakan status talak di depan Pengadilan sebagai
suatu syarat sah talak atau hanya kewajiban administrasi, selain itu juga tidak
menjelaskan status talak di luar Pengadilan. Dua hal tersebut akan selalu terkait
karena jika talak di depan sidang Pengadilan dijadikan syarat sah maka status
talak di luar pengadilan tidak akan jatuh sama sekali. Sebaliknya jika hanya
dianggap kewajiban administrasi maka talak di luar Pengadilan akan dianggap

terjadi meskipun secara administrasi tidak dicatat.

Apabila mengacu pada regulasi fikih, maka persoalan talak sekaligus ini
merupakan persoalan yang diperselisihkan fukaha. Penyebab perselisihan mereka
dalam hal ini adalah karena mereka berselisih paham mengenai hukum yang
ditetapkan oleh syariat terhadap talak bain tiga, apakah talak terjadi dengan
dengan kehendaknya sendiri dalam menghukumi talak tiga di tempat satu talak
atau tidak terjadi berdasarkan hal tersebut dan tidak mengikat melainkan dengan

yang ditetapkan oleh syariat.?3?

Para ulama dalam menentukan hukum talak ini memiliki tiga
kecenderungan pokok. Kecenderungan pertama adalah kecenderungan mazhab
mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah dan
Ibnu Hazm yang menentukan talak sekaligus dapat terjadi.>*® Sebaliknya
kecenderungan kedua menyatakan talak sekaligus hanya jatuh satu saja.

Pandangan ini ada dalam mazhab Abdullah bin Abbas, Ibnu Taimiyah, Ibnul

232 al-Hafid, Bidayat, 84.
233 3]-Zahiri, al-Muhalla, 364.
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Qayyim dan diriwayatkan dari Syiah bahwa talak tersebut tidak jatuh karena talak
tersebut merupakan bid’ah yang diharamkan, sehingga terdapat kecenderungan

ketiga dalam persoalan ini.?**

Mazhab yang termasuk dalam kecenderungan pertama adalah Mazhab
Hanafi. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa mentalak isteri dalam keadaan

suci dengan talak tiga menggunakan satu lafaz merupakan talak bid’i, baik suami

yang mentalak tersebut mengucapkan b , 3\ (3> (tertalak, tertalak, tertalak)

atau terlebih lagi suami mengucapkan <Ol U (tertalak tiga). Mereka

mengatakan bahwa talak itu merupakan syariat yang ada karena rukhsah
(keringanan) sehingga talak ba’in tidak harus dilakukan karena yang dibutuhkan
adalah talak raj’i. Talak ba’in yang tidak mengandung kepentingan maka ia bukan
talak sunni, sebab dalam talak ba’in terdapat kemungkinan jatuh dalam perkara
yang haram karena memuat kemungkinan adanya penyesalan dan tidak mungkin

merujuknya kembali.??

Meskipun demikian, mereka tetap menjadikan hukum talak tersebut
sebagaimana hukum talak tiga, mereka mengatakan bahwa talak tersebut jatuh

tiga sesuai yang dilafazkannya dengan menggunakan dalil hadis Nabi Saw.,

234 al-Yamani, Nayl, 274.
235 <Alauddin Abii Bakr bin Mas’iid bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, Badai’ al-Sanai’F1 Tartib al-
Syara’l, Juz 3 (t.t.: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1986), 95-96. ; al-HanafT, Radd, 232-233.
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Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw
bersabda, “Tiga hal yang yang dilakukan serius atau dengan main-main
hukumnya berlaku, yaitu nikah, talak dan rujuk.

Selain itu, mereka juga berdalil dengan dengan ijma’ sahabat atas
perbuatan Umar ketika ia memberlakukan hukum tersebut atas mereka tanpa ada
seorangpun yang menentangnya. Mereka menggunakan hadis yang diriwayatkan

dari Umar dalam hadis Ibnu Abbas
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Artinya: Talak tiga pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan dua tahun
pertama pemerintahan Umar dijadikan talak satu, Umar bin al-Khattab
berkata: Sungguh orang-orang itu tergesa-gesa dalam suatu perkara yang
perlahan-lahan, seandainya kami memberlakukan hal itu kepada mereka
niscaya hal itu akan berlaku atas mereka.

Hadis ini mengisyaratkan adanya pengingkaran Umar terhadap orang-
orang yang menyalahi kesunatan talak dengan menjatuhkannya sekaligus dan juga
menerangkan kenyataan yang terjadi terkait kemudahan melanggar sunnah talak
setelah dua masa sebelumnya, seolah-olah Umar mengatakan: Talak tiga yang
dijatuhkan sekarang, merupakan talak satu pada dua masa sebelumnya atau

ucapan seseorang “taliq, taliq, taliq” merupakan talak satu karena tujuan mereka

236 al-Sajistant, Sunan, 259. ; Ibnu Majah Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan
Ibni Majah, Juz 1(t.t.:Dar Ihya al-Kutub al->Arabiyyah, t.th.), 658. ; Abii ‘Isa Muhammad bin ‘Isa
bin Stirah bin Misa bin al-Dahhak al-Tirmizi, al-Jami’ al-Kabir, Juz 2 (Beirut : Dar al-Garb al-
Islam1, 1998), 481, ; Abi ‘Abdillah al-Hakim Muhammad bin ‘Abdillah bin Muhammad bin
Hamdawaih bin Nu’aim bin al-Hakam al-Dabbi al-Tahmani al-Naisabiiri, al-Mustadrak ‘Ala al-
Sahthain, Juz 2 (Beirut :Dar al-Kutub al-’ilmiyah, 1990), 216.

237 Abii Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawaw1, al-Minhaj Syarh Sahth Muslim, Juz 10
(Beirut:Dar IThya’ al-Turas al-’Arabi, t.th.), 70. ; al-Zahir1, al-Muhalla, 389.
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mengucapkan kata tersebut adalah untuk menegaskan dan memberi tahu
kemudian setelah itu mereka meniatkannya sebagai permulaan sesuatu dan
bermaksud menentukannya sehingga Umar melazimkan mereka berdasarkan niat
tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan Umar terhadap niat tersebut.
Ucapan Umar yang menyiratkan hal tersebut adalah “sungguh mereka tergesa-

gesa dalam perkara yang perlahan-lahan.?3®

Beralih pada Mazhab Malikiyah yang menyatakan bahwa perempuan
yang tertalak tiga dengan satu kata adalah perempuan yang tertalak selain sunni.
Mereka menyatakan bahwa talak tersebut tidak menghalangi jatuhnya talak sesuai
pengulangan katanya, baik kata tersebut menggunakan huruf ataf wawu, fa’,
summa atau dengan huruf ataf yang lain, dan dengan pengulangan dua atau tiga
kali mengharuskan ia terikat padanya. Sedangkan obyek talaknya merupakan
perempuan yang pernah di dukhul, karena perujukannya masih berlaku sepanjang
masa iddah, begitu juga perempuan yang belum pernah di dukhul, ia juga terikat

dengan pengulangan talak tersebut, baik tiga atau dua kali.?*’

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa mereka menganggap talak
tiga juga jatuh kepada perempuan yang belum di dukhul. Sebaliknya, Ibnu Hazm

meriwayatkan dari al-Hakam bin Utaibah bahwa ia pernah ditanya tentang

seseorang yang mengatakan kepada isterinya yang belum di dukhul, el (@il el

Jb =5t (3 (maka ia tertalak bain pada talak yang pertama, sedangkan dua

238 Usman bin ‘Al1 bin Mihjan al-Bari’1 Fakhruddin al-Zayla’1 al-Hanafi, Tabyinul Haqaiq Syarh
Kanz al-Daqaiq Wa Hasyiat al-Syilbi, Juz 2 (Kairo :al-Matba’ah al-Kubra al-Amiriyyah, t.th.), 191.
239 Abu al->’Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwat1 al-Saw1 al-Maliki, Hasyiah al-Saw1 ala al-
Syarh al-Sagir, Juz 2 (t.t.: Dar al-Maarif, t.th.), 571.
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talak berikutnya tidak mengandung pengaruh apapun.”®® Riwayat tersebut
menunjukkan bahwa pada talak yang pertama perempuan tersebut tertalak bain
katena tidak memiliki iddah. Dengan demikian ia tidak lagi menjadi obyek talak,
berbeda halnya dengan talak raj’i. Terkait dengan pandangan sebelumnya, dapat
ditarik kesimpulan bahwa Malikiyah menunjukkan seolah-olah mereka
memandang talak bain dapat dijatuhkan terhadap perempuan yang tertalak bain

meskipun tanpa iddah.?*!

Dengan pandangan tersebut, mereka menyelisihi Hanafiyah yang
mensyaratkan adanya iddah. Implikasinya adalah talak bain dapat dijatuhkan
kepada orang yang tertalak bain atau talak raj’i dapat mengenai perempuan yang

tertalak bain menurut Malikiyah.?*?

Dalam Mazhab Syafi’iyah, talak tiga yang dikumpulkan dalam satu lafaz

maka talak tersebut jatuh tiga, sedangkan ketika memisahkan lafaznya seperti il

b il (@b el (3 dan disela-sela pengucapannya tersusup adanya pemisah

maka jatuh talak tiga, namun jika tidak disela-selai pemisah maka dilihat
tujuannya. Jika tujuannya sebagai penegasan maka jatuh satu dan jika ditujukan

sebagai permulaan sesuatu maka jatuh tiga.>*

240 a]-Zahir, al-Muhalla, 408.

241 ¢ Amru, al-Siyasah, 146.

242 < Amru, al-Siyasah, 146.

243 al-Syafi’1, Mugni,480-481.; Abu Bakr bin Muhammad Syata al-Dimyati, I’anatut Talibin ala
Halli Alfazi Fathil Mu’in, Juz 4. (t.t.: Dar al-Fikr, 1997), 24.
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Kesimpulan dari pandangan Syafi’iyah adalah jika talak tiga atau lebih
dikumpulkan dalam satu kata maka jatuh talak tiga.?** Dalil yang mereka
pergunakan adalah Hadis Rukanah bin Abi Yazid, bahwa ia telah mentalak
isterinya secara total, kemudian ia mendatangi Nabi dan bertanya : wahai
Rasulullah, sesungguhnya saya telah mentalak isteri saya Suhaimah secara total,
Demi Allah saya memaksudkannya satu talak, lalu Nabi menjawab : Demi Allah
kamu tidak memaksudkannya melainkan satu?, Rukanah menjawab :Demi Allah
saya tidak memaksudkannya melainkan satu, maka Rasulullah mengembalikan

isterinya.’®

Segi pengambilan dalil dari hadis ini adalah seandainya talak tidak jatuh
tiga ketika ia menghendakinya dengan lafaz tersebut, maka perintah bersumpah
tidak memiliki arti apapun.?*® Kemudian mereka mengomentari hadis Umar
sebelumnya dengan komentar yang sama dari kalangan Hanafiyah bahwa hadis
tersebut menunjukkan pengertian tentang talak biasa pada awalnya jatuh satu
sedangkan pada masa Umar orang-orang menjadikan talak tiga jatuh sekaligus.
Akibatnya Umar menjalankan hal tersebut pada mereka. Hal ini merupakan
informasi tentang perbedaan kebiasaan manusia, bukan informasi tentang
perubahan hukum dalam satu persoalan. Artinya adalah talak tiga yang sekarang
dijatuhkan sekaligus, pada masa awal dijatuhkan satu saja. Pemahaman ini
diperoleh dari kata Umar al-Isti’jal dan ucapan Umar: Sesungguhnya dalam

persoalan talak ini mengandung tahap perlahan-lahan, sehingga mereka tidak

24 Abii Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yasuf al-Syairazi, al-Muhazzab Fi Figh al-Imam al-Syafi’1, Juz
3 (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 7.

245 al-Yamani, Nayl, 269.

246 Abii Bakr bin Muhammad al-Husain1 al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi’i, Kifayat al-Akhyar fi
Gayat al-Ikhtisar (Surabaya: Nir al-Huda, t.th..), 107.
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menjatuhkan talak melainkan satu persatu, kemudian orang-orang tergesa-gesa
dan menjadikan talak tiga jatuh sekaligus, dan jika tidak demikian maka makna
hadis ini adalah menjatuhkan talak tiga sekaligus pada masa awal hanya jatuh satu,
begitu pula pada masa kedua sebelum masa penerapan hukum Umar, maka dalam

persoalan apa mereka terburu-buru??4’

Dalam hal ini mereka memiliki jawaban lain yaitu kandungan hadis

tersebut diarahkan mengenai orang yang memisahkan lafaz, yaitu orang yang

mengatakan Fb <l (@b <l (@b il Pada awalnya mereka mereka

menetapkannya menjadi kehendak penegasan karena sedikitnya pengkhianatan
yang terjadi diantara mereka. Memasuki era Umar, ia memandang telah terjadi
perubahan situasi sehingga kehendak penegasan tidak lagi diterima dan beralih
menjadikannya sebagai permulaan sesuatu. Al-Nawawi dalam Syarh Muslim
menyebutkan : bahwa ini merupakan jawaban yang paling tepat. Al-Subki
mengatakan: itulah muatan makna hadis yang paling baik. Pengarang Mughnil
Muhtaj mencaci orang yang berpendapat bahwa talak tersebut tidak jatuh oleh
ucapannya melainkan satu: “sebagian pengikut belakangan memilih pendapat
tersebut, termasuk orang yang tidak peduli dengannya dan orang-orang yang

disesatkan oleh Allah mengikutinya.?*

Adapun Mazhab Hanabilah dalam persoalan ini mengemukakan tentang

seseorang yang mengatakan kepada isterinya yang belum di dukhul s s i

247 « Amru, al-Siyasah, 147.
248 a]-Syafi’1, Mugni, 502.
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s maka talak tersebut jatuh tiga. Lafaz tersebut sama seperti UM 3l i

Hukum talak ini menurut ketetapan mereka adalah makruh. Mereka juga
mengomentari ucapan Umar mengenai penjatuhan talak tiga : Umar menjadikan
talak tersebut jatuh karena mereka memperbanyak ucapannya, sehingga ia
menghukum mereka dengan memperberat hukumannya karena kemaksiatan
mengumpulkan talak tiga menjadi satu, maka jadilah hukuman orang yang tidak
bertakwa kepada Allah termasuk takzir yang diserahkan kepada ijtihad para
Imam.?* Komentar tersebut merupakan komentar yang tepat bagi mereka yang
berpandangan bahwa talak tersebut jatuh satu kecuali jika imam berpendapat jatuh

talak tiga berdasarkan asas takzir.?>°

Mereka mengatakan bahwa riwayat dari Ahmad saling bertentangan
dalam menyifati talak ini, terkadang dikatakan tidak haram, terkadang dinyatakan
talak bid’ah yang diharamkan. Namun dapat dipastikan jika seseorang mentalak
tiga dengan satu kata maka talak tersebut jatuh tiga dan perempuan tersebut haram
dinikahi suami pertamanya sehingga ia harus menikah dengan suami selainnya.
Tidak ada perbedaan menurut mereka antara talak terhadap perempuan sebelum
atau sesudah dukhul. Mereka mengatakan : makna hadis Ibnu Abbas adalah
dahulu orang-orang mentalak satu pada masa Rasulullah, oleh karena itu Umar

tidak boleh menyalahi yang berlaku pada masa Rasulullah dan tidak

249 Abii Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin ‘Abdillah bin Muhammad bin Mufllh, al-
Mubdi’ F1 Syarh al-Muqni’, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 304.
250 < Amru, al-Siyasah, 147.
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diperkenankan bagi Ibnu Abbas meriwayatkan ini dari Rasulullah dan

memfatwakan sebaliknya.?>!

Dapat disaksikan bahwa Hanabilah memiliki persamaan dengan
mayoritas ulama dalam persoalan jatuhnya talak dengan lafaz tersebut,
sebagaimana juga memiliki kesamaan dengan Malikiyah dalam masalah jatuhnya
talak sebelum dan sesudah dukhul, dan orang yang tertalak bain dapat terkena

talak bain meskipun tidak ada iddahnya bagi perempuan yang belum di dukhul.?>?

Mazhab Ibnu Hazm juga menyatakan mengenai jatuhnya talak tiga.
Dalam al-Muhalla dinyatakan : apabila seseorang mentalak isterinya dalam
keadaan suci yang belum dicampuri, maka talaknya adalah talak sunni dengan
cara apapun menjatuhkannya, jika dia menghendaki maka ia dapat mentalak satu,
dan jika dia menghendaki dapat mengumpulkan dua talak dan jika dia

menghendaki dapat melakukan tiga talak sekaligus.?>*

Kecenderungan kedua adalah kecenderungan dari kelompok yang
berpandangan bahwa talak tiga yang dijatuhkan suami terhadap isteri dalam satu
kata tidak jatuh melainkan satu talak saja. Mereka adalah Ibnu Abbas, Syaikh al-
Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, juga merupakan pendapat Abu
Ishaq, Tawus dan Ikrimah. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang
diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya yang telah disebutkan sebelumnya dan
dikomentari oleh Ibnu Taimiyah dengan kata-katanya bahwa Umar meniscayakan

terjadinya talak bagi orang yang mentalak tiga dengan satu kata sedangkan dia

251 a]-Hanbali, al-Mugni, 370.
252 ¢ Amru, al-Siyasah, 148.
253 3]-Zahir, al-Muhalla, 364.
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mengetahui bahwa talak tersebut jatuh satu, akan tetapi ketika orang-orang
banyak melakukan hal tersebut maka ia memandang perlu menghukum mereka
dengan cara mengkaitkan mereka dengan talak tersebut, dan pendapat ini disetujui
rakyatnya dari golongan sahabat. Hal tersebut diisyaratkan oleh Umar dengan
kata-katanya bahwa manusia terlalu terburu-buru dalam persoalan yang
mengandung tahapan yang perlahan-lahan, oleh karenanya Umar menjalankan
akibat hukum tersebut atas mereka dan hukum tersebut terjadi atas mereka.
Tujuannya adalah agar mereka menyedikitkan talak dengan cara menghukum
orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dianggap jatuh tiga talak, dan
menutup jalan kembali kepada isterinya. Oleh karena itu, hal ini harus dicermati
dengan sebenar-benarnya, karena pemberlakuan talak tersebut merupakan
hukuman yang mengandung kemaslahatan dan tidak samar bahwa talak pada
masa Nabi dan Abu Bakar adalah talak satu, bahkan talak tersebut telah berlalu
pada masa awal dari pemerintahan Umar sampai pada saat orang-orang
memperbanyak ucapan talaknya. Talak seperti ini merupakan bentuk
mempermainkan ayat-ayat Allah, oleh karena itu semenjak banyak orang
memperbanyak ucapan talak, Umar menghukum mereka dengan harapan agar
mereka menyesal hingga menjelang kematiannya, sebagaimana yang disebutkan
al-Ismaili dalam musnad Umar, “saya berkata kepada guru kami yang berbicara,
yaitu Ibnul Qayyim : Mengapa engkau mengikuti Umar dalam ketentuannya
mengenai jatuhnya talak sebagai sanksi atas mereka sedangkan mengumpulkan
tiga talak diharamkan menurutmu? Maka ia menjawab : kebanyakan manusia hari

ini tidak tahu bahwa hal itu diharamkan, bahkan al-Syafi’l memandangnya boleh
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maka bagaimana orang tidak yang tidak paham terhadap persoalan yang haram

dijatuhi hukuman?>2%*

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata: “Selain Umar mengkaitkan mereka
dengan hukum tersebut, juga menutup pintu pernikahan tahlil atas mereka.
Sedangkan mayoritas fukaha mewajibkan mereka terikat dengan hukum tersebut
dan kebanyakan mereka juga membuka pintu pernikahan tahlil, sehingga suami
ketika mengetahui isteri tidak dapat dirujuk kembali olehnya melainkan dengan
tahlil ia akan mengusahakannya. Para sahabat tidak mengusahakan tahlil, oleh
karena itu kemaslahatan dari pencegahan mengumpulkan talak yang dapat
menjatuhkan menuju kerusakan tahlil diantara mereka berhasil tercapai.” Ia
menambahkan :”Seandainya Umar tahu bahwa orang-orang akan segera
melakukan tahlil, sungguh ia akan berpandangan berdasarkan ketetapan mereka
sebagaimana ketetapan pada masa Nabi, Abu Bakar dan pada awal

pemerintahannya lebih utama.?>

Semakna dengan hal tersebut, Ibnul Qayyim menegaskan ketika
berbicara tentang pengharaman nikah tahlil dan menimbang antara pengharaman
nikah tahlil dan antara menjadikan talak tiga jatuh satu menyatakan: “Umar
mengikatkan mereka dengan talak tiga ketika mereka mengumpulkannya agar
mereka tercegah dari pernikahan tahlil jika mereka tahu isterinya tidak akan halal
bagi mereka dengannya dan tidak ada jalan kembali padanya. Seiring dengan

perubahan masa, era sunnah dan asar para kaum telah jauh, maka lapak tahlil

254 ¢ Amru, al-Siyasah, 148-149.
255 Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyib bin Sa’d Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Turuq
al-Hukmiyah (t.t.: Maktabat Dar al-Bayan, t.th.), 18.
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ramai laku dan banyak pembelinya diantara manusia, oleh sebab itu hal yang
niscaya adalah mengembalikan persoalan itu sebagaimana pada masa Nabi dan
khalifahnya dalam memfatwakan pandangan yang dapat menghentikan pasar
tahlil atau meminimalisir dan memperkecil keburukannya. Apabila persoalan
talak tiga jatuh satu, persoalan tahlil dan pertimbangan keduanya diajukan kepada
orang yang mendapat ketepatan pemahaman dan petunjuk dari Allah niscaya akan
jelas perbedaannya dan akan diketahui yang mana diantara dua persoalan tersebut

yang lebih utama dalam agama dan lebih maslahat bagi umat.”?%

Kecondongan Kketiga atau yang terakhir adalah golongan yang
berpandangan bahwa tidak terjadi talak tiga tanpa ada rujuk diantara keduanya
karena talak tersebut batil. Talak yang batil tersebut tidak akan terjadi talak satu
atau lebih darinya. Pandangan ini merupakan pandangan yang disepakati oleh
setiap orang yang mengatakan bahwa talak bid’i tidak sah terjadi, termasuk talak
tiga dengan satu lafaz atau beberapa lafaz yang berturut-turut karena itu termasuk
talak bid’i. Tidak dianggapnya talak bid’i juga merupakan pandangan mazhab al-

Bagir, al-Sadiq dan al-Nasir dari kalangan Syi’ah.?’’

Mereka berdalil dengan hadis Nabi 2585 54 \ e 3 S ot &

(Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintah dari kami

maka perbuatan itu tertolak), sedangkan talak seperti yang disebutkan sebelumnya

256 Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyiib bin Sa’d Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lamul
Muwaqqi’in ‘An Rabbil ‘Alamin, Juz 3 (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 44.

257 Abu al-Qasim Najmuddin Ja’far bin al-Hasan, Syara’l al-Islam Fi Masail al-Halal wa al-Haram,
Juz 3 (t.t.: t.tp, 1969), 23. ; al-Yamani, Nayl, 274.

258 a]-Nawawl, al-Minhaj, Juz 12, 16.
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tidak berdasarkan perintah Nabi, sebagaimana mereka juga berdalil dengan firman

Allah

DLsl 25 5 yian,y ALl

Artinya :....setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau
menceraikan dengan cara yang baik.

Segi penggunaan dalil dari ayat tersebut adalah bahwa ayat tersebut
mensyaratkan agar talak tiga sah maka harus terjadi dalam keadaan suami sah
mempertahankannya dengan baik, karena termasuk setiap hak pemilih diantara
keduanya sah tiap-tiap dari keduanya. Apabila menahan tidak sah melainkan
setelah rujuk maka talak tiga tidak sah melainkan setelah rujuk untuk
mempertahankan. Jika mempertahankan itu harus ada pada talak yang ketiga

maka ia harus ada pula pada talak yang kedua.?>’

Dari ketiga kecenderungan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam
persoalan talak sekaligus ini terdapat tiga pandangan terhadapnya. Pandangan
pertama adalah pandangan yang menyatakan talak sekaligus jatuh semua,
kemudian pandangan yang kedua menyatakan talak tersebut jatuh satu dan

pandangan yang terakhir mengatakan tidak jatuh talak sama sekali.

Adanya ketiga pandangan yang saling Dbertentangan tersebut
menunjukkan bahwa persoalan talak sekaligus ini merupakan persoalan yang
masuk dalam kategori tidak memiliki nash hukum yang qat’i al-Subut (pasti
riwayatnya), bukan pula al-Qur’an dan Hadis Mutawatir sehingga al-Bukhari

tidak mentakhrij nash tersebut. Selain itu juga, tidak memiliki nash yang qat’l al-

259 al-Yamani, Nayl, 277.
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dilalah (petunjuk pasti) sehingga nash tersebut memiliki pentakwilan yang
beragam yang telah disebutkan oleh para pengikut mazhab dan pensyarah hadis
yang dapat dirujuk dalam kitab seperti Nayl al-Autar’® yang sebagian

penjelasannya telah dikutip dalam pemaparan sebelumnya.

Apabila persoalan ini tidak memiliki nash dan petunjuk yang gat’i maka
persoalan ini masuk dalam kategori sasaran ijtihad siyasah syar’iyah yang
dilakukan oleh imam sepanjang ra’yu imam tersebut tidak bertentangan dengan

kaidah syariat.?¢!

Di Indonesia, regulasi talak tiga memang tidak diatur secara eksplisit
dalam Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam. Namun
apabila dipahami dari pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya
menunjukkan bahwa peristiwa talak tiga hanya terjadi setelah melalui tiga kali
peristiwa persidangan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.?¢> Demikian
ini karena sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya menghasilkan kesimpulan
bahwa talak hanya dapat terjadi di depan Sidang Pengadilan. Oleh karena itu,
meskipun talak tiga telah dijatuhkan di luar sidang Pengadilan maka talak tersebut
tidak dianggap jatuh sama sekali. Talak tiga juga tidak dapat terjadi secara
sekaligus dalam satu sidang pengadilan namun baru akan terjadi setelah terjadi

tiga kali sidang pengadilan dengan perkara yang berbeda atau bukan nebis in idem.

260 a]-Qaradawi, al-Siyasah, 238.

261 g]-Qaradawi, al-Siyasah, 45.

262 Safrizal dan Karimuddin,”Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Figh
Syafi’iyah”, Jurnal Al-Fikrah, 2 (2020), 284.
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Dari ketentuan tersebut diperoleh pemahaman bahwa regulasi tersebut
cenderung pada pandangan yang menjadikan talak itu per peristiwa dan talak per
peristiwa tersebut merupakan pandangan ketiga yang telah dipaparkan
sebelumnya yaitu pandangan golongan Syiah yang menyatakan bahwa talak tiga
sekaligus merupakan talak bid’l dan tiap tiap talak bid’i tidak dianggap sah

apabila terjadi.

Terkait talak ini, al-Qaradawi mengomentari bahwa menjatuhkannya

sekaligus dengan satu ucapan berarti menentang Allah dan menyimpang dari

263

tuntunan syariat yang lurus.”®® Pandangan tersebut didukung oleh suatu hadis

yang diriwayatkan Mahmud bin Labid,
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Artinya : Rasulullah diberitahu tentang seorang laki-laki yang
menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya secara sekaligus, kemudian
Rasulullah berdiri dalam keadaan marah, lalu berkata:”Apakah
Kitabullah dipermainkan sedangkan aku masih ada diantara kalian?”
Sampai ada seseorang yang berdiri mengatakan: ‘“Wahai Rasulullah
apakah tidak saya bunuh saja orang itu?”

Dapat disimpulkan bahwa praktek talak yang berlaku di Indonesia
selama ini, yang tidak menganggap sah terjadinya talak di luar pengadilan, baik
talak satu atau talak sekaligus merupakan persoalan yang masuk dalam kategori
ma yahtamil wujuhan iddah (persoalan yang mengandung berbagai perspektif),

sehingga klaim sebagian kalangan yang menganggap praktek talak di pengadilan

263 Yiisuf al-Qaradawi, al-Halal Wa al-Haram F1 al-Islam (Kairo : Maktabah Wahbah, 1997), 191.
264 Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurasani al-Nasa’i, al-Sunan al-Kubra, Juz
5 (Beirut : Mu’assasat al-Risalah, 2001), 252.

145



selama ini bertentangan dengan fikih sehingga terjadi dualisme aturan, tidak
terbukti. Oleh karena itu, praktek tersebut dianggap telah sesuai dengan dengan
prinsip-prinsip hukum syar’i sehingga siyasahnya bersifat syar’iyah yang

berimplikasi mengikat baik secara undang-undang dan fikih.

Sedangkan regulasi talak di Arab Saudi yang ada dalam Nizam al-Ahwal
al-Syakhsiyyah lebih dekat dengan pandangan yang kedua, yaitu pandangan Ibnu
Abbas, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Abu Ishaq, Tawus dan lkrimah yang
menyatakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa otoritas Arab Saudi menentukan pandangan Ibnu Taimiyah
Ibnu Abbas, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Abu Ishaq, Tawus dan Ikrimah
sebagai ketentuan yang mengatur talak dalam regulasinya. Selain itu, penentuan
otoritas Arab Saudi terhadap pandangan tersebut juga telah sesuai dengan prinsip-
prinsip siyasah syar’iyah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat melalui penentuan
imam terhadap pendapat diantara beberapa pendapat yang lain yang
mencerminkan bahwa pilihan imam tersebut memang terjadi dalam persoalan

yang ikhtilaf bukan dalam persoalan yang telah disepakati (mujma’ alaih).
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BAB IV

PENUTUP

Dalam bab penutup ini, penulis akan memaparkan simpulan yang
diminta oleh fokus penelitian, yaitu bagaimana regulasi perceraian yang ada di
Indonesia, bagaimana regulasi perceraian yang ada di Arab Saudi dan bagaimana
regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi ditinjau dari Fikih Siyasah Yusuf

al-Qaradawi?

A. Simpulan

1. Perceraian di Indonesia diatur dalam suatu regulasi berupa Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang
Perkawinan dan KHI secara umum, seluruh bentuk perceraian tersebut
terakomodir dalam dua bentuk, yaitu perceraian karena talak dan gugatan
perceraian. Sedangkan dalam KHI dua bentuk tersebut terdiri dari putusan
perceraian, ikrar talak, khuluk, putusan taklik talak. Seluruh bentuk perceraian
tersebut harus diajukan di depan sidang Pengadilan. Selain itu, perceraian tersebut

harus memiliki alasan yang cukup.

2. Perceraian di Arab Saudi diatur dalam regulasi perkawinan berbentuk
Nizam al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Ragm @ Mim/73 al-Tarikh @ 6/8/1443 H.
Dalam regulasi tersebut diatur bentuk putusnya hubungan perkawinan melalui
talak, khuluk, fasakh, kematian dan li’an. Untuk perceraian talak dan khuluk tidak
harus dilakukan di depan sidang Pengadilan kecuali talak yang mengandung

sengketa, maka harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Selain itu, kedua

147



bentuk perceraian tersebut hanya wajib dicatatkan di depan otoritas pencatatan
yang berwenang. Adapun bentuk perceraian fasakh dan li’an maka harus

dilakukan di depan sidang Pengadilan.

3. Substansi regulasi perceraian tersebut kemudian dianalisis dengan
teori Fikih Siyasah Yusuf al-Qaradawi yang hanya difokuskan dalam materi-
materi tertentu yang dianggap problematis, yaitu persaksian talak di depan
Pengadilan, pencatatannya di depan pihak tertentu dan penjatuhannya secara
sekaligus. Secara keseluruhan dari pembahasan materi talak yang problematis
tersebut tidak terlepas dari tiga bidang siyasah syar’iyah, yaitu bidang yang tidak
memiliki nas hukum, persoalan yang multiperspektif dan persoalan yang
mengandung kemaslahatan publik. Hal ini berarti ijtihad imam tersebut telah tepat
berada pada persoalan yang mujtahad fih (sasaran ijtihad), mukhtalaf fihi
(persoalan yang diperselisihkan) dan bukan persoalan mujma’ alaih (persoalan
yang disepakati), sehingga dapat disimpulkan bahwa ra’yu imam baik dalam
regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi telah sesuai dengan prinsip-
prinsip siyasah syar’iyah yang berimplikasi mengikat secara negara maupun

agama.

B. Implikasi

Dari penelitian ini dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undang
masing-masing dari tiap-tiap negara berbeda-beda dalam menentukan regulasi
perceraian. Apabila dilakukan perbandingan regulasi dari dua negara maka akan
diperoleh beberapa persamaan dan perbedaanya. Salah satunya ada dalam

persoalan persaksian talak. Dalam persoalan ini, Indonesia dan Arab Saudi
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memiliki aturan yang berbeda. Di Indonesia seluruh bentuk perceraian termasuk
talak harus dilakukan di depan Pengadilan. Sedangkan di Arab Saudi tidak semua
bentuk perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan. Hanya talak yang
mengandung sengketa, li’an dan fasakh saja yang harus dilakukan di Pengadilan.
Berangkat dari hal tersebut, secara teoritis regulasi Arab Saudi minim terjadi
tumpang tindih aturan. Bahkan dapat dikatakan antara regulasi positif dan fikih di
Saudi saling berjalan beriringan. Sedangkan talak di depan Pengadilan yang ada di
Indonesia sekilas nampak bertentangan dengan fikih yang ada. Namun setelah
dicari dasar hukumnya dari fikih klasik dan menelusuri dasar hukum modifikasi
pandangan tersebut melalui pendekatan ijtihad gabungan antara ijtihad intiqa’i dan
insya’l (penggunggulan pendapat yang telah ada dan melakukan ijtihad baru)
diperoleh pendasaran hukum talak di depan Pengadilan. Demikian ini semua
dilakukan dalam kerangka besar siyasah syar’iyah yang basisnya adalah
kemaslahatan umat. Oleh karena itu regulasi talak di Arab Saudi dan Indonesia
dalam perspektif siyasah syar’iyah dapat dianggap mengikat baik secara negara

maupun agama, atau lazim qanunan wa syar’an.

Persoalan yang kedua adalah penjatuhan talak sekaligus. Dalam
persoalan ini para fukaha banyak berbeda pendapat. Pendapat tersebut kemudian
diadopsi oleh regulasi perceraian di Indonesia dan Arab Saudi. Di dalam regulasi
Indonesia secara eksplisit tidak mengatur talak sekaligus. Namun dengan
membatasi talak harus di depan Pengadilan maka talak apapun yang dilakukan di
luar Pengadilan termasuk talak sekaligus tidak memiliki konsekuensi hukum

apapun. Sedangkan dalam persoalan ini apabila mengacu pada fikih yang ada,
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talak tersebut sah dan berlaku meskipun tidak di Pengadilan. Oleh karena itu akan
terjadi tumpang tindih aturan antara undang-undang dengan fikih. Hal ini dapat
diketahui secara jelas melalui ilustrasi seseorang yang telah menjatuhkan talak
dua sekaligus kepada isterinya. Karena ada suatu kepentingan kemudian suami
mengajukan talak tersebut ke Pengadilan, maka Pengadilan tidak menganggap
berlaku talak sebelumnya bahkan memerintahkan agar melakukan ikrar talak di
depan Pengadilan. Secara administrasi, talak yang dianggap adalah talak yang
diikrarkan di depan Pengadilan, sedangkan secara fikih maka ikrar talak tersebut
menambah jumlah talak dari dua menjadi tiga. Dari penelitian ini diperoleh
pendasaran mengenai ketidakberlakuan talak sekaligus. Apabila talak tersebut
tidak dianggap maka tidak akan ada perselisihan dan tumpang tindih antara
regulasi peraturan perundang-undangan dengan fikih. Sedangkan untuk regulasi
Saudi, pandangan yang diadopsi adalah pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnul
Qayyim yang memandang talak sekaligus tersebut hanya jatuh satu. Apabila
dikaitkan antara pandangan ini dengan pencatatan talak di Saudi maka akan
diperoleh kesimpulan bahwa antara pencatatan administrasi talak dengan fikih
akan selalu berjalan beriringan. Sebab aturan negara mengatur bahwa talak
sekaligus jatuh satu sehingga dalam pencatatanpun akan dicatat satu.
Kelemahannya adalah sistem ini masih mengandalkan kesadaran penuh para pihak
untuk mencatatkan talak karena pencatatan talak dapat dilakukan sedikit terlambat.
Selain itu, juga tidak dapat menjamin sepenuhnya terhadap hak-hak wanita karena
bisa jadi talak yang hanya wajib dicatatkan dan tidak harus dilangsungkan di

depan Pengadilan itu merugikan pihak perempuan karena alasan perceraian tidak
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dapat disingkap dengan sebenar-benarnya berbeda halnya jika dilakukan di depan
Pengadilan. Meskipun demikian, regulasi kedua negara tersebut bertemu dalam
kehendak mempersempit terjadinya talak sehingga hak-hak perempuan dapat

lebih terjamin dari kesewenang-wenangan penjatuhan talak.

C. Saran

Pertama, penelitian ini menunjukkan upaya untuk menyelaraskan nalar
hukum dan fikih. Caranya adalah dengan melakukan perbandingan hukum positif
sebagai manifestasi nalar hukum dan dengan menggunakan analisis siyasah
syar’iyah sebagai perwujudan nalar fikih. Kemudian mendialogkan kedua nalar
tersebut dengan cara menjadikan hukum positif sebagai inspirasi fikih dan
menjadikan siyasah syar’iyah sebagai pemandu hukum positif. Dengan dialektika
tersebut diharapkan produk hukum positif dapat diterima oleh para fukaha
sedangkan produk fikih akan diterima oleh para pakar hukum. Oleh karena itu,
diharapkan para ahli hukum dan para fukaha saling berdialog dan mendialektikan
nalar masing-masing agar produk hukum yang dibuat dapat diterima oleh seluruh

golongan.

Kedua, bagi para fukaha tidak hanya berhenti pada pendapat fikih klasik
saja akan tetapi juga mengupayakan penyelarasan fikih dengan kaidah hukum
positif melalui sintesis nalar fikih dan nalar hukum yang diterjemahkan dalam
kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dan istilah-istilah lain yang khas hukum
dan berusaha menyelaraskan secara prinsipil dan substantif kandungan fikih
tradisi dan hukum positif. Upaya ini bertujuan agar syariat dapat relevan dengan

setiap masa dan tempat.
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Ketiga, bagi para ahli hukum agar tidak hanya berhenti pada teori hukum
positif, tapi juga mempelajari khazanah fikih tradisi karena tidak jarang akan
memberikan wawasan baru, bukan karena reformasi tapi karena baru terbaca
sehingga baru diketahui dan itu ternyata relevan digunakan sebagai solusi bagi
problematika kekinian namun tidak menutup mata untuk tetap kritis terhadap

literatur tradisi

Keempat, bagi para peneliti agar berkenan memahami hasil penelitian ini
sebagai rujukan tambahan dan dapat menjadikannya sebagai tolak ukur dalam
melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan perbandingan hukum perceraian di

Indonesia dan Arab Saudi.
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